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Tesis ini secara garis besar membahas mengenai analisis pengaruh dana 
otonomi khusus yang didapatkan kabupaten dan kota di Provinsi Papua dan 
Papua Barat dalam rentang sepuluh tahun terakhir terhadap kapasitas pajak 
daerahnya. Tulisan ini berangkat dari permasalahan adanya dugaan tidak 
efektifnya dana otonomi khusus dalam mencapai salah satu tujuan otonomi 
khusus, yakni mengurangi kesenjangan dengan daerah di luar Papua, yang terlihat 
pada beberapa capaian pembangunan, serta disparitas kapasitas pajak antar 
daerah sebagai salah satu instrumen fiskal dalam desentralisasi yang berfungsi 
untuk mendanai daerahnya secara mandiri dan berkelanjutan. 
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Terbit Nur Fatahillah: Program Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika 
dan Bisnis, Universitas Brawijaya, 24 Juni 2021. Evaluasi Dana Otonomi Khusus 
terhadap Kapasitas Pajak Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua dan Papua 
Barat. Ketua Pembimbing: Candra Fajri Ananda, dan Komisi Pembimbing: Ferry 
Prasetyia. 
Pertanyaan Penelitian: 1) Bagaimana pengaruh dana otonomi khusus 
terhadap tingkat pembangunan kabupaten dan kota di Provinsi Papua dan Papua 
Barat; 2) Bagaimana pengaruh tingkat pembangunan kabupaten dan kota di 
Provinsi Papua dan Papua Barat. 
Metodologi: analisis kuantitatif data panel pendekatan two-stage least square 
apabila terdapat masalah simultanitas dalam model yang digunakan. Namun, jika 
tidak terbukti terdapat simultanitas maka pendekatan yang lebih efisien untuk 
digunakan adalah ordinary least square. 
Hasil: dana otonomi khusus yang diterima oleh 40 kabupaten dan kota di 
Provinsi Papua dan Papua Barat dapat mempengaruhi secara positif tingkat 
pembangunan yang direpresentasikan oleh pendapatan per kapita. Namun, 
peningkatannya tidak terbukti mampu meningkatkan kapasitas pajak di setiap 
daerah. Selain itu, determinan daripada pendapatan per kapita diantaranya adalah 
struktur perekonomian, karakteristik demografi dan pendapatan dana transfer 
berupa dana otsus dan bagi hasil pajak provinsi. Sementara untuk local taxable 
capacity hanya terdiri dari karakteristik demografi. Selain itu, dikarenakan 
simultanitas yang diharapkan tidak terdapat dalam model maka tidak terbukti pula 
bahwa dana otonomi khusus memiliki pengaruh secara tidak langsung terhadap 
kapasitas pajak kota dan kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat. 
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Research Question: 1) How special autonomous fund affect the level of 
development on municipalities in Papua and West Papua Province? 2) How level 
of development affect tax capacity each municipality in Papua and West Papua 
Province? 
Method: Panel data analysis with two-stage least square (2SLS) if there is a 
simultaneity problem. Yet, if it does not than ordinary least square (OLS) are more 
efficient to interpret. 
Result: As a revenue in 40 municipalities in Papua and West Papua Province, 
special autonomy fund positively influenced the level of development which 
represented by income per capita. Moreover, the increase of development’s level 
did not effected the local tax capacity. Other result showed that the determinant of 
income per capita are economic structure, demography characteristic, and 
intergovernmental transfer, as in special autonomy fund and provincial tax-sharing 
fund. Furthermore, the taxable capacity consist only demographic characteristic. 
Beside, due to  the lack of simultaneity in the model, hence the indirect impact of 
special autonomy fund to local tax capacity still inconclusive. 
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1.1. Latar Belakang 
Implementasi sistem desentralisasi fiskal di Indonesia dimulai sekitar tahun 
2001 setelah disahkannya Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No 25 tahun 1999 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang kemudian 
diamendemen hingga menjadi, secara berurutan, UU No 23 Tahun 2014 dan UU 
No 33 Tahun 2004. Reformasi ini memberikan mandat kepada pemerintah daerah 
pada tingkat di bawahnya untuk mengelola daerahnya lebih efisien dengan cara 
yang mungkin berbeda dengan daerah lain karena disesuaikan dengan 
kemampuan dan pengetahuan lokal masing-masing daerah (Tiebout, 1956). 
Uniknya, Indonesia juga menerapkan sistem desentralisasi asimetris yang 
pada dasarnya memaksa pemerintah pusat untuk membagi wewenangnya kepada 
beberapa daerah secara khusus sebagai media penyelesaian permasalahan 
hubungan pusat maupun daerah (Kurniadi, 2012). Desentralisasi asimetris erat 
kaitannya dengan adanya perbedaan penyelenggaraan pelayanan atau barang 
publik yang muncul akibat perbedaan latar belakang, baik secara etnik, kultur, 
sejarah, maupun bahasa antar daerah dalam satu negara (Garcia-Mila & McGuire, 
2002; Bird & Ebel, 2005). Argumen lain menyatakan bahwa, desentralisasi 
asimetris ini terjadi akibat adanya perbedaan pandangan terhadap otonomi daerah 
berdasarkan pengalaman atau peristiwa historis yang dialami oleh daerah (Garcia-
Mila & McGuire, 2002). Adapun daerah-daerah yang memiliki otonomi khusus 
diantaranya adalah Provinsi Aceh, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah 
Istimewa Yogyakarta, Papua, dan Papua Barat. 
Provinsi Papua dan Papua Barat beserta kabupaten dan kota di bawah 
yuridiksinya merupakan beberapa daerah yang memiliki otonomi khusus. Otoritas 
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ini diharapkan mampu menjadi alternatif untuk menyelesaikan permasalahan yang 
terjadi antara masyarakat asli dengan pemerintah pusat. Ketimpangan 
pembangunan serta upaya meredam kelompok kritis yang represif sehingga 
berujung pada pelanggaran HAM merupakan salah satu alasan mengenai urgensi 
otonomi khusus sebagai upaya penataan kembali hubungan pusat-daerah dan 
pemenuhan aspirasi masyarakat (Muttaqin, 2006). 
Menilik dasar hukum yang digunakan, UU No 21 Tahun 2001 beserta 
perubahannya pada Perppu No 1 Tahun 2008 dan UU No 35 Tahun 2008 
memberikan kedua provinsi tersebut hak untuk mendapatkan tambahan dana 
transfer antarpemerintah berupa dana otonomi khusus selama dua puluh tahun 
yang berlaku hingga tahun 2021. Penggunaan dana ini berfungsi untuk 
meningkatkan pelayanan, akselerasi pembangunan, dan pemberdayaan seluruh 
masyarakat Papua agar dapat setara dengan daerah lain. Dilihat dari undang-
undangnya, wewenang yang diberikan pemerintah pusat adalah untuk menjaga 
hak-hak masyarakat adat untuk lebih berkontribusi dalam penanganan 
permasalahan sosial dan pembangunan daerahnya masing-masing. Selain itu, 
landasan penggunaan dana otsus di kedua provinsi ini diatur dan diperbarui oleh 
Perdasus Provinsi Papua No 13 Tahun 2016 dan Pergub Papua Barat No 4 Tahun 
2016. Kedua landasan hukum ini mengatur besaran alokasi belanja di beberapa 
sektor krusial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. 
Alokasi anggaran pendidikan dalam Undang-Undang Otsus Papua 
disebutkan sebesar minimal 30% dari penerimaan yang diperoleh, baik 
penerimaan asli daerah maupun dana bantuan pemerintahan yang lain. Relatif 
berbeda dengan UU 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional yang 
menyatakan bahwa dana pendidikan dianggaran sekurang-kurangnya 20% dari 
APBD. Sementara, untuk alokasi anggaran kesehatan secara legal tertulis paling 
sedikit 15%. Namun dalam pelaksanaannya, persentase yang telah ditentukan ini 
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relatif tidak mampu direalisasikan. Berdasarkan data realisasi APBD tahun 2019, 
hampir tidak ada satu pun baik dalam tingkat provinsi maupun kota/kabupaten 
yang mampu mencapai standar ketentuan realisasi anggaran di sektor pendidikan 
berdasarkan UU Otsus Papua kecuali Provinsi Papua Barat. Namun hanya 
beberapa daerah yang mampu merealisasikan anggaran pendidikannya di atas 
ketentuan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional diantaranya adalah 
Kabupaten Jayapura, Merauke, Kota Jayapura, Provinsi Papua dan Papua Barat. 
Adapun realisasi APBD fungsi kesehatan, hanya 11 kota/kabupaten yang mampu 
merealisasikan anggarannya di atas ketentuan undang-undang. 
Dua sektor yang menjadi fokus utama dalam percepatan pembangunan di 
tanah Papua tersebut merupakan representasi dari masih kurang disiplinnya 
Pemda dalam merealisasikan belanjanya sesuai dengan ketentuan undang-
undang. Fenomena ini memicu belum optimalnya pelayanan dan penyediaan 
barang publik dan berimbas pada kesejahteraan masyarakat yang mampu 
direpresentasikan oleh beberapa indikator, diantaranya adalah pendapatan per 
kapita, indeks pembangunan manusia (IPM), dan jumlah penduduk miskin. 
Gambar 1. Realisasi Dana Pendidikan dan Kesehatan APBD 2019 
Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat 
Sumber: DJPK (2020), diolah kembali 
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Kurang efektifnya belanja pemerintah dapat dilihat melalui indikator pertama 
yakni PDRB per kapita, yang disebut juga sebagai salah satu indikator pengukuran 
tingkat pembangunan negara berpendapatan menengah (UNDP, 2016). 
Berdasarkan laporan realisasi APBD yang dirangkum oleh DJPK, disparitas 
pendapatan per kapita masih terlihat jelas dalam 10 tahun tahun terakhir di kedua 
provinsi tersebut. Mimika dan Teluk Bintuni merupakan dua kabupaten yang 
terlihat paling mencolok akibat pendapatan perkapita yang dimiliki jauh di atas 
rata-rata kabupaten dan kota di tanah Papua. Selain menjadi sebuah indikator 
meratanya pendapatan masyarakat daerah, pendapatan per kapita juga menjadi 
salah satu tolok ukur pembangunan suatu daerah. Semakin tinggi pendapatan per 
kapitanya, maka semakin maju pula pembangunan suatu daerah, begitu juga 
sebaliknya. 
Kemudian, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistika, 
pada rentang satu dekade terakhir, Provinsi Papua selalu menempati peringkat 
terbawah dan Provinsi Papua Barat relatif tepat di atasnya dari seluruh provinsi di 
Indonesia. Dalam kurun waktu ini, Provinsi Papua hanya mampu meningkatkan 
Gambar 2. PDRB per Kapita (dalam juta rupiah) 
Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat 
Periode tahun 2010-2019 
Sumber: BPS (2020), diolah kembali 
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indeks pembangunan manusianya sebesar 6,39% atau pada tahun 2019 IPM yang 
terakumulasi relatif sama dengan besaran IPM Provinsi Papua Barat pada tahun 
2013. Hal ini tentu mengindikasikan terdapat kesenjangan yang cukup besar dari 
kedua provinsi tersebut. Bahkan, di tahun yang sama, IPM Provinsi Papua Barat 
yang relatif lebih tinggi daripada Provinsi Papua masih perlu mengejar 
ketertinggalan sebesar 0,53% dari Provinsi yang paling dekat IPM-nya, yakni 
Provinsi Nusa Tenggara Timur. 
Indikator lain yang ditunjukkan oleh persentase penduduk miskin Provinsi 
Papua maupun Papua Barat yang mampu mencapai sekitar dua kali lipat dari 
persentase rata-rata nasional (Gambar 4). Statistik ini dapat dibaca pada tahun 
2020 semester satu, setiap 100 jiwa penduduk di masing-masing provinsi terdapat 
27 jiwa penduduk miskin di Papua dan 21 jiwa di Provinsi Papua Barat. Meskipun 
garis kemiskinan Provinsi Papua dan Papua Barat berada di atas rata-rata garis 
Gambar 3. Lima Provinsi di Indonesia dengan IPM Terendah 
Sumber: BPS (2020), diolah kembali 
Gambar 4. Persentase Penduduk Miskin Provinsi Papua dan Papua Barat 
Sumber: BPS (2020), diolah kembali 
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kemiskinan nasional (Rp 433.281,-), yakni dengan jumlah Rp596.286,- untuk 
Provinsi Papua Barat dan Rp 542.695,- untuk Provinsi Papua pada semester satu 
tahun 2020. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia pada tahun 2017 
mempublikasikan formulasi perhitungan garis kemiskinan yang terdiri dari Garis 
Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM), yang 
mengartikan bahwa penduduk yang memiliki pendapatan di bawah garis 
kemiskinan dapat dikatakan sebagai penduduk miskin. 
Fenomena-fenomena yang telah disebutkan sebelumnya dimungkinkan 
memiliki keterkaitan dengan perbedaan kapasitas fiskal daerah, seperti pajak 
daerah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Tiebout (1956), pajak daerah 
merupakan salah satu instrument sistem desentralisasi yang mampu menjamin 
keberlanjutan penyediaan barang publik daerah. Data realisasi Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua 
dan Papua Barat tahun 2019 yang dirilis oleh DJPK Kemenkeu, menunjukkan 
bahwa 8 dari 42 kab/kota memiliki rasio pajak di atas rata-rata kab/kota di dua 
provinsi tersebut (1,13%) dan terdapat 5 kabupaten yang tidak memungut pajak 
daerah. Selain itu, terdapat kesenjangan yang relatif besar antara penerima pajak 
daerah tertinggi dengan terendah, yakni Kota Jayapura (13,8%) dengan 
Gambar 5. Rasio Pajak Kota/Kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat 
Realisasi APBD 2019 
Sumber: BPS (2020), diolah kembali 
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Kabupaten Maybrat (0,0041%). Variasi tingginya rasio pajak yang nampak pada 
data semakin menguatkan fenomena ketergantungan yang terjadi di tanah papua, 
dimana dana transfer masih menjadi salah satu pendapatan terbesar dalam 
komponen pendapatan daerahnya. 
Meski demikian, harapan daripada adanya sistem desentralisasi fiskal 
secara umum adalah penyediaan barang maupun pelayanan publik secara efisien 
untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Termasuk, tujuan yang diharapkan 
dalam undang-undang otonomi khusus Papua secara khusus yakni mengurangi 
kesenjangannya dengan provinsi lain, yang kemudian proses identifikasi dan 
optimalisasi potensi daerah perlu dilakukan sesuai dengan karakteristik localities 
masing-masingnya, termasuk dalam hal perpajakan daerah. Sehingga, 
optimalisasi performa perpajakan daerah ini nantinya mampu secara berkelanjutan 
mendanai belanja pemerintah yang menunjang pembangunan secara mandiri. 
Adapun performa perpajakan daerah dapat dilihat dari effort dan kapasitas 
perpajakannya (Wang dkk., 2009), tentu berbeda antar daerah. 
Beberapa peneliti menyebutkan setidaknya terdapat tiga faktor yang relevan 
untuk mempengaruhi kapasitas daerah dalam memungut pajak dalam tingkat 
kota/kabupaten, yakni tingkat pembangunan daerah (Pessino & Fenochietto, 
2010; van Oordt, 2018; Mawejje & Sebudde, 2019), karakteristik demografi (Cyan 
dkk., 2014; Vallés-Giménez & Zárate-Marco, 2017; Alabede, 2018), dan struktur 
ekonomi (Wang dkk., 2009; Brun & Diakite, 2016; Alabede, 2018). Meski demikian, 
beberapa variabel lain dapat memungkinkan untuk dikategorikan sebagai taxable 
capacity suatu daerah tergantung pada karakteristik masing-masing basis pajak 
daerah. Beberapa diantaranya seperti tingkat pendidikan (Alfirman, 2003; Pessino 
& Fenochietto, 2010; Mawejje & Sebudde, 2019), inflasi (Pessino & Fenochietto, 
2010; Alabede, 2018; Amoh, 2019), maupun korupsi (Pessino & Fenochietto, 
2010; Mawejje & Sebudde, 2019). 
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Selain faktor-faktor yang disebutkan sebelumnya, kebijakan desentralisasi 
juga memiliki pengaruh terhadap kapasitas pajak. Sebagaimana studi yang 
dilakukan oleh Panda (2009) besarnya dana transfer yang diterima dari 
pemerintah pusat disebut sebagai subtitusi dari pendapatan asli daerah dan 
mempengaruhi rendahnya kapasitas pajak suatu daerah. Namun, peneliti lain 
mengungkapkan bahwa intergovernmental transfer tidak memiliki pengaruh 
langsung terhadap kapasitas pajak, melainkan mempengaruhi tinggi atau 
rendahnya efisiensi pengumpulan pajak atau tax effort (Postali, 2015; Zárate-
Marco & Vallés-Giménez, 2019). 
Temuan-temuan yang masih inconclusive ini pada dasarnya sejalan dengan 
Ahmad & Searle (2006) yang juga mengatakan bahwa salah satu tujuan daripada 
adanya transfer fiskal ini adalah penguatan upaya daerah mengumpulkan pajak. 
Serta, pendapat Oates (1999) dan disimpulkan oleh Kim & Kim (2003), 
mengatakan bahwa pemerintah daerah justru mendapat disinsentif dalam 
tanggung jawab mengelola fiskal daerahnya akibat tingginya ketergantungan akan 
transfer dari pemerintah pusat. Ketergantungan kota dan kabupaten terhadap 
dana transfer pemerintah pusat maupun provinsi ini dapat dikatakan sebagai 
konsekuensi penerapan sistem desentralisasi. Sebagaimana sebuah teori yang 
diungkapkan oleh Bahl & Wallace (2006), desentralisasi yang memberikan mandat 
kepada daerah untuk lebih mengoptimalkan sumber daya, ternyata menimbulkan 
disparitas antar daerah akibat perbedaan-perbedaan yang ada. Oleh karena itu, 
transfer fiskal yang berlandaskan equalisasi diterapkan untuk mengurangi 
disparitas yang ada, meskipun dalam penerapannya, trade-off antara kebijakan 
desentralisasi dan perimbangan terjadi dan berujung pada ketergantungan daerah 
terhadap pusat. 
Dalam konteks Indonesia, besarnya alokasi dana transfer antar pemerintah 
disinyalir tidak mampu mempengaruhi kapasitas perpajakan daerah secara 
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langsung. Sebagaimana data yang disebutkan sebelumnya, karakteristik sistem 
desentralisasi yang diterapkan di Indonesia relatif masih sebatas desentralisasi 
dari sisi pengeluarannya, sementara dari sisi pendapatannya ketergantungan 
daerah terhadap pusat masih cukup besar. Konsekuensi ini juga diakibatkan oleh 
tidak diimbanginya oleh salah satu potensi daerah, yakni pajak daerah yang 
menjadi sumber pembiayaan atas barang maupun pelayanan publik penunjang 
pembangunan manusia, seperti akses pendidikan, kesehatan, maupun 
infrastruktur. Padahal, harapannya dengan adanya dana otonomi khusus, daerah 
mampu termotivasi untuk meningkatkan potensinya melalui sumber daya yang 
dimiliki sendiri tanpa tergantung bantuan dari pihak eksternal. 
Oleh karena itu, dalam penelitian ini, performa pajak yang dilihat dari 
kapasitas pajaknya menjadi topik kritis yang perlu dibahas. Terlebih apakah dana 
otonomi khusus juga menjadi variabel determinan dari taxable capacity secara 
tidak langsung melalui salah satu impact kebijakan ekonomi yang dilakukan 
pemerintah daerah, yakni pendapatan per kapita masyarakat yang 
direpresentasikan oleh Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita 
(Nnadozie & Jerome, 2019) yang bisa juga disebut sebagai indikator tradisional 
dari capaian pembangunan (Todaro & Smith, 2015). 
Kesenjangan antar hasil studi yang telah dilakukan mengenai hubungan 
antara dana transfer dari pemerintah pusat maupun daerah tingkat di atasnya 
terhadap kapasitas pajak menunjukkan bahwa belum adanya kesimpulan yang 
gamblang terkait hal ini. Ditambah lagi studi mengenai dampak kebijakan 
desentralisasi asimetris yang mempengaruhi besarnya potensi pajak daerah 
secara tidak langsung di tingkat kabupaten/kota yang masih sangat terbatas. Dana 
otonomi khusus yang merepresentasikan kebijakan desentralisasi asimetris dari 
segi pendapatan diduga memiliki pengaruh terhadap efektifitas belanja Pemda 
yang dapat diukur melalui impact-nya berupa pendapatan per-kapita dan 
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berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, indikator pendapatan per kapita 
masyarakat dinilai mampu menjadi taxable capacity suatu daerah. Oleh karena itu, 
tulisan ini dimaksudkan untuk mengisi celah penelitian tersebut dan sekaligus 
memberikan evaluasi mengenai dampak dana otonomi khusus terhadap 
pemungutan pajak daerahnya untuk mencapai kapasitas pajaknya serta mampu 
memberikan rekomendasi kebijakan terhadap keberlanjutan dana otonomi khusus 
ini yang berakhir pada tahun 2022 mendatang. 
1.2. Rumusan Masalah 
Sistem desentralisasi di Indonesia bertujuan memaksimalkan potensi daerah 
sesuai dengan kapasitas masing-masing daerah untuk memaksimalkan 
pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Termasuk, penerapan 
kebijakan desentralisasi asimetris yang memberikan prioritas yang lebih besar 
kepada lima provinsi di Indonesia khususnya Provinsi Papua dan Papua Barat, 
serta mengharuskan pusat memberikan dana tambahan atau yang biasa disebut 
sebagai dana otonomi khusus sebagai sarana percapatan pembangunan dan 
penyelesaian permasalahannya.  
Namun, belanja pemerintah yang menggunakan dana otonomi khusus ini 
masih belum mampu mencapai kualitas yang diinginkan. Salah satunya, 
sebagaimana yang ditunjukkan oleh pendapatan per kapita sebagai impact dari 
belanja di sektor-sektor pembangunan. Melihat data sebelumnya, distribusi 
pendapatan per kapita masih belum merata dan representasi kesenjangan 
pembangunan dinilai cukup besar. 
Kemudian, dampak pengeluaran pemerintah daerah ini diperkirakan 
memiliki pengaruh terhadap kapasitas pajak daerah. Di samping sebagai variabel 
determinan yang sering digunakan dalam penelitian terdahulu, logika berfikir yang 
digunakan adalah apabila semakin efektifnya belanja pemerintah yang ditunjukkan 
oleh semakin baiknya tingkat kesejahteraan masyarakat, maka kesadaraan akan 
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pentingnya dan kemampuan membayar pajak juga semakin tinggi. Sehingga, 
kapasitas pajak yang dimiliki oleh masing-masing daerah tergantung pada tingkat 
efektifitas belanja pemerintah daerah yang dapat direpresentasikan oleh 
pendapatan per kapitanya. 
Berdasarkan permasalahan yang disebutkan sebelumnya, tesis ini berusaha 
merangkum dan merumuskan permasalahan krusial yang nantinya akan dijadikan 
acuan dalam melakukan penelitian empiris ini. Adapun rumusan masalah itu 
adalah sebagai berikut. 
1. Bagaimana pengaruh dana otonomi khusus terhadap tingkat 
pembangunan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat? 
2. Bagaimana pengaruh tingkat pembangunan daerah terhadap kapasitas 
pajak daerah tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dan Papua 
Barat? 
1.3. Tujuan Penelitian 
1. Menganalisis pengaruh dana otonomi khusus terhadap tingkat 
pembangunan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat. 
2. Menganalisis pengaruh tingkat pembangunan daerah terhadap 
kapasitas pajak daerah tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dan 
Papua Barat. 
1.4. Manfaat Penelitian 
Melihat tujuan penelitian sebelumnya, studi empiris yang tertuang dalam 
tesis ini mampu memberikan beberapa manfaat. Selain menambah khasanah 
pengetahuan terhadap studi dana otsus terhadap perpajakan di Indonesia, juga 
mampu memberikan rekomendasi mengenai pentingnya keberlanjutan Dana 
Otsus Papua terhadap impact dari belanja pemerintah daerah dan pengaruhnya 






2.1. Desentralisasi Fiskal 
Pada hakekatnya desentralisasi fiskal memiliki makna sama dengan 
federalisme fiskal. Namun yang membedakan adalah karakteristik 
pemerintahannya. Desentralisasi fiskal berlaku di negara yang berbentuk negara 
kesatuan atau unitary state, sementara federalisme fiskal berlaku di negara yang 
berbentuk federal. Dalam konsep negara kesatuan pemerintahan yang memiliki 
yuridiksi di bawah pemerintah pusat disebut sebagai pemerintahan daerah, atau 
dalam konteks Indonesia terbagi ke dalam pemerintahan daerah tingkat satu atau 
provinsi dan tingkat dua atau kota/kabupaten. Sedangkan pada sistem negara 
federal, tingkatan pemerintahan di bawah negara adalah negara bagian atau state. 
Pola hubungan ini menempatkan pemerintah daerah di negara kesatuan memiliki 
tanggung jawab otonomi yang lebih besar dibandingkan dengan pemerintahan 
negara bagian (Ahmad & Brosio, 2006). Dalam perkembangannya, teori 
desentralisasi atau ferelisme fiskal terbagi ke dalam dua generasi, yakni Teori 
Generasi Pertama dan Teori Generasi Kedua. 
2.1.1. Teori Generasi Pertama (First Generation Theory / FGT) 
Secara harfiah, desentralisasi fiskal merupakan sistem pengelolaan fiskal 
yang diamanatkan kepada pemerintahan daerah oleh pemerintah pusat. Daerah, 
baik provinsi ataupun kabupaten/kota, dimandatkan oleh pemerintah pusat untuk 
mengatur segala sistem kelola keuangan, mulai dari perencanaan hingga 
pertanggungjawaban dan baik pengeluaran maupun pendapatan daerahnya. 
Dasar desentralisasi fiskal adalah peningkatan efisiensi ekonomi. Output yang 
ditetapkan masing-masing daerah dimungkinkan berbeda karena dibedakan 
berdasarkan selera dan keadaan lokal yang mengkibatkan kesejahteraan lebih 
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tinggi dibandingkan dengan ketika output yang ditetapkan tersentralistik dan 
seragam antardaerah (Oates, 1993). 
Merujuk pada definisi federalisme fiskal, menurut Musgrave (1959) dan 
Oates (1972) yang dikutip oleh Oates (1999), teori tradisional dari federalisme 
fiskal mengatur kerangka berpikir normatif untuk menugaskan fungsi-fungsi 
kenegaraan kepada tingkatan pemerintahan yang berbeda-beda beserta 
instrumen fiskalnya yang akan digunakan untuk mengusung fungsi-fungsi 
tersebut. Dengan kata lain, pemerintah pusat mendelegasikan fungsi-fungsi yang 
sebelumnya menjadi tanggung jawab pengelolaannya kepada pemerintahan di 
bawah yuridiksinya. Fungsi-fungsi tersebut termasuk pengelolaan kebijakan fiskal 
untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran atas fungsi-fungsi lain yang 
dimandatkan. Meski demikian, dalam teori generasi pertama, peran pemerintah 
pusat dalam batasan redistribusi pendapatan dan stabilitas ekonomi makro pada 
sistem desentralisasi fiskal masih sangat krusial. 
Pemikiran FGT dari desentralisasi fiskal dipelopori oleh Samuelson (1954 & 
1955) yang meneliti mengenai sifat asli dari barang publik, Musgrave (1959) 
mengenai peran keuangan publik dalam intervensi pemerintah, dan Arrow (1970) 
dalam studinya mengenai peran sektor publik dan swasta. Dalam studi-studi 
ekonomi publik yang mereka lakukan, Oates (2005) menyimpulkan bahwa asumsi 
dasar yang digunakan adalah 1) kegagalan pasar tidak bisa diatasi oleh sektor 
swasta dan membutuhkan eksistensi dari barang publik, 2) tindakan pemerintah 
antara murni memikirkan kesejahteraan rakyat atau termotivasi dengan 
konsekuensi sistem demokrasi yang tidak bisa menyejahterahkan masyarakatnya, 
dan 3) ketentuan output yang dihasilkan daerah mampu memberikan 
kesejahteraan lebih tinggi dibandingkan ketentuan pusat yang tersentralisasi.  
Pandangan ini selaras dengan pemikiran Tiebout (1956) yang 
menambahkan pandangan Musgrave dan Samuelson sebelumnya. Menurutnya, 
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pemerintahan daerah memiliki kontribusi besar dalam penyelenggaraan barang 
publik. Pemerintah dituntut untuk lebih mampu memberikan pelayanan publik 
sesuai preferensi dan kebutuhan masyarakatnya dengan bersumber pada pajak 
daerahnya yang sesuai dengan marginal benefit yang diterima maupun ability to 
pay masyarakatnya. Hal ini memberikan penekanan bahwa asumsi dasar dari 
federalisme atau desentralisasi fiskal ini adalah pemerintah daerah merupakan 
pihak yang paling tepat dalam mengatasi problematika pemerintahan dengan 
sistem terpusat. Adapun problematika tersebut diantaranya adalah distribusi 
pendapatan, alokasi sumber daya yang tidak efektif dan efisien, serta stabilitas 
ekonomi (Oates, 1999). Sehingga, tujuan dari adanya federalisme fiskal ini 
nantinya adalah mencapai efisiensi dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. 
Pembagian wewenang antara pusat dan daerah dilandaskan pada 
perbedaan kapasitas manajemen secara makro dan mikronya. Oates 
menyebutkan bahwa pada batasan kebijakan redistribusi dan stabilisasi, 
pemerintah pusat memiliki wewenang yang relatif absolut. Daerah memiliki 
kapasitas yang terbatas dalam mempengaruhi tingkat employment dan harga 
karena minimnya akses keuangan dan keterbukaan ekonomi lokal. Sehingga, 
pusat lebih mampu dalam mengakomodir kebijakan pemerataan pendapatan dan 
penawar gejolak ekonomi, termasuk mobilitas sumber daya rumah tangga dan 
perusahaan. Sementara, peran daerah, sebagaimana yang telah disebutkan 
sebelumnya, adalah untuk menetapkan tingkat efisiensi barang publik. Meskipun 
dalam penerapannya, daerah membutuhkan subsidi dan instrument fiskal untuk 
mampu mengejar efisiensi dan maksimisasi kesejahteraan. 
Dalam FGT ini, Oates juga menambahkan bahwa, desentralisasi fiskal 
memunculkan prosedur-prosedur mandiri dalam penyediaan barang publik yang 
dalam jangka panjang mampu menjanjikan progress yang lebih besar dari 
penyediaan barang dan pelayanan publik. Kemudian, dengan adanya sistem ini, 
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hubungan antar pemerintah dalam level yang sama akan semakin kompetitif. 
Sebagai contoh, apabila salah satu kota mampu menemukan metode pelayanan 
publik yang efektif, tentu hal ini akan memotivasi daerah lain untuk mengadopsi 
metode tersebut atau bahkan membuat yang lebih baik. Sehingga pada generasi 
ini, prinsip desentralisasi yang ditekankan adalah efisiensi, akuntabilitas, 
manajemen, dan otonomi (Jha, 2015). 
Selain itu, semakin tingginya pengeluaran yang ditugaskan oleh pusat 
kepada daerah yang tidak diimbanginya dengan peningkatan sumber penerimaan 
yang dimiliki oleh daerah mampu memunculkan ketidakseimbangan secara 
vertikal atau vertical fiscal imbalance. Oleh karena dalam teori generasi pertama 
ini mengedepankan equity dan efficiency, maka langkah pemerintah adalah 
dengan menerbitkan instrumen fiskal yang bernama transfer antar pemerintah. 
Termasuk kesenjangan yang terjadi antar pemerintah dalam satu tingkat yuridiksi, 
yang dalam hal ini disebut sebagai horizontal fiscal imbalance juga diselesaikan 
dalam bentuk grant yang berfungsi sebagai media equalisasi. 
Meski demikian, menurut Tanzi (1996) yang dikutip oleh Ter-Minassian 
(1997) implementasi desentralisasi fiskal seringkali terkendala setidaknya pada 
tiga batasan institusi. Pertama, kapasitas administrasi pada pemerintahan sub-
nasional dimungkinkan lemah, karena adanya overstaffing, kemampuan teknis 
dan pelatihan yang rendah, ketidakmampuan dalam memformulasikan potensi 
sumber daya yang dimiliki agar mampu membuat program yang efektif, dan 
fenomena korupsi pada pemerintahan tingkat lokal yang tidak bisa dihindari. 
Kedua, pemerintahan sub-nasional seringkali tidak mampu memajukan sistem 
manajemen pengeluaran publik yang modern dan transparan, termasuk mulai dari 
proses perencanaan hingga pertanggungjawaban. Ketiga, pengeluaran 
pemerintah lokal yang tidak selalu konsisten dengan potensi belanja efisien 
daerahnya, akibat dari sejarah pembangunan dan kondisi perpolitikannya. 
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2.1.2. Teori Generasi Kedua (Second Generation Theory / SGT) 
Perkembangan teori desentralisasi fiskal generasi kedua menggunakan 
kerangka pikir dari teori public choice dan political economy serta assymetric 
informations (Oates, 2005) sebagai dasar implementasi desentralisasi fiskal yang 
lebih realistis. FGT mengabaikan kontribusi penting dari lingkup public choice, 
dimana politisi disebut sebagai rent-seeking individual yang menggunakan 
posisinya untuk keuntungan pribadi. Sementara, pemerintah sebagai institusi yang 
membatasi kebebasan individu dan berusaha untuk memegang kendali atas 
private economy sebesar mungkin. Dengan dinaunginya institusi yang sedemikian 
rupa, politisi dipaksa untuk melayani kepentingan publik untuk mengejar tujuan 
mereka dan membatasai kekuatannya. 
Sehingga, dalam asumsi yang digunakan oleh teori public choice ini, 
berbeda dengan FGT yang menyatakan bahwa pemerintah pada dasarnya murni 
disebut “benevolent”, yakni “malevolent” meski tidak seesktrem itu. Perilaku 
pemerintah dalam SGT ini lebih kepada bagaimana pemerintah bisa 
memaksimalkan keuntungan yang diterimanya tanpa mengorbankan 
kesejahteraan masyarakat. Pendekatan yang dilakukan dalam teori generasi 
kedua ini lebih kepada sebagai “market-preserving federalism” yang juga 
mengedepankan kompetisi antar daerah setingkat sebagai bentuk insentif dalam 
mengejar efisiensi (Jha, 2015). 
Selain itu, teori desentralisasi fiskal generasi kedua, juga menerapkannya 
melalui pendekatan yang membahas masalah-masalah dalam informasi. 
Fenomena informasi asimetris menempatkan pihak-pihak yang berkecimpung 
dalam desentralisasi fiskal dalam ketidaksempurnaan informasi yang diperoleh, 
baik dari segi selera, fungsi biaya, maupun pengetahuan. Dua kerangka berfikir 
inilah yang kemudian melandasi perumusan insentif yang mendasari pengambil 
kebijakan berperilaku untuk memaksimalkan utility masyarakat.   
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Oates (2005) merangkum berbagai pemikiran dari banyak disiplin ilmu, mulai 
dari ekonomi publik hingga politik, serta menjadikannya satu pemikiran yang lebih 
luas dan fleksibel dalam memberikan gambaran teori desentralisasi fiskal generasi 
kedua. Dengan menggunakan pendekatan industry-organization model yang 
diadopsi dalam lingkup sektor publik, SGT menggambarkan desentralisasi melalui 
teori principal-agent, yang tetap menghadirkan nuansa informasi asimetris dalam 
penerapannya. Pada dasarnya principal memberikan insentif kepada agent agar 
meresponnya dengan suatu tingkat usaha yang mampu memaksimalkan utilitas. 
Salah satu instrument untuk menjaga insentif tersebut adalah sistem kontrak 
berdasarkan perilaku agen yang diobservasi (output). Terdapat dua pemikiran 
dalam pandangan teori principal agent ini. 
Pertama, dengan mengabaikan dimensi electoral yang menyamakan bahwa 
sektor publik layaknya sebuah perusahaan, pemerintah pusat merupakan principal 
dan pemerintah yuridiksi di bawahnya adalah agent. Dalam pandangan ini, 
pemerintah daerah harus mampu mengusung program yang diberikan untuk 
mencapai tujuan yang dibuat oleh pusat. Sehingga, dana transfer yang diberikan 
tidak lagi bersifat lump-sum melainkan double budget agar akurat sesuai dengan 
program yang diinginkan pusat. Kedua, dengan memperhatikan dimensi electoral, 
pemerintah yang terpilih dalam election, atau pemilu/pilkada dalam istilah 
Indonesia, merupakan agen yang harus mampu memfasilitasi tujuan yang 
dikehendaki oleh principal, yakni sistem demokrasi itu. Jika dalam sentralisasi, 
pemerintah pusat yang mengkoordinir hingga level terbawah disebut sebagai 
single agent, namun dalam sistem desentralisasi, agen yang ditunjuk adalah 
masing-masing kepala yuridiksi baik itu tingkat pusat hingga lokal. Problematika 
yang kemudian muncul adalah bagaimana membuat kontrak yang optimal yang 
tidak hanya mengedepankan local taste, melainkan juga potensi untuk local control 
yang lebih baik dan accountable. 
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Dalam problematika penganggaran, SGT mampu memfasilitasi daerah 
untuk mengeksploitasi ”fiscal-common” dalam rangka membagi burden secara 
efektif kepada pusat melalui mekanisme perverse incentive. Treatment ini 
menegaskan perbedaan dari soft or hard budget constraint, dimana soft budget 
constraint memberikan kemudahan daerah yang mengalami kerugian finansial 
untuk mendapatkan bantuan dari pusat (bailout). Mekanisme ini kemudian menjadi 
motivasi bagi daerah untuk terus menambah program dan memperbesar 
belanjanya tanpa memperhatikan kapasitas fiskalnya. Dalam repeated games-nya 
teori permainan, keseimbangan akhirnya adalah pemerintah tidak akan 
memberikan bailout dan lokal punya alasan kuat untuk mengejar pembebasan 
fiskal (fiscal relief) serta menggunakan borrowing sebagai alternatif untuk 
membiayai deficit anggaran yang diterapkan. Hal ini bisa diakibatkan oleh turunnya 
kesejahteraan masyarakat di bawah level yang diharapkan, konsekuensi electoral 
kepada pemerintah pusat, bahkan korupsi melalui gratifikasi daerah ke pusat. 
Oleh karena itu, solusi dari moral hazard yang muncul ini adalah reformasi 
institusi fiskal dan politik untuk merubah struktur insentif secara paripurna untuk 
pembuatan kebijakan penganggaran. Sementara untuk meminimalisir 
dampaknya, Oates juga menyimpulkan bahwa penguatan kembali sistem 
sentralisasi menjadi salah satu alternatifnya. Pilihan kebijakan lainnya adalah 
dengan merubah batas anggaran menjadi hard budget constraint. Dari segi 
ekonomi pasar, efisiensi di pasar kredit perlu dikuatkan dengan cara 
mempertimbangkan kapabilitas daerah yang hendak mengajukan kredit, serta 
efisiensi di pasar tanah agar memberikan disinsentif kepada pemilik utang berlebih 
terhadap nilai asetnya. Kemudian, dalam segi institusi fiskal, penguatan pajak 
daerah wajib untuk dilakukan, dan alokasi intergovernmental transfer yang efektif 
sesuai dengan fungsi alokasi dan distribusi agar menghilangkan kemungkinan 
manipulasi. 
19 
Sebagai tambahan, SGT juga melihat dari segi pembagian risiko dan 
jaminan, dimana masing-masing daerah tentu memiliki kemungkinan untuk 
menghadapi shock ataupun situasi krisis yang mampu menurunkan tingkat 
kesejahteraan masyarakat. Pembagian risiko ini bisa dilakukan dengan sistem 
asuransi oleh pusat atau yuridiksi di atasnya yang menjadikan grants sebagai 
salah satu instrument fiskalnya. Namun, tentu konsekuensi moral hazard tidak 
dapat terelakkan dengan adanya kemungkinan daerah menghasilkan output pada 
tingkat yang sangat rendah. 
Terlepas dari kendala dan dampak yang dimungkinkan terjadi, sistem 
pendelegasian otoritas dirasa lebih mampu untuk mencapai pembangunan yang 
efektif dan efisien dan mampu menjawab tantangan sistem pemerintahan 
sentralistik. Sehingga fungsi-fungsi kenegaraan dapat dilaksanakan secara 
maksimal dengan menggunakan sumber daya yang lebih efisien. Dalam studi 
desentralisasi di Indonesia, pada PP No 38 tahun 2007 disebutkan mengenai 
pembagian 31 fungsi-fungsi atau yang disebut sebagai urusan pemerintah kepada 
pemerintah daerah tingkat satu maupun dua. Pemerintah pusat hanya mendapat 
kewenangan untuk mengurusi perpolitikan luar negeri, agama, keamanan, yustisi, 
pertahanan serta moneter dan fiskal nasional. Mandat yang diberikan pusat 
kepada daerah tersebut berimplikasi pada bertambah dan berkelanjutannya 
anggaran pengeluaran pemerintah daerah untuk pembangunan. Dengan adanya 
tambahan kewajiban ini, pemerintah daerah juga diharapkan untuk mampu 
membiayai sendiri pengeluaran-pengeluarannya sesuai dengan sumber daya 
yang dimiliki.  
Pada prinsipnya, untuk mampu menyelenggarakan fungsi-fungsi tersebut, 
pemerintah membutuhkan beberapa instrument fiskal. Oates (1999) menyebutkan 
bahwa dalam sisi pendapatan, instrument yang bisas digunakan adalah pajak dan 
hutang. Tetapi dalam sistem desentralisasi fiskal, transfer fiskal antar tingkatan 
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pemerintah (intergovernmental transfer) menjadi salah satu alternatif pendanaan 
program maupun kegiatan daerah. Namun, perlu diwaspadai pula, dana transfer 
memiliki dampak yang buruk bagi keberlanjutan pemerintahan daerah, yakni efek 
ketergantungan yang berlebih dan fly-paper dalam pendanaan pengeluaran-
pengeluaran pemerintah. 
2.1.3. Intergovernmental Transfer 
Pendapatan dan pengeluaran daerah yang bersifat mandatory, umumnya 
juga meningkatkan vertical & horizontal imbalances (Ahmad & Craig, 1997). 
Ketidakseimbangan vertikal terjadi akibat adanya perbedaan pendapatan dan 
belanja daerah antar yuridiksi yang berbeda tingkatannya. Sementara, 
ketidakseimbangan horizontal muncul karena perbedaan kapasitas fiskal daerah 
dengan daerah lain pada tingkat yang sama. Dalam teori desentralisasi fiskal 
generasi pertama disebutkan bahwa perbedaan kapasitas dalam menyediakan 
barang publik berdampak pada perbedaan marginal benefit yang diterima oleh 
masyarakat. Hal ini juga mengakibatkan adanya daerah yang juga “mengekspor” 
kelebihan benefitnya kepada yuridiksi lainnya. 
Ketidakseimbangan ini nantinya berdampak performa fiskal yang menurun, 
yang direpresentasikan oleh fiscal effort dari pemerintah lokal (Di Liddo dkk., 2015; 
Jia dkk., 2020), serta kesejahteraan masyarakat yang tidak maksimal (Oates, 
2005). Sehingga, solusi daripada ketidakseimbangan ini adalah melalui berbagai 
mekanisme transfer maupun pinjaman atau yang berlandaskan dalam pigouvian 
theory of subsidies. Hal ini perlu digunakan agar masing-masing daerah mampu 
menyeimbangkan antara marginal benefit yang bisa diberikan kepada masyarakat 
dengan marginal cost dari pengadaan barang publik sebagai syarat maksimalisasi 
profit atau dalam hal ini kesejahteraan masyarakat. 
Sementara, terdapat dua bentuk dasar transfer dalam pola hubungan antar-
tingkatan pemerintah, yakni bagi hasil pendapatan (revenue share) dan bantuan 
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(grants). Bagi hasil pendapatan bisa berbentuk berbagai macam, misal pajak atau 
pendapatan yang dipisahkan oleh satu tingkat pemerintah, dan tidak selalu bagi 
hasil berasal dari pusat, melainkan bisa dari provinsi untuk kasus kabupaten/kota. 
Bantuan antar pemerintah atau intergovernmental grants merupakan salah satu 
instrumen penting dalam sistem desentralisasi fiskal, bahkan mayoritas daerah di 
Indonesia menjadikannya sebagai sumber pendapatan utama daerah. Oates 
(1999) yang merangkum dari beberapa literatur mengatakan dana ini memiliki tiga 
potensi peran, yakni sebagai internalisasi dari spillover benefit dari yuridiksi lain, 
dana perimbangan lintas daerah, dan peningkatan sistem pajak secara 
keseluruhan. 
Oates juga menjelaskan bahwa bantuan ini bisa diwujudkan ke dalam dua 
bentuk, yaitu bantuan bersayarat (conditional grant) atau tidak bersayarat 
(unconditional grants). Conditional grant diberikan kepada salah satu 
pemerintahan daerah dari pemerintah tingkat di atasnya secara khusus atau 
bersyarat. Dalam studi keuangan publik di Indonesia, dana ini disebut sebagai 
dana alokasi khusus atau DAK. Pihak pemberi grant (grantor) mendanai bagian 
pengeluaran daerah penerima secara spesifik. Sehingga, kedepannya 
pendapatan ini hanya digunakan sesuai dengan spesifikasi fungsi atau program 
yang diamanatkan. Dalam penerapannya, conditional grant dapat bersifat 
matching grant yang artinya, pemerintah lain akan mendanai pengeluaran 
terhadap fungsi tertentu sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi output yang 
direncanakan. Sementara, bantuan ini bisa juga bersifat non-matching grant ketika 
grantor tidak mempertimbangkan alokasi sumber dana yang telah digunakan oleh 
pemerintah penerima. 
Di sisi lain, unconditional grants diberikan tanpa adanya persyaratan khusus 
serta biasa disebut sebagai dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH). 
Dana ini disebut Oates sebagai dana dengan tujuan perimbangan yang ditransfer 
22 
dari yuridiksi yang relatif kaya ke daerah yang lebih miskin. Besarnya DAU 
ditentukan berdasarkan alokasi dasar anggaran dan celah fiskal, selisih antara 
kebutuhan dan kapasitas fiskal, terkini dan akhirnya disahkan melalui Peraturan 
Presiden sebelum tahun anggaran berlaku. 
Dalam prakteknya, baik pemerintah pusat maupun yang beryuridiksi di 
bawahnya memiliki tujuan yang berbeda dan dapat bertemu melalui sistem 
transfer antar pemerintah maupun kombinasi kebijakan lain. Intergovernmental 
transfer dapat digunakan untuk mengatasi problem yang timbul dari desentralisasi, 
seperti ketimpangan, barang dan pelayanan publik berkualitas rendah (Oates, 
1972). Adapun tujuan tersebut, menurut Ahmad & Craig (1997), diantaranya 
adalah sebagai berikut. 
1. Stabilisasi. Pemerintah pusat mampu membuat kebijakan sebagai langkah 
penyesuaian terhadap kondisi ekonomi di pemerintahan di bawahnya. 
Melalui dana transfer, pemerintah mampu mendorong atau mengurangi 
belanja daerah untuk menciptkan kestabilan ekonomi yang terganggu akibat 
perbedaan kondisi geografis antar daerah. 
2. Equity. Istilah equity masih menjadi perdebatan dalam konteks ekonomi 
publik. Pertama, equity dalam hal kapasitas antar daerah yang sepadan 
dalam pemenuhan pelayanan publik, yang bisa disebut sebagai horizontal 
equity. Kedua, pemerataan pendapatan dalam konteks regional yang 
merepresentasikan gambaran perbedaan fiskal akibat selera dan preferensi 
antar region yang berbeda dan dapat berujung pada migrasi. 
3. Efisiensi. Eksternalitas yang terjadi dalam pengelolaan sumber daya 
merupakan salah satu dampak inefisiensi dalam pengelolaan fiskal. 
Misalkan dalam pemenuhan infrastruktur jalan raya, kemudian muncul 
eksternalitas akibat social cost yang tidak mampu dibendung oleh benefit 
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yang diterima masyarakat, maka disinilah peran dana transfer antar 
pemerintah menginternalisasinya. 
Namun, dari ketiga tujuan ini, terkadang diantaranya tidak dapat dicapai 
bersamaan. Sebagai contoh konflik antara stabilisasi dan equity. Pajak 
penghasilan yang digunakan sebagai pendanaan kebijakan stabilisasi pusat 
cenderung menurunkan pendapatan maupun konsumsi individu suatu daerah. Hal 
ini berimbas pada menurunnya basis pajak dan kapasitas untuk meningkatkan 
pendapatan daerah. Serta pemberian bantuan antar pemerintah yang tidak 
mempertimbangkan kapasitas fiskal daerahnya bisa menimbulkan pertentangan 
antar tujuan. Misal pemberian conditional grant sektor pendidikan, untuk mencapai 
tujuan efisiensi, kepada daerah akibat rendahnya penganggaran tahun lalu, 
mampu berakibat pada tujuan equity yang tidak diharapkan. Katakanlah, daerah 
yang diberi bantuan tersebut terkateogori ke dalam daerah yang memiliki 
kapasitas meningkatkan pendapatannya relatif tinggi, kini tidak mampu mencapai 
potensinya akibat lebih rendahnya tingkat pajak.  
Dalam teori generasi pertama disebutkan mengenai isu equalizing, yakni 
lump-sum grant dari pusat ke daerah. Bantuan sejenis tentu dibenarkan dalam 
kaidah efisiensi dan equity, dan mengoreksi pola migrasi yang terdistorsi dan 
sebagai bantuan terhadap yuridiksi yang lebih miskin (Oates, 2005). Oleh karena 
itu, equalizing grant (bantuan berdasarkan kapasitas pendapatan atau pajak 
daerah) memiliki peran yang penting dalam sistem desentralisasi fiskal. Peran 
dana transfer ini kemudian cukup berkembang pada teori generasi kedua, selain 
sebagai fungsi-fungsi yang dijelaskan sebelumnya, juga menjadi suatu insentif 
pengambilan kebijakan baik pada pemerintah daerah maupun pusat. 
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2.2. Desentralisasi Asimetris 
Desentralisasi asimetris merupakan salah satu bentuk kebiijakan yang 
berfungsi untuk meminimalisir adanya hubungan pusat-daerah yang tidak 
harmonis. Garcia-Mila & McGuire (2002) mengungkapkan bahwa tujuan daripada 
sistem kebijakan ini adalah efisiensi ekonomi namun dengan menggunakan 
pendekatan yang berbeda, dimana tidak hanya pertimbangan unsur localities, 
melainkan keunikan sejarah, budaya, bahkan bahasa yang dimiliki oleh suatu 
daerah dalam satu tatanan negara. Keunikan yang dimiliki ini tentu akan 
mempengaruhi cara pandang masyarakat daerah tersebut terhadap otonomi, 
kemandirian, dan otoritas fiskal. Beberapa daerah dimungkinkan untuk memiliki 
pengalaman akan hubungannya dengan pemerintah pusat di masa lalu, bisa 
ketergantungan yang kuat terhadapnya maupun memiliki tendensi yang besar 
untuk mempertahankan jati diri masayarakatnya. Sehingga, untuk mengakomodir 
hal tersebut, diperlukanlah perjanjian fiskal yang berbeda antara pusat dengan 
daerah khusus tersebut. 
Selain pertimbangan karakteristik historis dan sosial masyarakat daerah, 
kapasitas administrasi publik juga menjadi salah satu rujukan penerapan kebijakan 
desentralisasi asimetris. Efisiensi dalam mengalokasikan anggaran dan membuat 
kebijakan pada sektor-sektor strategis sangat mempengaruhi birokrasi yang well-
functioning dan institusi politik yang mendukung. Namun, terkadang kualitas 
administrasi yang dimaksud memiliki korelasi yang cukup erat dengan banyaknya 
pengelaman daerah di masa lalu. Daerah yang infant dalam hal ini tentu memiliki 
kapsitas yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan daerah yang lebih 
berpengalaman. Oleh karena itu, kebijakan desentralisasi bisa juga diterapkan 
kepada daerah yang memiliki karakter sedemikian rupa untuk meningkatkan 
efisiensinya dan mengurangi disparitas antar-daerah. 
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Congleton (tanpa tahun) juga menambahkan bahwa desentralisasi asimetris 
terjadi akibat perbedaan kekuatan tawar menawar daerah dengan pusat dalam hal 
perpolitikannya. Sehingga kebijakan yang terkait daerahnya dapat dipengaruhi 
oleh besar kecilnya posisi mereka dalam bernegosiasi di antara daerah-daerah 
lain terhadap pusat. Desentralisasi asimetris juga memiliki tendensi untuk tidak 
lebih mampu diterapkan di sistem pemerintahan demokrasi dengan mobilitas 
penduduk yang tinggi dibandingkan dalam lingkup rezim otoriter yang relatif lebih 
sedikit melakukan mobilitas penduduk. 
Desentralisasi asimetris juga dapat diimplementasikan pada pemerintahan 
di tingkat yang sama memiliki regulasi dan kekuatan fiskal yang berbeda. 
Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan mempengaruhi sisi penawaran dan 
berimbas pada kuantitas maupun kualitas penyedian barang dan pelayanan 
publik. Dalam kurun waktu tertentu, disparitas antar daerah akan semakin kentara 
dan masyarakat tentu akan lebih memilih memobilisasi diri mereka untuk bekerja 
atau tinggal di daerah yang memiliki keunggulan fasilitas dan memberikan living-
cost terendah. Di saat bersamaan, basis pajak di daerah favorit tersebut juga akan 
semakin tinggi dibandingkan dengan daerah yang kurang diunggulkan, karena 
perbedaan produktivitas diantara keduanya. Selanjutnya, adanya ekspektasi 
kesenjangan yang semakin besar kemudian turut berkontribusi dalam 
pembentukan tambahan permintaan politis akan otonomi daerah. Dampaknya, 
derajat permintaan untuk otoritas lokal bertendensi untuk variatif antar daerah 
berdasarkan kebutuhan, pendapatan, dan organisasi lokal. 
Beberapa negara yang telah menerapkan kebijakan desentralisasi asimetris 
dengan tujuan equalisasi antar daerah yang di bawahinya diantaranya adalah 
Negara Italia, Spanyol, Romania, China, Kanada, Malaysia, India, dan Indonesia.  
Desentralisasi asimetris di Italia didasari pada disparitas pemerintahan lokal 
di sektor administrasi dan politik pada tingkat regional. Selain alokasi anggaran, 
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pemerintahan daerah terkait meminta otoritas yang lebih kuat untuk mendapatkan 
kompetensi normatif dan administratif. Hingga artikelnya di-publish, Grazzini dkk. 
(2020) menyebutkan bahwa reformasi federalis di Italia masih belum sempurna. 
Terdapat permintaan dari tiga regionnya untuk mentransformasikan skema 
keuangan RSO menjadi Regional with Special Status (RSS) yang merupakan 
kerangka kerja regional lama di Italia. Permintaan desentralisasi asimetris ini 
menghadapkan pada dua alternatif pilihan, yakni variasi marjinal seusai amanat 
konstitusi atau status spesial untuk tiga region tersebut yang juga mencakup 
kegiatan ekonomi dan kependudukan negara. Selain ekspektasi peningkatan 
performa pemerintahan regional yang lebih tinggi, prinsip-prinsip otonomi memiliki 
potensi untuk diikuti oleh tantangan yang lebih berat pada sektor pendidikan, 
kesehatan, serta keuangan publik dan koordinasi fiskal regional. 
Desentralisasi fiskal asimetris di Spanyol dimulai sekitar tahun 1978 yang 
struktur dasar otonomi tercantum dalam the Constitution, termasuk konsep 
asimetrisnya (Garcia-Mila & McGuire, 2002). The Constitution menyusun dua 
lapisan asimetris yang dimungkinkan, yakni Rezim Foral untuk Basque Country 
dan Navarra, serta Common yang membawahi 15 region. Perbedaan yang paling 
mendasar adalah Rezim Foral memiliki otoritas meningkatkan pajak daerah, 
berbeda dengan Rezim Common, sehingga masyarakat Rezim Foral sangat 
memungkinkan untuk tidak membayar pajak kepada pemerintah pusat. Dengan 
adanya otoritas ini pula, rezim ini memiliki kontribusi terhadap pusat berupa grants 
atau dana transfer untuk mengkompensasi pelayanan publik yang diberikan pusat 
kepada daerah, serta sebagai dana solidaritas yang membantu investasi dan 
pertumbuhan di region miskin. Sementara rezim common yang tidak memiliki 
otoritas seperti rezim foral menggantungkan pendanaan akan beban belanja 
sebagian besar kepada pusat. Sehingga sebagai lapisan kedua, daerah-daerah 
yang dilingkupi oleh rezim ini tidak memiliki pengeluaran publik yang efisien dan 
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kurang mampu mengakomodir kebutuhan masyarakatnya akibat tingginya 
ketergantungan. 
Garcia-Mila & Mc Guire juga menambahkan, pada dasarnya asimetris 
merujuk pada sistem demokrasi baru yang memperhatikan perbedaan kultur dan 
sejarah untuk mencapai efisiensi ekonomi. Desentralisasi fiskal asimetris 
memungkinkan untuk meyakinkan beberapa klaim nasionalisme, meredakan tensi 
antar region di Spanyol, serta menyediakan pondasi penting untuk kestabilan 
masa transisi ke demokrasi. Namun, asimetri terkadang erat kaitannya dengan 
kompleksitas dari rendahnya transparansi, perverse incentive, dan rendahnya 
efisiensi dalam pengambilan kebijakan yang berujung pada tingginya tensi antar 
regional akibat previledge yang didapat. Perbaikan dan pengembangan sistem 
desentralisasi masih bisa dilakukan di beberapa aspek untuk menunjang efisiensi 
dan mencapai otonomi dengan biaya yang lebih rendah. 
Pada mulanya, desentralisasi merupakan suatu komponen penting dalam 
reformasi administrasi publik di Romania. Fokus perubahan ini menitikberatkan 
pada pergeseran peran pemerintah daerah yang diimbangi dengan perubahan 
sistem demokrasi yang lebih aktif terhadap pengambilan kebijakan. Peningkatan 
akuntabilitas diperlukan untuk mendongkrak kapasitas daerah dalam mengelola 
sumber dayanya termasuk daerah-daerah yang tergolong ke dalam skema 
desentralisasi asimetris, seperti Covasna dan Harghita. Kebijakan desentralisasi 
asimetris ini didasari lebih kepada faktor politis dibandingkan administratifnya. 
Sehingga, jika dilihat dari kriteria kapasitas administratifnya, implementasi 
desentralisasi asimetris di Romania masih dapat dipertanyakan (Neamtu, 2016). 
Berdasarkan studi dari Chien (2007), desentralisasi asimetris di China 
diimplementasikan pasca 1978 yang berusaha keluar dari krisis akibat runtuhnya 
rezim sosialis dengan menerapkan liberalisasi dan marketisasi untuk menunjang 
pertumbuhan yang berorientasi ekspor. Zona pembangunan ekonomi khusus 
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dibangun untuk menarik investor, memfokuskan pada rutinitas produksi dan 
meningkatkan kapasitas dalam menghasilkan produk yang murah. Transisi post-
Mao secara signifikan merubah hubungan pusat-daerah secara khusus. 
Pemerintah daerah diberikan kompetensi yang lebih dalam hubungan secara 
administrative secara umum dan fiskal secara khusus. Namun, dalam sistem 
perpolitikannya, partai komunis masih memegang peranan yang sangat besar 
bahkan ke dalam kegiatan ekonominya. 
Indonesia secara resmi menerapkan sistem desentralisasi semenjak 
diterapkannya Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 
dan Undang-Undang No 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah. Selain menerapkan sistem desentralisasi simetris, 
Negara Indonesia juga menerapkan desentralisasi asimetris yang memberikan 
status wilayah berotonomi khusus kepada lima provinsi. Berdasarkan Undang-
Undang yang melandasi, daerah-daerah otonomi khusus tersebut terdiri dari 
Provinsi Papua dan Papua Barat (UU No 21 Tahun 2001), Provinsi Aceh (UU No 
11 Tahun 2006), Daerah Khusus Ibukota Jakarta (UU No 29 tahun 2007), dan 
Daerah Istimewa Yogyakarta (UU No 13 Tahun 2012). Kurniadi (2012) 
menyebutkan bahwa penerapan desentralisasi asimetris ini merupakan proses 
panjang yang sudah dimulai sejak masa kolonial. Sehingga, hubungan pusat-
daerah dalam kesejarahan Indonesia merupakan dasar pertimbangan 
pembentukan daerah otonomi khusus ini, di samping kondisi etnik, budaya, politik, 
dan ekonomi yang juga menjadi dasar pembentukannya. 
Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan dua diantara provinsi-provinsi 
yang mendapat previledge otonomi khusus. Berdasarkan UU No 21 Tahun 2001, 
beberapa tujuan daripada adanya pelimpahan wewenang secara khusus kepada 
kedua provinsi ini adalah menjunjung tinggi HAM, melindungi hukum dan budaya 
masyarakat adat, meredakan konflik dan gerakan separatisme, serta mengurangi 
29 
kesenjangan dengan daerah lain. Undang-undang ini kemudian berubah menjadi 
UU No 35 Tahun 2008 yang menetapkan Perpu No 1 Tahun 2008 sebagai 
landasan yang memberikan legalitas Provinsi Papua Barat sebagai daerah 
otonomi khusus. Perubahan ini dimaksudkan agar Provinsi Papua Barat yang 
sebelumnya bernama Provinsi Irian Jaya Barat memiliki kekuatan hukum dalam 
menghilangkan hambatan ekonomi hingga politik pembangunan daerahnya. 
Undang-undang otonomi khusus mengatur dan memberikan kepastian 
hukum kepada masyarakat adat Papua untuk mengotorisasi segala kebutuhan 
wilayahnya, termasuk dalam segi fiskalnya. Artinya adalah baik Provinsi Papua 
maupun Papua Barat memiliki otoritas mulai dari perencanaan hingga 
pelaksanaannya. Misalkan, Majelis Rakyat Papua (MRP) yang merepresentasikan 
masyarakat asli Papua memiliki salah satu hak untuk memberikan usulan 
anggaran belanja kepada DPRD sebagai satu kesatuan dalam APBD tingkat 
provinsi. Selain itu, dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus, kedua provinsi ini 
mendapatkan tambahan porsi pendanaan yang disebut dana otonomi khusus 
selama dua puluh tahun semenjak disahkannya UU Otsus Papua tersebut. 
Pembagian proporsi penerimaan dan penggunaan dana otonomi khusus di 
Provinsi Papua kemudian diatur dalam Perdasus No 25 Tahun 2013 yang 
Gambar 6. Proporsi Penggunaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua 
Sumber: Perdasus No. 25 Tahun 2013 & Perdasus No. 13 Tahun 2016, diolah kembali 
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kemudian dirubah menjadi Perdasus 13 Tahun 2016. Sementara, untuk Provinsi 
Papua Barat, penggunaan dana otsus diatur dalam Peraturan Gubernur No 4 
Tahun 2016. Dilihat dari sumbernya, besarnya dana otsus sejumlah 2% dari 
alokasi DAU nasional ditambah dana tambahan infrastruktur. Penerimaan dana 
otsus ini kemudian dibagi pada tingkat provinsi maupun kota dengan proporsi 
secara berturut-turut 20% dan 80%. Selanjutnya, pada tingkat kabupaten dan kota 
dana otonomi khusus ini digunakan ke berbagai sektor yang alokasinya diatur dan 
mengalami perubahan menjadi sebagai berikut (Gambar 6). 
Sementara, sesuai Pergub Papua Barat penerimaan dana otonomi khusus 
dibagi menjadi 70% untuk kabupaten dan kota dan 30% untuk pendanaan provinsi. 
Adapun besaran alokasi belanja pemerintah daerah kab/kota di Provinsi Papua 
Barat nampak cukup berbeda. Porsi belanja bidang pendidikan minimal sebesar 
30% dari dana otsus, bidang kesehatan sekurang-kurangnya 15%, serta lebihnya 
untuk pendanaan bidang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah 
atau dapat dikatakan dana transfernya bersifat lebih umum dibandingkan di 
Provinsi Papua. 
2.3. Perpajakan Daerah 
Prinsipnya, pajak merupakan iuran wajib masyarakat yang dikenai pajak 
atas tambahan benefit yang diterima dari pemerintah serta disesuaikan dengan 
kapasitas membayar mereka (Hyman, 2010). Sebagai contoh barang publik yang 
berupa pertahanan dan keamanan, dimana seluruh komponen masyarakat tentu 
mendapatkan manfaatnya berupa rasa aman. Anggaran untuk menyediakan ini 
didanai melalui pajak dan mungkin disesuaikan dengan tingkat pendapatan 
masyarakat sebagai indikator ability to pay-nya. Sehingga harapannya, dalam 
menyediakan barang publik tidak ada masyarakat yang menjadi free rider maupun 
memiliki beban pajak tidak proporsional. Selain pertahanan, fungsi-fungsi 
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kenegaraan lain, seperti yuridiksi, agama, pendidikan, dan lain sebagainya, 
idealnya juga didanai oleh sistem perpajakan. 
Termasuk ketika negara memiliki sistem desentralisasi, maka pengeluaran 
mengenai fungsi-fungsi yang dimandatkan kepada daerah otonomi harus mampu 
didanai oleh instrument fiskal daerah tersebut, terutama pajak daerah, secara 
efektif. Sehingga pajak daerah bisa didiefinisikan sebagai harga yang harus 
dibayar oleh masyarakat daerah untuk penyediaan barang maupun pelayanan 
publik (Tiebout, 1956). Masalah yang kemudian muncul dalam tax assignment ini 
adalah pajak yang dikendalikan daerah tidak lebih menguntungkan dibandingkan 
dengan pusat maupun yuridiksi di atasnya, sehingga muncul ketidakseimbangan 
fiskal vertikal. Hal ini ditekankan oleh Bird (1986) yang dikutip oleh Oates (1993), 
dimana otoritas lokal harus memiliki sumber pendapatan mereka sendiri. Meski 
intergovernmental grant menjadi solusi terhadap problematika sumber pendanaan 
daerah, namun eksistensinya tidak dapat berlebihan. Alasannya karena 
berpengaruh pada kekuatan pengambil keputusan daerah sebagai daerah 
otonom. Ketergantungan terhadap pusat mampu mengganggu jalannya 
pemerintahan baik dari segi politik maupun insentif untuk bertanggungjawab 
terhadap unsur localities-nya. 
Musgrave (1983) beberapa prinsip yang menjadi kriteria pelimpahan tax 
assignment kepada pemerintahan di bawah pusat. Beberapa diantaranya adalah  
1. Pemerintahan dengan tingkat menengah atau di bawahnya harus 
mengambil pajak dengan basis mobilitas antar yuridiksi yang rendah; 
2. Pemerintah pusat mengatur pajak progresif yang didesain untuk tujuan 
distribusi pendapatan, termasuk pajak yang dibebankan untuk stabilisasi 
ekonomi 
3. Semua tingkatan pemerintahan dapat mengelola benefit taxes dan user 
charges. 
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Berdasarkan kriteria tersebut, pembagian pajak yang memungkinkan untuk 
dilakukan adalah sebagai berikut: 
1. Pemerintah pusat mengelola pajak penghasilan terintegrasi, pengeluaran, 
sumber daya alam, dan charge. 
2. Pemerintah setingkat provinsi mengelola pajak penghasilan resident dan 
non-resident, produk destination-type, sumber daya alam, dan charge. 
3. Pemerintah lokal setingkat kabupaten/kota, mengelola pajak property, 
payroll, dan charge. 
Dalam sistem perpajakan di Indonesia, pembagian ini diatur dalam Undang-
undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana 
pemerintah provinsi mendapatkan mandat untuk mengenai lima jenis pajak, dan 
pemerintah kota/kabupaten sebanyak sebelas jenis pajak. Sementara, pemerintah 
pusat mengelola pajak seperti pajak penghasilan hingga pajak pertambahan nilai. 
Tabel 1. Pembagian Pajak Pusat dan Daerah 
(Sumber: Kemenkeu, 2020 diolah kembali) 
Namun, kriteria basis pajak dan pembagiannya berdasarkan tingkatan 
yuridiksi yang disebutkan oleh Musgrave ini nampaknya bisa dimungkinkan untuk 
berbeda antara negara satu dengan yang lain. Hal ini disebabkan oleh perbedaan 
pendekatan pemungutan pajak atas dasar perbedaan sejarah, etnik, geografis, 
maupun hukum yang berlaku antar negara dengan tujuan efisiensi kebijakan pajak 
(Norregaard, 1997). Hal ini juga tentu berkaitan dengan besarnya kapasitas pajak 
masing-masing daerah. 
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Melihat definisinya, kapasitas pajak adalah tingkat maksimum dari 
pendapatan pajak yang dapat dicapai oleh suatu negara atau daerah (Fenochietto 
& Pessino, 2013). Dalam beberapa penelitian, level maksimum ini bisa juga 
disebut sebagai taxable capacity maupun potensi pajak. Trotman-Dickenson 
(1996) juga mendefinisikan taxable capacity sebagai kemampuan individu maupun 
entitas bisnis untuk membayar pajak. Dia juga menambahkan, taxable capacity 
dari sebuah negara adalah proporsi pendapatan nasional yang berada di atas level 
subsisten, yakni jumlah minimum yang dibutuhkan untuk keberlanjutan populasi 
dan menjaga kapasitas produktif dari perekonomian. Kapasitas pajak dapat 
dicapai apabila negara maupun daerah mampu menggunakan seluruh 
kemampuan yang dimilikinya untuk memungut pajak. Besarnya kapasitas ini 
ditentukan dengan mengakumulasi hasil estimasi dari variabel-variabel 
determinan yang akan diteliti. 
Variabel determinan dari kapasitas pajak atau taxable capacity 
mencerminkan basis pajak masing-masing yuridiksi (Musgrave & Musgrave, 
1989). Meski basis pajak setiap daerah cenderung berbeda dan memang tidak ada 
ketentuan secara tetap mengenai determinan apa saja yang berpengaruh 
(Chelliah, 1971), namun ada beberapa variabel yang hampir diseluruh penelitian 
digunakan. Dalam tingkat negara variabel-variabel ini disebut sebagai variabel 
konvensional oleh Alabede (2018) setelah menyimpulkan beberapa penelitian 
termasuk Chelliah (1971) dan Gupta (2007). Variabel-variabel tersebut antara lain 
variabel level pembangunan negara, karakteristik demografis, keterbukaan 
ekonomi, dan struktur ekonomi. 
2.4. Penelitian Terdahulu 
Menimbang tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, analisis-
analisis hubungan antar variabel mulai dari pengaruh dana otonomi khusus hingga 
bagaimana bisa berpengaruh terhadap kapasitas perpajakan daerah mengacu 
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pada beberapa penelitian yang telah dilakukan. Topik yang dibahas adalah 
pengaruh dana otonomi khusus terhadap impact belanja Pemda, yakni 
pendapatan per kapita, yang nantinya bisa menjadi salah satu variabel determinan 
dari kapasitas pajak. 
Dana otonomi khusus yang secara umum masuk ke dalam kategori transfer 
antar-pemerintah bukanlah menjadi satu-satunya indikator penerapan 
desentralisasi. Beberapa peneliti menyebutkan bahwa indikator desentralisasi 
yang mampu mempengaruhi besarnya pendapatan per kapita dan perubahannya 
dapat dilihat dari sisi pengeluaran (Yushkov, 2015; Ding dkk., 2019; Canavire-
Bacarreza dkk., 2020), pendapatan (Yushkov, 2015; Baskaran dkk., 2017; Utomo, 
2017; Ding dkk., 2019; Canavire-Bacarreza dkk., 2020), dan juga administrasinya 
(Ding dkk., 2019; Gong dkk., 2020). Secara khusus, desentralisasi yang 
digambarkan dari segi pendapatan dapat direpresentasikan oleh pendapatan asli 
daerah utamanya pajak daerah ataupun dari segi dana transfer antar pemerintah 
yang diterima. Pendapatan per kapita ini dalam beberapa penelitian disebut 
sebagai salah satu variabel determinan dari besarnya kapasitas pajak daerah. 
Sebelum membahas mengenai variabel determinannya kapasitas pajak, 
beberapa peneliti melakukan studi ini dengan studi kasus pada berbagai tingkatan 
yuridiksi, mulai dari tingkat negara hingga setingkat kota pernah dilakukan. 
Sebagai contoh penelitian dalam lingkup negara dilakukan oleh (Mawejje & 
Sebudde, 2019); lingkup negara bagian atau setingkat provinsi pernah dilakukan 
oleh Alfirman (2003) dan Wang dkk (2009); serta untuk setingkat municipality oleh 
Zárate-Marco & Vallés-Giménez (2019). 
Variabel pertama yang sering digunakan oleh peneliti adalah tingkat 
pembangunan negara atau daerah yang direpresentasikan oleh pendapatan per 
kapita. Dalam lingkup nasional, variabel ini lebih sering direpresentasikan oleh 
Pendapatan Domestik Bruto per kapita, dimana semakin tinggi tingkat 
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pembangunan suatu daerah maka akan semakin memperkuat kapasitas 
perpajakannya (Fenochietto & Pessino, 2013; Brun & Diakite, 2016; van Oordt, 
2018; Mawejje & Sebudde, 2019). Namun, rupanya pendapatan per kapita ini tidak 
selamanya berpengaruh positif terhadap kapasitas pajak, berdasarkan temuan 
Alm dkk. (2004); Bird dkk. (2008); dan Alabede (2018) di negara-negara 
berkembang seperti Sub-Saharan Afrika. Hal ini dikarenakan pendapatan yang 
didominasi oleh nilai tambah pada sektor pertanian dan informal memiliki 
karakteristik sebagai sektor yang sulit untuk dikenai pajak, terlebih lagi administrasi 
pajaknya yang tidak efisien. 
Variabel determinasi kedua adalah karakteristik demografis, yang biasa 
ditunjukkan oleh pertumbuhan populasi (Vallés-Giménez & Zárate-Marco, 2017; 
Amoh, 2019; Zárate-Marco & Vallés-Giménez, 2019) yang menunjukkan 
hubungan positif dengan kapasitas pajak dalam lingkup negara maupun kota. 
Sebaliknya, pertumbuhan jumlah populasi suatu yuridiksi justru mampu 
mengurangi kemampuan membayar pajaknya (Bird dkk., 2008; Alabede, 2018). 
Vallés-Giménez & Zárate-Marco (2017) juga mengungkapkan bahwa tambahan 
populasi dengan usia di atas 65 tahun mampu mengurangi potensi pajak, yang 
artinya usia ketergantungan dapat memicu lemahnya kapasitas pajak negara 
maupun daerah. Selain itu, karakteristik demografis dapat juga diproksikan oleh 
kepadatan penduduk suatu daerah, dimana variabel ini mempengaruhi secara 
positif karena semakin banyaknya populasi dalam satu kilometer persegi semakin 
banyak basis pajak serta memudahkan pemungutan pajaknya (Cyan dkk., 2014). 
Variabel lain yang masuk dalam kategori taxable capacity dan relevan untuk 
tingkat kota dan kabupaten adalah variabel struktur ekonomi. Variabel ini 
direpresentasikan oleh satu atau beberapa sektor yang mampu menggambarkan 
kondisi perekonomian di dalam daerah tersebut. Hampir semua studi baik dalam 
lingkup negara, provinsi, dan kota menyimpulkan bahwa sektor pertanian mampu 
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menggambarkan struktur ekonomi daerah dan eksistensinya dapat mengurangi 
kapasitas fiskal yuridiksi masing-masing (Chelliah, 1971; Alm dkk., 2004; Wang 
dkk., 2009; Pessino & Fenochietto, 2010; Brun & Diakite, 2016; Alabede, 2018; 
Amoh, 2019). Sebagaimana yang disebutkan oleh (Alm dkk., 2004), hal ini 
diakibatkan karena sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang hard to tax 
akibat massive-nya kegiatan informal di dalamnya. 
Selain ketiga variabel yang disebutkan di atas, ada beberapa variabel yang 
oleh beberapa peneliti dapat dikategorikan sebagai taxable capacity. Dimulai dari 
variabel yang merepresentasikan kondisi ekonomi, yakni inflasi (Pessino & 
Fenochietto, 2010; Alabede, 2018; Amoh, 2019; Mawejje & Sebudde, 2019), 
sektor non-pertanian (Alabede, 2018; Amoh, 2019; Mawejje & Sebudde, 2019), 
keterbukaan (Alfirman, 2003; Fenochietto & Pessino, 2013; Brun & Diakite, 2016; 
Mawejje & Sebudde, 2019), ketimpangan (Pessino & Fenochietto, 2010), dan 
kebebasan ekonomi (Alabede, 2018). Kemudian variabel-variabel yang 
menggambarkan kondisi sosial masyarakat diantaranya adalah tingkat pendidikan 
(Alfirman, 2003; Pessino & Fenochietto, 2010; Mawejje & Sebudde, 2019), 
angkatan kerja (Alfirman, 2003), urbanisasi (Mawejje & Sebudde, 2019), dan 
pengangguran (van Oordt, 2018). Serta, variabel yang menggambarkan kondisi 
kelembagaan dan iklim politik melalui besarnya tingkat korupsi (Pessino & 
Fenochietto, 2010; Mawejje & Sebudde, 2019). 
Desentralisasi juga dinilai memiliki pengaruh terhadap kapasitas perpajakan. 
Salah satu indikator desentralisasi fiskal suatu negara adalah dana transfer yang 
juga merupakan salah satu instrumen fiskalnya, namun hubungannya cenderung 
tidak langsung. Dalam beberapa penelitian yang menggunakan pendekatan 
stochastic frontier, dana transfer memiliki pengaruh terhadap inefisiensi 
pemungutan pajak daerah (Postali, 2015; Zárate-Marco & Vallés-Giménez, 2019). 
Inefisiensi mengindikasikan adanya variabel pengaruh di luar model atau yang 
37 
tidak disebutkan sebagai taxable capacity. Melihat hasil temuan mereka yang 
berbeda, hubungan antara dana transfer dengan kapasitas pajak masih belum 
dapat disimpulkan. Postali menyebutkan bahwa dana transfer dapat meningkatkan 
efisiensi tax effort in current period, namun justru mengurangi efisiensinya in 
lagged period. Temuannya mengenai hubungan dana transfer dan tax effort 
periode anggaran yang sama ini berbanding terbalik dengan Zárate-Marco & 
Vallés-Giménez (2019), dimana intergovernmental transfer justru menurunkan 
efisiensi perpajakan atau dikatakan oleh mereka “generate fiscal laziness”. 
Temuan mereka ini menegaskan studi yang dilakukan oleh Wang dkk (2009), 
dimana distribusi fiskal berdampak pada semakin efektifnya administrasi 
perpajakan daerah dan berpengaruh positif pada performa perpajakan. 
Selain itu, beberapa peneliti (Panda, 2009; Aragon & Gayoso, 2011) dengan 
pendekatan least square mencoba menjadikan intergovernmental transfer sebagai 
variabel determinan dari kapasitas perpajakan daerah. Hasilnya, dana transfer 
memiliki dampak untuk menurunkan kapasitas pajak daerah. Fenomena fly-paper 
effect memiliki pengaruh besar dalam hal ini, karena dana transfer dilihat sebagai 
subtitusi dari pendapatan asli daerah. Pendapat ini sesuai dengan temuan dari 
Hines & Thaler (1995) yang dikutip oleh Liu & Zhao (2011) yang mengatakan 
bahwa unconditional grant memiliki tendensi untuk lebih digunakan dalam 
keperluan sektor publik dan mampu memicu pengeluaran pemerintah lebih besar 
dibandingkan pendapatan pajak pada jumlah yang sama. 
Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, beberapa penelitian yang 
menganalisi performa perpajakan dalam lingkup manucipalities kebanyakan 
menggunakan metode Stochastic Frontier Analysis (Postali, 2015; Vallés-
Giménez & Zárate-Marco, 2017; Zárate-Marco & Vallés-Giménez, 2019). Hal ini 
dikarenakan beberapa peneliti tersebut menganalisis performa pajak tidak hanya 
melalui kapasitas pajaknya melainkan juga tax effort-nya, yang dapat diketahui 
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besarannya melalui variabel technical efficiency dari hasil estimasi. Selain itu, studi 
analisis performa pajak yang dapat diproksikan melalui kapasitas pajaknya dapat 
dilakukan dengan metode tradisional yakni ordinary least square (Bird dkk., 2008; 
Amoh, 2019) dan analisis data panel lainnya (Panda, 2009; Postali & Rocha, 
2011). Selain itu, beberapa peneliti juga menggunakan beberapa metode yang 
dikembangkan untuk mengakomodir treatment yang dihadapi saat melakukan 
analisis menggunakan pendekatan OLS dan jenis data yang unbalanced panel 
seperti Feasible Generalized Least Square (Alabede, 2018) dan endogenitas 
variabel melalui Two-Stage Least Square (Bird dkk., 2008; Brun & Diakite, 2016).  
Mengacu pada tujuan penelitian, pembahasan krusial selain kapasitas 
perpajakan daerah adalah mengenai dampak dana bantuan dari pemerintah pusat 
maupun setingkat provinsi, khususnya dana otonomi khusus terhadap salah satu 
determinan kapasitas perpajakan yakni tingkat pembangunan daerah. Indikator 
yang mampu merepresentasikannya adalah pendapatan per kapita yang juga 
merupakan salah satu impact belanja Pemda yang bersumber dari pendapatan 
daerah, khususnya dana otonomi khusus.  
Terakhir, dalam studi kasus Indonesia beberapa penelitian telah membahas 
mengenai dana otonomi khusus melalui berbagai pendekatan. Widodo (2019) 
menganalisis dampak dana otonomi khusus terhadap efisiensi pelayanan publik 
dan pertumbuhan ekonominya dengan menggunakan metode Data Envelopment 
Analysis (DEA) dan Dynamic Generalized Method of Moment (DGMM). Lembang 
& Ririhena (2019) yang menelaah secara empiris pengelolaan keuangan dana 
Otsus beserta dampaknya dengan menggunakan metode kualitatif. Dengan 
pendekatan yang sama, Muttaqin (2006) mencoba melihat dampaknya dari segi 
politik dan sosialnya. Termasuk, beberapa peneliti yang membahas mengenai 
dampak sistem desentralisasi fiskal asimetris di Indonesia secara umum, dengan 
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menggunakan analisis kuatitatif (Cahyaningsih & Fitrady, 2019) maupun kualitatif 
(Kurniadi, 2012; Ismail & Rusfiana, 2020). 
Berdasarkan paparan beberapa studi empiris sebelumnya, penelitian yang 
membahas mengenai kapasitas pajak terlebih hubungannya dengan dana otonomi 
khusus dan studi kasus di Provinsi Papua maupun Papua Barat dirasa masih 
sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian berjudul “Evaluasi Dana Otonomi 
Khusus terhadap Kapasitas Pajak Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dan Papua 
Barat” ini diwujudkan untuk mendukung celah penelitian yang ada.  
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BAB III 
KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 
 
 Kerangka Pemikiran 
Kerangka pemikiran ini dibangun berlandaskan teori-teori yang telah 
disebutkan sebelumnya dengan mengacu pada batasan masalah dalam 
penelitian. Dana otonomi khusus Papua merupakan salah satu instrumen fiskal 
dari penerapan desentralisasi asimetris di Indonesia. Secara umum, desentralisasi 
fiskal bertujuan untuk efisiensi penyediaan barang dan pelayanan publik sesuai 
kearifan lokalnya dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Selain itu, 
menimbang karakteristik dan permasalahan yang dihadapi pemerintah pusat juga 
menerapkan langkah-langkah khusus yang termasuk dalam penerapan 
desentralisasi asimetris.  
Mengacu pada teori desentralisasi fiskal generasi kedua, penerapan 
desentralisasi asimetris mempertimbangan cakupan yang lebih luas dan faktor-
faktor yang lebih realistis, yakni mencakup skema insentif dalam teori principal-
agent, ekonomi politik, dan keunikan karakteristik masyarakat daerah (Oates, 
2005). Kebijakan desentralisasi asimetris ini mampu menjadi insentif kepada 
pemerintah daerah dan masyarakat asli Papua untuk lebih berkontribusi dalam 
pembangunan daerahnya, termasuk dalam hal pendanaan atas belanja 
pemerintah yakni, pemberian dana otonomi khusus papua. Namun, pemberian 
dana tambahan pembangunan ini juga menimbulkan moral hazard, sebagaimana 
yang secara umum terjadi di banyak daerah di Indonesia, yakni ketergantungan 
fiskal dan fly papper effect akibat pemberian dana transfer dari pemerintah pusat, 
serta kurang efektifnya dalam pembangunan di tanah Papua. 
Padahal menurut Bird yang dikutip oleh Oates (1999), daerah seharusnya 
tidak mengandalkan intergovernmental transfer sebagai sumber pendanaan 
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utama dan sebaliknya bisa menjadi insentif peningkatan  performa pajak daerah. 
Alasan utama adalah pajak daerah merupakan pendapatan asli daerah tersebut 
yang secara sustain diperoleh untuk membiayai penyediaan pelayanan dan 
barang publik suatu daerah (Tiebout, 1956). 
Gambar 7 menjelaskan alur berfikir dari analisis taxable capacity 
kota/kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat. Kapasitas pajak 
kota/kabupaten direpresentasikan oleh Rasio Pajak Daerah terhadap Pendapatan 
Daerah masing-masing Kabupaten/Kota hasil estimasi. Kapasitas pajak ini 
dipengaruhi oleh beberapa variabel determinan yang terbagi ke dalam empat 
kategori, yakni tingkat pembangunan daerah yang juga sebagai variabel endogen 
dari fungsi transfer antar-pemerintah, struktur ekonomi, dan karakteristik 
demografi. 
Variabel-variabel determinan yang akan digunakan dalam penelitian ini, 
merujuk pada studi-studi empiris yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti. 
Kategori pertama, level pembangunan daerah, dijelaskan oleh pendapatan per 
kapita. Kedua, struktur perekonomian kota/kabupaten diproksikan oleh rasio 
Gambar 7. Kerangka Konseptual 
(Sumber: pemikiran penulis, 2021) 
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pertanian terhadap PDRB. Kemudian, karakteristik penduduk, direpresentasikan 
oleh kepadatan penduduk. 
Dalam penelitian ini, pengujian juga didasarkan pada logika berfikir terkait 
efektifitas penggunaan sumber dana transfer antar pemerintah. Sebagai variabel 
endogen, tingkat pembangunan daerah, yang direpresentasikan oleh pendapatan 
per kapita merupakan impact dari belanja yang menggunakan salah satu sumber 
pendanaannya yakni intergovernmental transfer yang terdiri dari dana 
perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat, dana bagi hasil pajak dari 
pemerintah provinsi atau pemerintah daerah lain, serta dana otonomi khusus dan 
penyesuaian. Besarnya ketiga komponen transfer ini kemudian diharapkan 
memiliki pengaruh positif terhadap semakin tingginya level of development suatu 
daerah. 
 Hipotesis 
Penelitian ini menggunakan tiga variabel eksogen dan sebuah variabel 
endogen untuk melihat dampak atau keterkaitannya dengan kapasitas pajak 
kota/kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat. Berdasarkan studi literatur 
yang dilakukan, ekspektasi dari masing-masing variabel memiliki pengaruh yang 
berbeda-beda terhadap hubungannya dengan rasio pajak. Ekspektasi tersebut 
tergambar dalam kerangka konseptual pada subbab sebelumnya. 
Adapun sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian yang dilakukan, 
maka hipotesis yang dibuat adalah sebagai berikut. 
H1: Dana Otonomi Khusus memiliki pengaruh positif terhadap tingkat 
pembangunan masyarakat Kota/Kabupaten di Provinsi Papua dan Papua 
Barat. 
H2: tingkat pembangunan daerah memiliki pengaruh positif terhadap kapasitas 






Objek penelitiannya meliputi 40 dari 42 kabupaten dan kota di Provinsi 
Papua dan Papua Barat. Sementara, periode waktu yang digunakan adalah mulai 
tahun 2010 hingga 2019. Penentuan rentang waktu ini berdasarkan pertimbangan 
kesesuaian data dan stabilitas politik di kedua provinsi tersebut, seperti 
penyesuaian yang dilakukan pada berbagai bidang di daerah-daerah pemekaran. 
Selain itu, pertimbangan utama dalam pemilihan periode adalah data seri terbaru 
bagi data dari BPS, yakni yang berdasarkan pada sensus 2010. 
Adapun jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari, 
antara lain data realisasi pendapatan daerah, Pendapatan Domestik Regional 
Bruto berdasarkan lapangan usaha, luas daerah, dan proyeksi jumlah penduduk. 
Data-data tersebut diambil dari laman resmi Badan Pusat Statistik dan Direktorat 
Jenderal Pengelola Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.  
4.2. Variabel dan Definisi Operasional 
Variabel dependen yang menjadi proksi dari kapasitas pajak daerah adalah 
rasio pajak kota/kab. Rasio pajak ini mengukur besarnya pengumpulan pajak 
terhadap pendapatan daerah. Sementara, kapasitas pajak nantinya dapat 
direpresentasikan melalui rasio pajak hasil estimasi atau setelah mengetahui 
koefisien dari variabel determinannya. 
Variabel-variabel determinan yang menjadi variabel independen akan diuji 
pengaruhnya terhadap variabel dependen dalam model, yakni rasio pajak. 
Pemilihan variabel determinan dari taxable capacity ditentukan berdasarkan 
beberapa studi empiris terdahulu dan research gap yang menjadi acuan penelitian 
ini. 
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Variabel determinan yang akan pertama kali disebutkan merujuk pada 
pernyataan Alabede (2018) yang mengatakan bahwa tingkat pembangunan 
daerah (PEMB) yang secara umum digunakan dalam studi performa pajak dalam 
lingkup kota atau kabupaten. Tingkat pembangunan daerah secara tradisional 
dapat direpresentasikan oleh PDRB per kapita. Berdasarkan karakteristiknya, 
pendapatan per kapita mampu mencerminkan kapabilitas masyarakat dalam 
membayar pajak dan tingkat kemakmuran masyarakat yang berpengaruh pada 
kesadaran akan pentingnya perpajakan daerah sebagai sumber utama 
pendanaan barang dan pelayanan publik. Harapannya, pendapatan per kapita 
memiliki pengaruh positif terhadap rasio pajak. 
Selain itu, variabel tingkat pembangunan daerah merupakan impact dari 
belanja Pemda yang didanai oleh beberapa sumber pendapatan, salah satunya 
transfer antar-pemerintah. Adapun dana transfer yang dimaksud, jika merujuk 
studi kasus kabupaten dan kota di tanah papua adalah dana perimbangan dari 
pemerintah pusat (TFPUST), dana bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi 
(TFPROV), serta dana otonomi khusus (OTSUS). 
Sementara, variabel yang menjadi determinan dari kapasitas pajak adalah 
karakteristik demografi (DEMO) yang direpresentasikan oleh kepadatan penduduk 
sebagaimana jika dilihat dari kondisi geografis di dua provinsi ini, luas daerah yang 
bervariatif disinyalir memiliki hubungan terhadap kapasitas daerah dalam 
memungut pajak daerahnya (Cyan dkk, 2014). Variabel selanjutnya adalah 
struktur ekonomi masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua 
Barat (STRUK). Variabel ini diindikasikan oleh distribusi pertanian terhadap PDRB 
yang menunjukkan dominasi sektor yang paling mencerminkan kegiatan ekonomi 
di suatu daerah. Pertanian merupakan salah satu sektor yang tidak memberikan 
surplus ekonomi yang besar karena adanya industrialisasi dan sulitnya mengontrol 
produsen kecil maupun sektor informal yang berkecimpung di dalamnya 
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(Fenochietto & Pessino, 2013). Oleh karena itu, ekspektasi pengaruh dari variabel 
ini adalah negatif terhadap kapasitas pajak. 
Berikut tabel definisi operasional dari variabel-variabel yang digunakan 
dalam studi kasus kapasitas pajak kota dan kabupaten di Provinsi Papua dan 
Papua Barat.  
Tabel 2. Variabel dan Definisi Operasional 
(Sumber: kerangka pemikiran penulis, 2020 diolah) 
4.3. Analisis Two-Stage Least Square (2SLS) 
Penelitian ini menggunakan analisis data panel karena data yang digunakan 
memiliki dimensi time series dan cross section. Melihat spesifikasinya, data 
individu sejumlah 40 dan periode waktu sepanjang 10 periode tahunan, penelitian 
dapat dikategorikan sebagai jenis data panel pendek (Cameron & Trivedi, 2005). 
Penggunaan panel data memiliki beberapa manfaat dan keterbatasan 
sebagaimana yang dirangkum oleh Baltagi (2005), di samping tujuan penelitian 
dan spesifikasi data yang digunakan. Manfaat-manfaat yang diberikan oleh 
metode data panel adalah 1) mengontrol heterogenitas individu, 2) mampu 
memberikan data yang lebih informatif, lebih fluktuatif, dan efisien, serta mampu 
mengurangi dampak kolinearitas antar variabel; 3) model ini lebih baik untuk 
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mempelajari dynamics of adjustment; 4) fleksibilitas dalam menganalisis model 
yang lebih komprehensif. 
Menimbang maksud dan tujuan dari penelitian ini, model analisis yang akan 
digunakan mengharuskan menggunakan persamaan simultan. Dalam persamaan 
simultan yang tidak menggunakan pendekatan persamaan tunggal, variabel-
variabel yang digunakan tidak dapat diklasifikasikan ke dalam variabel dependen 
maupun independen. Hal ini dikarenakan dalam persamaan simultan 
memungkinkan untuk memiliki hubungan sebab-akibat yang bersifat tidak hanya 
unidirectional. Sehingga, dalam pendekatan ini variabel-variabel yang akan 
digunakan terbagi ke dalam variabel endogen dan predetermined, yang nilainya 
ditentukan, secara berurutan, di dalam dan di luar model. Sementara, persamaan 
yang digunakan terbagi ke dalam dua jenis, yakni persamaan struktural dan first-
stage. Adapun, salah satu alternatif metode penyelesaian persamaan simultan ini 
adalah metode two-stage least square (2SLS). 
Metode ini disebut sedemikian rupa akibat proses estimasinya melalui dua 
tahap regresi. Pertama, regresi OLS dilakukan pada first-stage equation. 
Kemudian kedua, mengestimasi menggunakan OLS the structural regression 
menggunakan variabel endogen yang diganti dengan hasil prediksi di tahap 
pertama. Selain itu, meskipun dimungkinkan melalui tes endogenitas, validitas 
variabel predetermined yang digunakan bergantung pada argumen maupun teori 
yang digunakan dalam studi empiris. Relevansi variabel predetermined juga 
menjadi faktor yang penting dalam proses estimasi. Semakin kuat hubungan 
antara variabel predetermined dalam mempengaruhi variabel endogen maka 
semakin kuat pula proses identifikasi modelnya. 
Semakin lemahnya identifikasi model berdampak pada proses estimasi 
menjadi kurang tepat. Sehingga, standard error bisa menjadi lebih besar dan t-
statistik menjadi lebih kecil berkali-kali lipat jika dibandingkan dengan metode OLS 
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yang tidak konsisten. Solusi daripada adanya fenomena ini tentu adalah dengan 
mengganti variabel eksogennya atau menambah data. Konsekuensi selanjutnya 
adalah meskipun metode 2SLS konsisten namun terdapat kecenderungan 
memberikan hasil yang misleading akibat finite-samples bias. 
Adapun tahapan-tahapan analisis yang akan dilakukan dapat digambarkan 
pada gambar 8. 
 
4.3.1. Uji Lag Optimum 
Tahapan pertama yang dilakukan adalah menentukan lag optimum. 
Pengujian ini merujuk pada model dinamis yang diekspektasikan 
mempengaruhi persamaan tahap pertama dari model two-stage least square 
yang akan digunakan. Penelitian yang dilakukan oleh Postali (2015) menjadi 
salah satu rujukan penggunaan pendekatan dinamis dalam modelnya 
meskipun menggunakan metode lain, yakni metode stochastic frontier 
analysis. Pengujian lag optimum ini dilakukan dengan membandingkan nilai 
Gambar 8. Tahapan Analisis 
Sumber: Gujarati (2004), Wooldridge (2013), & Abrigo & Love (2016); diolah 
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MBIC (Modified Bayesian Information Criterion), MAIC (Modified Akaike 
Information Criterion), dan MQIC (Modified Quasi Information Criterion) pada 
panjang lag yang akan diestimasi. Suatu lag dapat dikatakan mencapai 
optimum untuk digunakan dalam model apabila memiliki nilai terkecil dari 
nilai-nilai kriteria informasi di antara panjan lag yang lain (Abrigo & Love, 
2016). 
4.3.2. Uji Asumsi Klasik 
Tujuan daripada pengujian ini adalah untuk mengevaluasi dan 
memberikan rangkaian treatment dari data yang digunakan agar bersifat 
BLUE (Best Linier Unbiased Estimator). Rangkaian uji asumsi klasik tersebut 
yang akan dilakukan pada dua model persamaan, antara lain adalah. 
Uji Multikolinearitas 
Adanya kolinearitas sempurna antar variabel penjelas menyebabkan 
estimasi koefisien regresi dan standard error tidak dapat ditentukan. 
Pengujian ini melihat nilai korelasi yang tersaji dalam matriks korelasi antar 
variabel dan didukung oleh nilai dari Variance Inflation Factor (VIF) dimana 
semakin tinggi nilainya maka estimator yang akan diteliti semakin memiliki 
masalah multikolinearitas. Jika ada kolinearitas yang tinggi namun tidak 
sempurna, maka estimasi koefisien regresinya dapat ditentukan namun 
standard error-nya cenderung besar sehingga nilai populasi tidak dapat 
diestimasi secara tepat dari koefisien yang ada. Tidak ada metode pasti 
untuk menghilangkan masalah multikolinearitas sehingga kita bisa tidak 
melakukan apa-apa atau mengikuti beberapa rule of thumb yaitu (1) 
menggunakan informasi lain atau sebelumnya, (2) menggunakan kombinasi 
data cross-section dan time series, (3) menghilangkan salah satu variabel 
yang memiliki kolinearitas yang tinggi, (4) mentransformasi data, (5) 
mendapatkan tambahan data atau data baru (Gujarati, 2004). 
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Uji Normalitas 
Pengujian asumsi klasik yang pertama ini dilakukan dengan melihat 
bentuk distribusi variabel error yang diestimasi dari persamaan satu dan dua. 
Asumsi normalitas meminkan peranan penting dalam menentukan validitas 
prosedur, uji spesifikasi, hingga forecasting  (Alejo dkk., 2015). Pengujian ini 
mengadaptasi model pengujian Jarque-Bera dalam data panel dengan 
melihat skewness dan kurtosis variabel-variabel error-nya. Selain 
karakteristik skewness dan kurtosis-nya, pengujian ini melihat dari joint test 
of normality-nya. Hipotesis nol yang akan diuji adalah komponen error dalam 
panel terdistribusi normal. 
Uji Heteroskidastisitas 
Model regresi linier diasumsikan memiliki varians (σ2) dari gangguan 
atau error (μ) yang sama. Jika asumsi ini tidak dipenuhi maka terdapat 
heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas tidak menghancurkan sifat unbias 
dan linier, tetapi estimator tidak lagi memiliki varians minimum atau dapat 
dikatakan tidak menjadi terbaik lagi. Dalam data panel, metode yang biasa 
digunakan adalah Modified Wald Test dengan H0-nya yakni error antar 
individu bersifat homoskedastis (Baum, 2001). Menurut Widarjono (2005) 
model regresi data panel diduga memiliki masalah heteroskedastisitas akibat 
karakteristik cross-section dari datanya yang kemudian disarankan untuk 
menggunakan metode generalized least square (GLS) dalam mengestimasi 
koefisiennya sebagai salah satu alternatif penyembuhannya. 
Uji Autokorelasi 
Widarjono (2013) menjelaskan bahwa autokorelasi dapat terjadi 
apabila antara satu variabel gangguan dengan variabel gangguan yang lain 
memiliki korelasi. Gujarati (2004) menjelaskan walaupun ada autokorelasi, 
estimator OLS tetap memiliki sifat tidak bias, konsisten, dan terdistribusi 
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normal asimptotik, namun estimator tidak lagi efisien. Konsekuensinya, uji t, 
F, dan x2 yang biasa tidak lagi sah diterapkan. Salah satu pengujian adanya 
autokorelasi dalam data panel adalah dengan menggunakan uji Wooldridge, 
dimana hipotesis nolnya berupa tidak ada autokorelasi. 
4.3.3. Uji Identifikasi 
Berdasarkan jumlah variabel predetermined dan regressornya, 
terdapat tiga kemungkinan kasus identifikasi yang akan dijumpai dalam 
proses analisis. Kasus pertama adalah just-identified case, dimana jumlah 
instrumennya sebanyak jumlah regressornya dan tentu membutuhkan 
metode OLS sebagai media penyelesaiannya. Kedua, kasus not-identified 
atau underidentified terjadi akibat jumlah predetermined variable lebih sedikit 
dibandingkan jumlah regressor dan menyebabkan pendekatan 2SLS tidak 
konsisten dan tidak ada penyelesaiannya. Terakhir, ketika jumlah 
predetermined variable lebih banyak daripada jumlah variabel endogennya, 
maka kasus ini dikenal dengan sebutan over-identified case yang 
penyelesaiannya menggunakan metode 2SLS. 
Prosedur yang digunakan untuk mengetauhi jenis identifikasinya 
adalah rank dan order (Gujarati, 2004). Persyaratan untuk memenuhi 
identified model (just atau over-identified) adalah sesuai dengan persamaan 
(1) dimana, K = jumlah predetermined variables dalam model termasuk 
intersep; k = jumlah variabel determined pada given equation; dan m = 
jumlah variabel endogen. 
4.3.4. Uji Spesifikasi 
Langkah awal dalam analisis data panel adalah penentuan model data 
yang digunakan. Sehingga model penelitian yang akan dianalisis mampu 
memberikan interpretasi terbaik. Gujarati menyatakan bahwa pemilihan 
model data panel antara common (CEM), random (REM), atau fixed effect 
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model (FEM) berdasarkan asumsi yang digunakan. Asumsi ini meliputi 
hubungan antara variabel error dengan parameter-parameter yang 
digunakan. Apabila, error term-nya tidak memiliki pengaruh dengan 
parameter, maka model random akan lebih sesuai untuk digunakan, namun 
jika sebaliknya maka fixed effect model-lah yang lebih sesuai. Selain itu, 
asumsi juga meliputi dari banyaknya komponen data panel yakni jumlah 
individu dan periode waktunya. 
Ia juga menambahkan, bahwa pengujian spesifikasi model secara 
formal dapat dilakukan melalui beberapa metode diantaranya adalah Uji 
Chow, Lagrange Multiplier, dan Hausman. 
Uji Chow atau uji statistic F, digunakan untuk memilih antara model 
Pooled Least Square atau Fixed Effect. Pengujian ini dilakukan dengan 
melihat sum of square residuals atau nilai F. Hipotesis nolnya adalah bahwa 
intersep adalah sama. Jika nilai F statistiknya signifikan, maka H0 ditolak dan 
model terbaik yang digunakan adalah fixed effect. 
Uji Lagrange Multiplier digunakan untuk memilih antara model 
Pooled Least Square atau Random Effect. Pengujian ini dikembangkan oleh 
Breusch-Pagan dengan memperhatikan nilai Lagrange Multiplier. Uji LM ini 
didasarkan pada distribusi chi-squared dengan derajat kebebasan sebesar 
jumlah variabel independen. Jika nilai LM statistik lebih besar dari nilai kritis 
statistik chi-squared maka kita menolak hipotesis nol. Sehingga, model 
random effect merupakan model yang lebih tepat digunakan dibandingkan 
dengan PLS. 
Uji Hausman digunakan untuk memilih antara Fixed atau Random 
Effect. Jika metode fixed effect dan random effect lebih baik dari metode 
Pooled Least Square maka ada dua hal yang dapat menjadi pertimbangan 
untuk memilih antara model fixed effect atau random effect yaitu: 
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(1) ada atau tidaknya korelasi antara error (eit) dengan variabel 
independen X. Jika diasumsikan ada korelasi maka model random effect 
lebih tepat, vice versa dan 
(2) berkaitan dengan jumlah sampel dalam penelitian, jika sampel yang 
diambil adalah sebagian kecil dari populasi maka kita akan mendapatkan 
error (eit) yang bersifat random sehingga model random effect lebih tepat. 
Pengujian ini berlandaskan pada konsistensi dua model spesifik yang 
akan digunakan dalam regresi terhadap hipotesis mula-mula (H0) yakni 
estimator FEM dan REM secara substansi tidak berbeda dan alternatifnya 
(Ha) yaitu FEM merupakan estimator yang lebih baik. Hasil dari uji ini berupa 
nilai chi-squared (x2) statistik yang akan dibandingkan dengan nilai x2-
kritisnya pada nilai degree of freedom sejumlah variabel yang digunakan. 
Apabila nilai x2-statistik lebih besar dibandingkan dengan x2-kritis, maka H0 
akan ditolak yang artinya model efek tetap lebih baik digunakan, vice versa. 
4.3.5. Uji Endogenitas 
Masalah simultanitas muncul akibat salah satu regressor merupakan 
variabel endogen yang dimungkinkan untuk memiliki korelasi dengan error 
term. Dengan adanya keterbatasan ini, maka metode OLS tidak efisien, 
konsisten, dan tidak lagi mampu memberikan interpretasi kausal (Cameron 
& Trivedi, 2005). Artinya, koefisien hasil estimasi dalam pendekatan OLS 
tidak bisa menafsirkan marginal effect dari variabel dependen akibat 
perubahan satu unit variabel eksogen. Sehingga untuk menganalisis 
masalah simultanitas Uji Hausman perlu dilakukan. 
Uji ini digunakan untuk melihat eksistensi variabel endogen dalam 
regressor yang digunakan dan memiliki kecenderungan untuk berkorelasi 
dengan error term dalam model struktural. Jika simultanitas ini tidak terbukti 
dalam model maka OLS merupakan metode yang konsisten dan efisien 
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untuk digunakan, atau dengan kata lain variabel yang dimaksud merupakan 
variabel eksogen. Namun jika hipotesis nol tidak diterima atau terbukti 
simultan maka tentu penyelesaian menggunakan OLS menjadi tidak 
konsisten akibat adanya variabel endogen dalam model. 
Selain itu, metode lain yang dapat digunakan meskipun lebih manual 
adalah dengan meregresikan hasil estimasi error dari persamaan tahap 
pertama terhadap persamaan strukturalnya (Wooldridge, 2013). Masalah 
simultanitas muncul apabila error tersebut memiliki pengaruh terhadap 
variabel dependen dari persamaan struktural. Namun, apabila tidak terdapat 
hubungan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa variabel dependen dari 
model tahap pertama tidak memiliki isu simultanitas atau tidak dapat 
dikatakan sebagai variabel endogen. Sehingga, penyelesaian terbaik dari 
kedua model tersebut adalah dengan menggunakan OLS dan tidak 
menyatukannya dalam pendekatan 2SLS. 
4.3.6. Interpretasi Hasil Two-Stage Least Square 
Proses interpretasi hasil estimasi yang dilakukan dengan membaca 
tingkat signifikansi masing-masing koefisien variabel melalui nilai t atau p-
value masing-masingnya. Pendekatan ini, digunakan untuk menguji 
hipotesis yang diekspektasikan. Hipotesis nol yang ditentukan adalah 
dimana koefisien hasil estimasi tiap variabel tidak signifikan. Kondisi ini 
dipicu dengan adanya nilai t-statistik yang lebih kecil daripada nilai t-tabel. 
Ukuran signifikansinya juga dapat dilihat dari nilai probabilitas yang 
dihasilkan dengan acuan 1%, 5%, atau 10%, dimana semakin tinggi p-value-
nya maka semakin rendah tingkat signifikansinya. Selain itu, apabila 
melebihi batas toleransi 10% maka koefisien tersebut dapat dikatakan tidak 
signifikan atau sama dengan nol, yang artinya hipotesis nol tidak ditolak. 
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Kemudian, pengujian tingkat signifikansi secara simultan juga akan 
dilakukan pada dua persamaan yang telah disusun. Nilai F, menjadi salah 
satu alternatif pengujian, dimana sama seperti konsep uji t yang 
membandingkan nilai statistik hasil estimasi dengan nilai tabel. Artinya, 
hipotesis nol yang disusun adalah ketika nilai F statistik lebih kecil dari nilai 
F tabel atau dengan kata lain variabel-variabel yang berada di sebelah kanan 
persamaan tidak memiliki pengaruh terhadap variabel endogen yang 
menjadi variabel dependen masing-masing persamaan. 
4.4. Model 
Model matematis yang digunakan dalam penelitian untuk melihat variabel-
variabel determinan dari taxable capacity adalah sebagai berikut. 
First Stage Model: 
1 2 3
4 5
it it it it it
it it it
PEMB OTSUS TFPUST TFPROV
DEMO STRUK e
   
 
= + + +
+ + +
 (1) 
Structural Regression Model: 
1 2 3it it it it it itRP PEMB DEMO STRUK    = + + + +  (2) 
dimana, 
RP  = rasio pajak aktual (rasio pajak terhadap pendapatan daerah) 
PEMB  = tingkat pembangunan daerah (PDRB per kapita) 
DEMO  = karakteristik demografi (kepadatan penduduk) 
STRUK  = struktur ekonomi (rasio pertanian terhadap PDRB) 
OTSUS  = dana otonomi khusus (share dana otsus terhadap 
pendapatan daerah) 
TFPROV  = transfer fiskal provinsi (share bagi hasil provinsi terhadap 
pendapatan daerah) 
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TFPUST  = transfer fiskal pusat (share dana perimbangan terhadap 
pendapatan daerah) 
  = variabel error 
i  = kabupaten/kota 




HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 
 Deskripsi Variabel 
Penelitian ini menggunakan beberapa variabel sebagai dasar perhitungan 
dalam mencapai tujuan penelitian yakni mengetahui hubungan dana otonomi 
khusus terhadap besaran kapasitas pajak secara tidak langsung melalui tingkat 
pembangunan daerah. Terdapat delapan variabel utama yang digunakan, dan 
tentu variabel ini dapat bertambah seiring asumsi penel dinamis yang digunakan 
atau dapat bertransformasi ke dalam bentuk log natural akibat dari penyesuaian 
ketimpangan data maupun perubahan yang dikendaki. 
Tabel 3. Ringkasan Statistik 
(Sumber: Data Penelitian Diolah, 2020) 
Variabel pertama yang digunakan adalah rasio pajak (RP) terhadap besaran 
pendapatan setiap daerah kabupaten atau kota di Provinsi Papua maupun Papua 
Barat. Sebagai salah satu variabel endogen, peran variabel ini tentu sangat krusial 
yang meliputi variabel dependen dari struktural model. Tabel 3 menunjukkan 
bahwa pendapatan pajak kota dan kabupaten di kedua provinsi tersebut masih 
terlihat timpang. Meski dilihat dari kecilnya nilai standar deviasinya yang 
menunjukkan perbedaan antar data rasio pajak sangat kecil, namun masih 
terdapat ketimpangan yang diindikasikan oleh nilai maksimum yang mencapai 
14% sementara pada daerah yang lain ada yang tidak memperoleh pendapatan 
pajak atau rasionya sebesar 0%. 
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Pada tahun 2019, Kota Jayapura mampu membukukan rasio pajak tertinggi 
dengan rasio perolehan pajak daerah sebesar 13,84% dari pendapatan daerah. 
Meskipun, secara nominal daerah dengan perolehan tertinggi adalah Kabupaten 
Mimika dengan jumlah pajak daerah sekitar 201 M. Dilihat dari rata-ratanya, 
setidaknya terdapat 7 kabupaten/kota yang memiliki pendapatan pajak daerah di 
atas rata-rata dan selebihnya berada di bawahnya. Termasuk empat kabupaten 
yakni Kabupaten Tolikara, Mamberamo Tengah, Puncak, dan Intan Jaya yang 
tidak memperoleh pajak daerah. Dengan kata lain rasio pajak empat kabupaten ini 
tercatat sebesar nol persen. 
Variabel endogen selanjutnya adalah tingkat pembangunan daerah (PEMB) 
yang direpresentasikan oleh besaran Pendapatan Domestik Regional Bruto per 
kapita di 40 Kabupaten dan Kota, dimana juga menjadi salah satu determinan dari 
taxable capacity tiap daerah. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh BPS, 
besarnya PDRB per kapita antar kota dan kabupaten terlihat cukup timpang. 
Selain diindikasikan oleh tingginya standar deviasi, dalam satu tahun rata-rata 
penduduknya ada yang hanya mendapatkan sekitar dua juta rupiah namun pada 
daerah lain pendapatan per kapita tertinggi bisa mencapai 487,4 juta. 
Gambar 9. Jumlah Perolehan dan Rasio Pajak 
Kabupaten/Kota di Papua tahun 2019 
(Sumber: DJPK, 2020 diolah kembali) 
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Nilai PDRB tertinggi pada tahun 2019 dicapai oleh Kabupaten Mimika 
dengan nilai sebesar 54,832 triliun rupiah. Namun, jika perolehan tersebut dibagi 
dengan jumlah populasi pada masing-masing daerah, maka nilai perolehan 
tertinggi didapatkan oleh Kabupaten Teluk Bintuni dengan nilai sebesar 487 juta 
per jiwa. Adapun PDRB terendah didapatkan oleh Kabupaten Tambraw sebesar 
236 M serta pendapatan per kapita terendah didapat oleh Kabupaten Lanny Jaya 
dengan nilai sebesar 10 juta per kepala. 
Variabel penentu lain dari kapasitas pajak daerah adalah struktur ekonomi 
(STRUK) yang dapat digambarkan dengan rasio sektor pertanian terhadap PDRB. 
Keberagaman jenis lapangan usaha yang ada di kedua provinsi ini ditegaskan 
secara statistik pendapatan pertanian yang berkisar antara 1,28% hingga 72,4%. 
Sektor pertanian menjadi salah satu ukuran struktur ekonomi tiap daerah karena 
sektor ini berkontribusi bagi perekonomian semua kabupaten dan kota, meskipun 
ada beberapa tidak menempatkannya sebagai sektor dominan. 
Gambar 10. Jumlah PDRB dan PDRB per Kapita 
Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat 
Tahun 2019 
(Sumber: BPS, 2021 diolah kembali) 
59 
Pada tahun 2019, nilai sektor pertanian secara kumulatif hampir mencapai 
33 T dengan jumlah tertinggi sebesar 3,7 T yang diraih oleh Kabupaten Merauke 
serta nilai terendah didapat oleh Kabupaten Tambraw nilai sebesar 73,9 M. 
Sementara, untuk porsi produk sektor pertanian pada PDRB tertinggi dicapai oleh 
Kabupaten Teluk Wondama dengan 32,62% dan terendah didapat oleh Kabupaten 
Mimika dengan proporsi 2,74%. 
Karakteristik demografi (DEMO) menjadi variabel determinan ketiga dari 
kapasitas pajak yang dapat diproksikan dengan kepadatan penduduk. Keragaman 
jumlah penduduk dalam satu kilometer persegi tiap wilayah memiliki standar 
Gambar 11. Nilai Sektor Pertanian dan Rasionya terhadap PDRB 
Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat 
(Sumber: BPS, 2021 diolah kembali) 
Gambar 12. Jumlah dan Kepadatan Penduduk 
Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat  
tahun 2019 
(Sumber: BPS, 2021 diolah kembali) 
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deviasi sebesar 69,93. Kepadatan penduduk tertinggi yang dapat diraih oleh salah 
satu wilayah di Papua sekitar 387 jiwa per km2. Kontrasnya, 0,676 jiwa per km2 
diraih oleh Kabupaten Memberamo Raya pada tahun 2011 sebagai tingkat 
kepadatan terendah dalam rentang 10 tahun terakhir. Sementara, kepadatan 
penduduk tertinggi dan terendah di tahun 2019 secara berurutan ditempati oleh 
Kota Sorong dengan nilai sebesar 387 jiwa per km serta Kabupaten Tambrauw 
dan Mamberamo Raya dengan kepadatan penduduk sebesar 1 jiwa per km2.  
Variabel-variabel selanjutnya merupakan bagian dari variabel predetermined 
dari persamaan first-stage. Sebagaimana yang tertulis dalam model, dana transfer 
antar pemerintah merupakan salah satu jenis variabel predetermined yang 
dimaksud selain STRUK dan DEMO. Berdasarkan karakteristiknya dana transfer 
ini terbagi ke dalam tiga kategori, yakni dana otonomi khusus, dana perimbangan, 
dan dana bagi hasil pajak provinsi. Transfer pemerintah yang terdiri dana otonomi 
khusus (OTSUS), dana perimbangan dari pemerintah pusat (TFPUST) dan dana 
bagi hasil pajak provinsi (TFPROV) dinilai mampu mempengaruhi besarnya tingkat 
pembangunan. dilihat dari pendapatan daerahnya, rata-rata dalam sepuluh tahun 
terakhir pendapatan dana otonomi khusus sebesar 14,47%, dana perimbangan 
76,85%, dan dana bagi hasil pajak provinsi sebesar 2,63%.  
Rasio pendapatan transfer terhadap pendapatan daerah tertinggi, seperti 
dana otsus diperoleh Kabupaten Tolikara tahun 2019 sebesar 32,25%, sementara, 
untuk rasio pendapatan dana perimbangan diperoleh Kabupaten Puncak pada 
tahun 2010 sebesar 96,5% dan rasio bagi hasil pajak provinsi Kabupaten Puncak 
Jaya dengan 24,21% pada tahun 2018. Selain itu, rasio terendah dari masing-
masing jenis transfer seperti rasio dana otsus dan dana bagi hasil pajak provinsi 
sebesar 0% sebagaimana yang pernah dialami oleh beberapa kabupaten. Adapun 
untuk rasio dana perimbangan angka minimalnya sebesar 53,4% untuk Kabupaten 
Sorong pada tahun 2017. 
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Dana transfer antar pemerintah masih menjadi sumber pendanaan terbesar 
dibandingkan pendapatan asli daerah dan sejenisnya. Sebagaimana gambar 13, 
rata-rata porsi dana transfer antar-pemerintah menyumbang sekitar 94,6% dari 
pendapatan daerah pada tahun 2019. Kabupaten Deiyai menjadi salah satu 
daerah yang sumber pendanaan terbesarnya dari dana transfer dengan porsi 
sebesar 99,7% dari total pendapatan daerahnya. 
Setiap tahun, jumlah dana otonomi khusus yang diterima oleh 
kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat mengalami peningkatan 
meskipun besaran pertumbuhannya tidak selalu meningkat setiap tahunnya. Pada 
Gambar 13. Rasio Intergovernmental Transfer terhadap Pendapatan 
Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat 
Tahun 2019 
(Sumber: DJPK, 2021 diolah kembali) 
Gambar 14. Jumlah dan Pertumbuhan Penerimaan Dana Otonomi Khusus 
Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat 
Tahun 2011 – 2019 
(Sumber: DJPK, 2020 diolah kembali) 
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tahun 2019, secara nominal jumlah penerimaan dana otonomi khusus untuk 
tingkat kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat adalah sebesar 10,6 T, 
dimana jumlah ini meningkat sebesar 22,45% dari tahun sebelumnya. 
Sama halnya dengan dana otonomi khusus, jumlah dana perimbangan pada 
periode 2011 hingga 2019 menunjukkan trend yang positif. Pada tahun anggaran 
2019, seluruh kabupaten/kota di tanah Papua membukukan pendapatan yang 
bersumber dari dana perimbangan sebesar 39,3 T dan mengalami pertumbuhan 
Gambar 15. Jumlah dan Pertumbuhan Dana Perimbangan 
Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat 
Tahun 2011 – 2019 
(Sumber: DJPK, 2020 diolah kembali) 
Gambar 16. Jumlah dan Pertumbuhan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi 
Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat 
Tahun 2011 – 2019 
(Sumber: DJPK, 2020 diolah kembali) 
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sebesar 3,49% (yoy). Jumlah ini relatif sama dengan tahun anggaran 2016 yang 
sebesar 39 T namun mengalami penurunan pada tahun berikutnya sebesar 
9,74%. 
Berbeda dari dua komponen transfer antar pemerintah yang telah 
disebutkan sebelumnya, dana bagi hasil pajak provinsi pada periode tahun yang 
sama memiliki tingkat pertumbuhan yang sangat bervariasi. Gambar 16 
menunjukkan bagaimana tingkat pertumbuhan dana ini dapat mencapai 184,08% 
pada tahun 2017 (yoy) atau bahkan -69,08% pada tahun 2011 (yoy). Hal ini 
diakibatkan kondisi perpajakan pada tingkat provinsi dan pemerintah daerah lain 
yang juga fluktuatif untuk dibagi kepada kabupaten/kota di Papua maupun Papua 
Barat.  
Dalam proses analisisnya, dua variabel yang memiliki standar deviasi lebih 
dari 1 akan ditransformasikan ke dalam bentuk log natural agar sebaran data pada 
dua variabel tersebut berbentuk linier dan tidak timpang terlalu jauh dengan 
variabel yang lain. Dua variabel tersebut adalah PEMB dan DEMO, yang kemudian 
ditransformasikan menjadi LPEMB dan LDEMO. 
 Hasil Pengujian 
5.2.1. Uji Lag Optimum 
Panjang kelambanan (lag) variabel yang optimal diperlukan untuk 
menangkap pengaruh dari setiap variabel terhadap variabel lain di dalam 
sistem persamaan simultan, khususnya pada persamaan tahap pertama. 
Adapun variabel yang diuji panjang lag optimalnya diantaranya adalah 
LPEMB, OTSUS, TFPUST, TFPROV, LDEMO, dan STRUK. 
Hasil uji panjang lag optimal diperoleh nilai terendah dari MBIC 
sebesar -450,9992, MAIC sebesar -94,78088, dan nilai MQIC sebesar -
238,937 yang berada pada lag pertama, sehingga panjang lag optimal yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah lag pertama. 
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Tabel 4. Hasil Uji Panjang Lag Persamaan Tahap Pertama 
(Sumber: Data Penelitian Diolah, 2020) 
Merujuk hasil pengujian lag optimum, persamaan tahap pertama yang 
terbentuk menjadi sebagai berikut. 
1 2 3 4
5 6 ( 1) 7 ( 1) 8 ( 1)
9 ( 1) 10 ( 1) 11 ( 1)
it it it it it it
it i t i t i t
i t i t i t it
LPEMB OTSUS TFPUST TFPROV LDEMO
STRUK LPEMB OTSUS TFPUST
TFPROV LDEMO STRUK e
    




= + + + +
+ + + +
+ + + +
(3) 
5.2.2. Uji Asumsi Klasik 
Pengujian asumsi klasik dilakukan pada dua model persamaan yang 
akan diujikan. Tujuannya menghasilkan estimator yang dapat dikategorikan 
sebagai best linier unbiased estimator (BLUE). Berikut disajikan hasil uji 
asumsi klasik dengan menggunakan model regresi linier terhadap dua 
persamaan, yakni persamaan (3) dan (2). Pengujian asumsi klasik yang 
dilakukan yaitu uji multikolinearitas, normalitas, heteroskedastisitas, dan 
autokorelasi. 
1.  Hasil uji asumsi klasik persamaan tahap pertama 
Persamaan pertama menguji pengaruh antara OTSUSit, TFPUSTit, 
TFPROVit, LDEMOit, STRUKit, LPEMBi(t-1), OTSUSi(t-1), TFPUSTi(t-1), 
TFPROVi(t-1), STRUKi(t-1) dan LDEMOi(t-1) terhadap LPEMBit. Dari hasil regresi 
tersebut diperoleh hasil pengujian asumsi klasik sebagai berikut. 
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Pengujian asumsi klasik pertama adalah pengujian multikolinearitas 
antar variabel dengan menggunakan pendekatan matriks korelasi dan 
didukung oleh nilai variance inflation factor (VIF).  
Tabel 5 menunjukkan bahwa ada setidaknya 5 variabel yang bernilai 
di atas 50%. Meskipun tidak ada yang menyebutkan acuan nilai korelasi 
yang disebut sebagai multikolinearitas, namun penggunaan angka 0,5 dalam 
penelitian ini untuk mengantisipasi adanya bias dalam mengintrepretasikan 
hasil estimasi yang ditimbulkan. Hasil ini kemudian dipertegas dengan nilai 
VIF pada tabel 6. 
Tabel 5. Matriks Korelasi Variabel-Variabel Persamaan Tahap Pertama 
 (Sumber: Data Penelitian diolah, 2021) 
Tabel 6. Nilai Variance Inflation Factor Variabel-Variabel Persamaan Tahap Pertama 
(Sumber: Data Penelitian Diolah, 2020) 
Sebuah model dikatakan bebas masalah multikolinieritas apabila nilai 
VIF dari setiap variabel bebas kurang dari 10 (VIF < 10). Hasil pengujian 
diperoleh nilai VIF dari Sembilan variabel bebas lebih dari 10 (VIF < 10) yang 
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mengindikasikan adanya multikolinearitas pada model. Sehingga salah satu 
langkah alternatif yang perlu dilakukan adalah mengeliminasi variabel yang 
terindikasi, yang dalam hal ini adalah lima variabel lag, yaitu LPEMBi(t-1), 
OTSUSi(t-1), TFPUSTi(t-1), STRUKi(t-1) dan LDEMOi(t-1). Selain itu, variabel 
TFPUSTit juga dieliminasi agar untuk menghindari bias dan ketidakvalidan 
hasil interpretasi akibat tingginya nilai VIF yang mengindikasikan tingginya 
multikolinearitas (Lampiran 2). Merujuk daripada langkah-langkah treatment 
ini, maka model persamaan tahap pertama yang terbentuk adalah sebagai 
berikut. 
1 2 3 4 5 ( 1)it it it it it it i t itLPEMB OTSUS TFPROV LDEMO STRUK TFPROV e      −= + + + + + +  (4) 
Setelah didapatkan persamaan 4 sebagai persamaan tahap pertama 
yang baru, maka langkah selanjutnya adalah menguji normalitas dari 
residual yang terbentuk. 
Tabel 7. Hasil Uji Normalitas Residual Persamaan Tahap Pertama 
(Sumber: Data Penelitian Diolah, 2020) 
Dengan menggunakan metode Jarque-Bera yang dimodifikasi untuk 
data panel, karakteristik normalitas dari masing-masing variabel error seperti 
skewness dan kurtosis-nya juga dapat diketahui. Dilihat dari probabilitas chi-
squared-nya pada joint test for normality, hanya komponen error e dalam 
regresi panel persamaan tahap pertama terdistribusi normal dan simetris. 
Sementara untuk error u tidak terdistribusi normal dan memiliki excess 
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kurtosis sebesar -0,239 meskipun memiliki bentuk yang simetris yang 
ditunjukkan oleh tidak ditolaknya hipotesis nol dalam pengujian skewness. 
Tabel 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas Persamaan Tahap Pertama 
(Sumber: Data Penelitian Diolah, 2020) 
Tabel 9 menunjukkan bahwa apabila dalam proses estimasi 
menggunakan pendekatan fixed effect, maka model tersebut terjangkit 
hetereoskedastisitas. Sehingga, langkah treatment yang digunakan nantinya 
adalah dengan me-cluster atau robust-kan standard error hasil estimasi data 
panel. 
Tabel 9. Hasil Uji Autokorelasi Persamaan Tahap Pertama 
(Sumber: Data Penelitian Diolah, 2020) 
Pengujian autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji 
Wooldridge. Model dikatakan bebas masalah autokorelasi apabila nilai F-
statistiknya lebih kecil dari F-tabelnya. Hasil pengujian diperoleh nilai statistik 
F sebesar 168,858, sedangkan nilai F tabelnya sebesar 4,09, artinya nilai F-
statistik > F-tabel sehingga model memiliki masalah autokorelasi. 
2. Hasil Uji Asumsi Klasik Persamaan Struktural 
Merujuk pada penjelasan pada akhir subbab 5.1 dimana variabel 
PEMB dan DEMO dirubah menjadi bentuk log natural, maka persamaan 2 
bertransformasi menjadi persamaan 5. 
1 2 3it it it it it itRP LPEMB LDEMO STRUK    = + + + +  (5) 
Persamaan regresi 5 menguji pengaruh antara LPEMBit, LDEMOit, dan 
68 
STRUKit, terhadap RPit. Dari hasil regresi tersebut diperoleh hasil pengujian 
asumsi klasik sebagai berikut: 
Tabel 10. Matriks Korelasi Variabel-Variabel Persamaan Struktural 
             |     RP     LPEMB    LDEMO    STRUK 
-------------+------------------------------------ 
          RP |   1.0000 
       LPEMB |   0.4955   1.0000 
       LDEMO |   0.5106  -0.0356   1.0000 
       STRUK |  -0.5150  -0.5909  -0.4235   1.0000 
(Sumber: Data Penelitian diolah, 2020) 
Tabel 11. Nilai VIF Variabel-Variabel Persamaan Struktural 
    Variable |       VIF       1/VIF   
-------------+---------------------- 
       LPEMB |      4.79    0.208807 
       LDEMO |      3.47    0.288119 
       STRUK |      3.05    0.328052 
-------------+---------------------- 
    Mean VIF |      3.77 
(Sumber: Data Penelitian Diolah, 2020) 
 
Tabel 10 yang menggunakan pendekatan matriks korelasi tidak 
menunjukkan adanya multikolinearitas. Hal ini kemudian dipertegas oleh 
nilai VIF yang rata-ratanya sebesar 3,77 pada tabel 11. 
Tabel 12. Hasil Uji Normalitas Residual Persamaan Struktural 
(Sumber: Data Penelitian Diolah, 2020) 
Proses pengujian selanjutnya yakni uji normalitas. Sebagaimana yang 
telah dilakukan pada persamaan tahap pertama, pengujian ini 
mengindikasikan tidak terdistribusi normalnya kedua variabel error pada 
persamaan struktural. Nilai probabilitas dari chi2 pada masing-masing 
variabel lebih kecil daripada 0,05 yang berarti hipotesis nol, yakni variabel 
terdistribusi normal, ditolak. 
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Tabel 13. Hasil Uji Heteroskedastisitas Persamaan Struktural 
(Sumber: Data Penelitian Diolah, 2020) 
Selanjutnya, hasil daripada uji Wald pada data panel model tetap 
merepresentasikan adanya komponen error yang tidak homoskedastisitas. 
Sehingga, untuk memperoleh hasil yang optimal, dalam proses estimasi juga 
perlu menyertakan alternatif cara pengkoreksian error. 
Tabel 14. Hasil Uji Autokorelasi Persamaan Struktural 
(Sumber: Data Penelitian Diolah, 2020) 
Pengujian autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji Wooldrige. 
Model dikatakan bebas masalah autokorelasi apabila nilai F-statistik berada 
di bawah nilai F-tabel. Hasil pengujian diperoleh nilai F-statistik sebesar 
0,032, sedangkan nilai F-tabelnya sebesar 4,09, artinya nilai F-statistik<F-
tabel sehingga model tidak memiliki masalah autokorelasi. 
5.2.3. Uji Identifikasi 
Proses identifikasi model simultan menggunakan prosedur yang 
disyaratkan, yakni order and rank, sebagaimana dalam tabel 15 dan 16. 
Sementara persamaan yang digunakan adalah persamaan 4 dan 5 yang 
masing-masing mencerminkan persamaan tahap pertama dan persamaan 
struktural. 
Tabel 15. Uji Identifikasi Pendekatan Order 
Persamaan K-k m-1 Status identifikasi 
4 9-6=3 1-1=0 Over-identified 
5 9-3=6 2-1=1 Over-identified 
(Sumber: Data Penelitian Diolah, 2020) 
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Meskipun hasil daripada rumus order adalah identified untuk kedua 
persamaan yang digunakan, namun masih perlu diyakinkan dengan motode 
rank. Dalam pendekatan ini, suatu persamaan bisa dikatakan unidentified 
karena variabel predetermined, yang dikecualikan dalam persamaannya 
namun masih terdapat dalam modelnya, tidak menjadi variabel independent 
atau memiliki determinan tidak sama dengan nol. Untuk memudahkan 
proses identifikasi menggunakan pendekatan rank, maka persamaan-
persamaan yang dirumuskan diubah menjadi bentuk sebagai berikut yang 
kemudian koefisiennya dirangkum pada tabel 16. 
1 2 3 4 5 ( 1)it it it it it it it i te LPEMB OTSUS TFPROV LDEMO STRUK TFPROV      −= − − − − − −  (6) 
1 2 3it it it it it itRP LPEMB LDEMO STRUK    = − − − −  (7) 
Tabel 16. Koefisien Variabel 
Persamaan Konstanta RP LPEMB LDEMO STRUK OTSUS TFPROV TFPROV t-1 
6 
it−  0 1 3−  4−  1−  2−  5−  
7 
it−  1 1−  2−  3−  0 0 0 
(Sumber: Data Penelitian Diolah, 2020) 
Suatu persamaan dikatakan identified jika dan hanya jika terdapat 
setidaknya satu determinan order yang tidak sama dengan nol. Dilihat dari 
jumlah persamaan yang ada serta matriks dengan jumlah baris sebanyak 
satu yang terbentuk dari masing-masing variabel yang dimiliki oleh satu 
persamaan namun tidak di persamaan lain (lampiran 3), maka dapat 
disimpulkan bahwa dua persamaan tersebut dapat dikatakan identified. 
Status ini didapatkan akibat determinan dari variabel yang dimaksud bernilai 
tidak sama dengan nol. Hasil-hasil pengujian ini menunjukkan bahwa model 
yang dibangun teridentifikasi untuk diselesaikan dengan menggunakan 
pendekatan two-stage least square. 
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5.2.4. Uji Spesifikasi 
Dari tiga pendekatan metode data panel, perlu dilakukan uji spesifikasi 
agar mendapat pendekatan yang paling efisien. Salah satu pengujian 
tersebut adalah Chow Test, dimana uji ini akan menentukan manakah 
pendekatan yang lebih baik antara fixed effect dengan common effect. 
Pengujian ini melihat nilai F statistik yang dilampirkan di bawah hasil estimasi 
fixed effect. 
Tabel 17. Hasil Chow Test 
 (Sumber: Data Penelitian Diolah, 2020) 
Dilihat dari probabilitas F-statistiknya, hipotesis nol yang berupa 
common effect lebih baik dari fixed effect ditolak. Sehingga, pengujian 
selanjutnya adalah menentukan model terbaik antara fixed dengan random 
effect dengan menggunakan Hausman Test. Uji ini menempatkan hipotesis 
nol nya sebagai penggunaan spesifikasi fixed effect lebih baik daripada 
random effect. 
Tabel 18. Hasil Hausman Test 
 (Sumber: Data Penelitian Diolah, 2020) 
Melihat tabel tersebut, nilai probabilitas chi-squared lebih dari 10%. 
Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pengujian hausman menerima H0 yang 
artinya baik random effect maupun fixed effect dapat digunakan akibat tidak 
memiliki perbedaan secara substansial. Kemudian, penulis menimbang 
berdasarkan eksistensi heteroskedastisitas maupun autokorelasi dalam data 
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panel yang salah satunya dapat di-treatment dengan pendekatan 
Generalized Least Square (GLS), maka metode REM menjadi estimator 
yang lebih preferable dibandingkan dengan metode FEM. 
5.2.5. Uji Endogenitas 
Pengujian endogenitas variabel tingkat pembangunan daerah dapat 
dilakukan dengan melihat hubungan variabel error yang dihasilkan dari 
proses estimasi persamaan tahap pertama terhadap variabel dependen 
persamaan struktural (Wooldridge, 2013). Variabel tingkat pembangunan 
tersebut dapat dikatakan valid sebagai variabel endogen apabila error term 
(ehat) hasil estimasi signifikan atau memiliki nilai probabilitas di bawah 10%. 





(Sumber: Data Penelitian Diolah, 2020) 
Melihat hasil estimasi tersebut, variabel error tidak memiliki hubungan 
yang signifikan hingga level 10% terhadap variabel rasio pajak. Dengan kata 
lain, variabel LPEMB tidak valid untuk dikatakan sebagai variabel endogen. 
Meski demikian, Gujarati (2004) mengatakan bahwa proses estimasi dapat 
dilanjutkan dengan menggunakan metode 2SLS tetapi konsekuensinya 
adalah antara menghasilkan instrumen yang valid namun dengan proses 
yang tidak efisien atau sebaliknya. Oleh karena itu, berdasarkan hasil uji 
simultanitas ini dua persamaan yang digunakan dalam penelitian ini akan 
diestimasi tidak dengan menggunakan 2SLS melainkan OLS. Sementara, 
untuk menghindari adanya bias (Gujarati, 2004; Wooldridge, 2013), variabel 
LPEMB yang digunakan adalah variabel hasil estimasi dari persamaan tahap 
pertama. Sehingga, persamaan regresi pada persamaan struktural menjadi 
1 2 3it it it it it itRP LPEMB LDEMO STRUK    = + + + +  (8). 
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5.2.6. Hasil Estimasi 
Pada dasarnya, sesuai dengan hasil uji Hausman dan beberapa 
pertimbangan yang digunakan, estimator paling baik dilakukan dengan 
menggunakan pendekatan random effect. Dimana pendekatan ini berfungsi 
untuk melihat unsur-unsur di luar model yang tentu berbeda tiap individu 
dalam mempengaruhi variabel endogennya. 



























Observations 360 360 
Number of id 40 40 
Robust standard errors in parentheses 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
(Sumber: Data Penelitian Diolah, 2020) 
 
Secara matematis, hasil estimasi dapat disimpulkan sebagai berikut. 
3,868 0,623 1,490 0,104 3,949it it it it itLPEMB OTSUS TFPROV LDEMO STRUK= + + + −   (9) 
Penjelasan hasil pengujian dimulai dari model persamaan tahap 
pertama yang menguji beberapa variabel independent terhadap variabel 
LPEMB adalah sebagai berikut.  
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a. Konstanta (δ0) 
Dalam pendekatan model efek bebas, variabel konstanta bernilai 
sebesar 3,868 yang menjelaskan bahwa tanpa adanya pengaruh dari 
variabel bebas, maka diprediksi nilai LPEMB sebesar 3,868 satuan unit. 
b. Dana otonomi khusus (δ1 OTSUSit) 
Koefisien variabel OTSUS hasil estimasi sebesar 0,623 serta signifikan 
pada level 5%. Artinya, setiap peningkatan satu satuan unit rasio dana 
otonomi khusus yang diterima daerah dapat meningkatkan pendapatan per 
kapitanya sebesar 0,623 satuan unit apabila memperhatikan keunikan 
masing-masing daerah. 
c. Dana transfer dari provinsi (δ3 TFPROVit) 
Berdasarkan hasil estimasi variabel TFPROV disinyalir memiliki 
pengaruh terhadap tingkat pembangunan daerah (LPEMB) sebesar 1,49 
serta signifikan pada level 1%. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan 
adanya satu satuan unit peningkatan rasio pendapatan bagi hasil pajak 
provinsi maka akan mampu meningkatkan pendapatan per kapita kabupaten 
dan kota sebesar 1,49 satuan unit. 
d. Dana transfer dari provinsi periode sebelumnya (δ4 TFPROVi(t-1)) 
Variabel TFPROV periode sebelumnya tidak memiliki pengaruh 
terhadap pendapatan per kapita. 
e. Karakteristik Demografi (δ5 LDEMOit) 
Variabel LDEMO diperoleh koefisien sebesar 0,104 dengna nilai 
probabilitas di bawah 5%. Setiap satuan unit peningkatan nilai kepadatan 
penduduk akan berpengaruh terhadap meningkatnya nilai prediksi LPEMB 
sebesar 0,104 satuan unit. 
f. Struktur Ekonomi (δ6 STRUKit) 
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Besarnya koefisien variabel rasio pendapatan sektor pertanian adalah 
sebesar -3,949. Besaran ini mengindikasikan adanya hubungan terbalik 
antara variabel STRUK terhadap LPEMB. Hasil estimasi tersebut 
mengindikasikan apabila terdapat peningkatan satu satuan unit rasio sektor 
pertanian akan menurunkan sekitar kurang dari empat satuan unit dari 
pendapatan per kapita masyarakat. 
Secara simultan pun, seluruh variabel yang digunakan dalam 
persamaan tahap pertama memiliki pengaruh terhadap variabel LPEMB. 
Besar nilai Wald-x2 sebesar 110,63, dimana nilai ini lebih besar dari nilai 
kritisnya serta probabilitas nilai-nilai tersebut bernilai kurang dari 1%. 
Merujuk pada hasil estimasi, secara matematis persamaan struktural 
dapat dituliskan sebagai berikut. 0,0076it itRP LDEMO=  (10). Adapun 
penjabaran hasil estimasi pada persamaan struktural dijelaskan 
sebagaimana berikut. 
a. Konstanta (β0) 
Variabel konstanta yang diestimasi tidak memiliki pengaruh terhadap 
rasio pajak. 
b. Tingkat pembangunan hasil estimasi (β1 lpembhatit) 
Meskipun secara statistik variabel LPEMB tidak dinilai sebagai variabel 
endogen, namun dalam permodelan simultan variabel ini diganti ke dalam 
bentuk hasil estimasi pada persamaan tahap pertama, yakni lpembhat. 
Gujarati dan Wooldridge mengatakan, bahwa transformasi ini berfungsi 
sebagai salah satu alternatif untuk menghindari terjadinya bias yang 
berimbas pada inkonsistensi hasil estimasi dari persamaan struktural ini. 
Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel ini tidak memiliki pengaruh 
terhadap rasio pajak daerah. 
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c. Karakteristik demografi penduduk (β2 LDEMOit) 
Variabel LDEMO diperoleh koefisien sebesar 0,0076 dan signifikan 
hingga pada level 1%, dimana setiap peningkatan 1 satuan unit nilai 
kepadatan penduduk akan berpengaruh terhadap meningkatnya nilai 
prediksi RP periode saat ini sebesar 0,0076 satuan unit. 
d. Struktur ekonomi (β3 STRUKit) 
Variabel STRUK tidak signifikan hingga level 10% dan 
mengindikasikan bahwa struktur ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap 
rasio pajak daerah. 
Selain penjelasan dari masing-masing koefisien dan pengujian secara 
parsial, juga diperoleh hasil pengujian secara simultan yang 
merepresentasikan pengaruh seluruh variabel terhadap variabel RP. Nilai 
Wald chi-squared yang didapat sebesar 10,62 dan memiliki probabilitas 
kurang dari 5%. 
 Pembahasan 
5.3.1. Dana Otonomi Khusus terhadap Tingkat Pembangunan Daerah 
Pembahasan pada bagian ini berfokus untuk memaparkan hasil pengujian 
hipotesis pertama yang menyatakan bahwa dana otonomi khusus memiliki 
pengaruh positif terhadap tingkat pembangunan daerah. Selain itu, bagian ini juga 
akan menjelaskan mengenai determinan dari tingkat pembangunan daerah 
beserta temuan lain dari hasil estimasi persamaan tahap pertama. 
Sebelum membahas mengenai hasil estimasi, peneliti akan mencoba 
menguraikan hubungan antara dana otonomi khusus terhadap tingkat 
pembangunan kota/kabupaten dalam lima tahun terakhir. Gambar 17 
menunjukkan posisi daerah pada masing-masing tahun yang dibandingkan 
dengan rata-rata rasio dana otonomi khusus dan pendapatan daerah serta rata-
rata pendapatan per kapita selama lima tahun tahun terakhir.  
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Dilihat dari tingkat pembangunan yang direpresentasikan oleh pendapatan 
per kapita dalam rentang lima tahun terakhir, daerah yang memiliki pendapatan 
per kapita tertinggi adalah Teluk Bintuni, sementara kabupaten dengan 
pendapatan per kapita rata-rata terendah adalah Pegunungan Arfak yang 
karakteristik keduanya dirangkum dalam tabel 22. Kabupaten Teluk Bintuni 
memiliki rata-rata PDRB sebesar 26,9 triliun atau sekitar 156 kali lipat 
dibandingkan rata-rata PDRB Kabupaten Pegunungan Arfak. Lapangan usaha 
yang memberikan nilai tambah terbesar pada PDRB Teluk Bintuni adalah industri 
pengolahan dengan rata-rata distribusinya sebesar 50,56%. Cukup berbeda 
dengan Kabupaten Pegunungan Arfak yang kontribusi lapangan usaha 
terbesarnya diperoleh dari sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan 
jaminan sosal wajib sebesar 44,09% dan disusul oleh sektor pertanian dengan 
rata-rata porsi sebesar 41,58%. 
Gambar 17. Dana Otonomi Khusus dan Pendapatan per Kapita 
Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat 
2015-2019 





































Tabel 21. Karakteristik Daerah dengan Pendapatan Tertinggi dan Terendah 
di Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun 2015-2019 
Karakteristik Tertinggi Terendah 
Peringkat 1 dari 42 42 dari 42 
Daerah Teluk Bintuni Pegunungan Arfak 
Rata-rata Pendapatan 
per Kapita 
Rp 435.801.454 Rp 5.792.414 
Rata-rata PDRB Rp 26.979.486.078.000 Rp 172.193.652.000 
Rata-rata Populasi 61.777 jiwa 29.657 jiwa 
Rata-rata distribusi 
jenis lapangan usaha 
Industri Pengolahan 50,56% 
Administrasi Pemerintahan, 
Pertahanan dan Jaminan Sosial 
Wajib 
44,09% 
Pertambangan dan Penggalian 39,32% 
Pertanian, Kehutanan, dan 
Perikanan 
41,58% 
Konstruksi 3,50% Konstruksi 7,64% 
Pertanian, Kehutanan, dan 
Perikanan 
3,20% Jasa Pendidikan 3,75% 
Administrasi Pemerintahan, 
Pertahanan dan Jaminan Sosial 
Wajib 
2,10% 
Jasa Kesehatan dan Kegiatan 
Sosial 
1,32% 
(Sumber: Data Penelitian diolah, 2021) 
Posisi-posisi daerah yang digambarkan pada scatter plot dan terbagi ke 
dalam empat kuadran sebelumnya, secara lebih jelas ditunjukkan oleh tabel 22. 
Tabel 22. Matrix Posisi 42 Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat dalam Hubungan 
Dana Otonomi Khusus terhadap Pendapatan per Kapita Periode 2015 - 2019 
Kuadran Status 2015 2016 2017 2018 2019 
1 
iOTSUS OTSUS & iPEMB PEMB  2 2 3 4 6 
2 
iOTSUS OTSUS & iPEMB PEMB  5 9 10 10 9 
3 
iOTSUS OTSUS & iPEMB PEMB  24 20 16 10 5 
4 
iOTSUS OTSUS & iPEMB PEMB  11 11 13 18 22 
Jumlah Kabupaten/Kota 42 42 42 42 42 
(Sumber: Data Penelitian diolah, 2021) 
Kuadran 1 dan 2 menunjukkan daerah yang memiliki pendapatan per kapita 
di atas rata-rata yang dengan kata lain memiliki tingkat pembangunan yang lebih 
baik dibandingkan rata-rata daerah lainnya. Sementara, untuk daerah-daerah 
yang berada di kuadran 1 dan 4 terindikasi memiliki rasio dana otonomi khusus di 
atas rata-rata daerah. Sementara, kuadran 3 merupakan posisi bagi daerah-
daerah yang tidak memiliki rasio dana otsus dan pendapatan per kapita di atas 
rata-rata. Tabel 22 menunjukkan bahwa pada rentang tahun 2015 hingga 2017 
mayoritas daerah berada di kuadran 3 dan selebihnya pada tahun 2018 dan 2019 
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mayoritas daerah berada pada kuadran empat. Dalam lima tahun terakhir ini, jika 
dilihat pada perubahannya, jumlah daerah di kuadran satu mengalami peningkatan 
setiap tahunnya, termasuk penurunan di kuadran tiga. Fenomena ini 
menggambarkan bahwa terdapat peningkatan pendapatan per kapita seiring 
dengan adanya peningkatan rasio penerimaan dana otonomi khusus terhadap 
pendapatan daerah. 
Sejalan dengan perubahan jumlah daerah yang dijelaskan sebelumnya, 
hasil estimasi persamaan tahap pertama juga menyebutkan bahwa dana otonomi 
khusus dapat dikatakan menjadi salah satu insentif daerah dalam meningkatkan 
level pembangunan daerahnya. Hasil positif dan signifikan yang ditunjukkan 
mengindikasikan bahwa hipotesis nol (dana otsus tidak memiliki pengaruh 
terhadap tingkat pembangunan daerah) ditolak dan menerima hipotesis alternatif 
sebagaimana yang dipaparkan pada subbab 3.2. 
Hasil ini sejalan dengan temuan dari (Utomo, 2017; Ding dkk., 2019) yang 
menyatakan bahwa komponen desentralisasi dari segi pendapatan seperti dana 
transfer antar pemerintah memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan 
yang diindikasikan oleh pendapatan per kapita suatu daerah. Adanya tambahan 
pendapatan mengindikasikan semakin tingginya insentif daerah untuk mengelola 
dan memberikan pelayanan secara ekonomi kepada masyarakatnya sehingga 
mampu meningkatkan pendapatan per kapita. 
Hasil ini juga cukup bertentangan dengan temuan (Baskaran dkk., 2017), 
dimana dana transfer yang diterima oleh daerah di Jerman justru mampu 
melesukan pertumbuhan daerah-daerah tersebut. Namun, mereka juga 
menggarisbawahi bahwa kemungkinan perbedaan tanda koefisien ini terjadi akibat 
adanya perbedaan karakteristik ekonomi daerah. Dengan kata lain, apabila 
tandanya negatif maka daerah tersebut dapat dipastikan memiliki karakteristik 
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yang lebih industrialis ataupun maju dibandingkan di negara berkembang ataupun 
negara transitional. 
Temuan ini mengindikasikan bahwa optimalisasi kebijakan desentralisasi, 
yang salah satunya adalah penggunaan dana otonomi khusus, mampu 
memberikan insentif pada daerah untuk meningkatkan pendapatan per kapitanya. 
Proses optimalisasi kebijakan ini dapat dilakukan melalui optimalisasi belanja 
pemerintah daerah yang bersumber dana otonomi khusus. Sebagai contoh 
sebagaimana yang tertuang dalam Perdasus No 13 tahun 2016, dimana daerah 
memiliki alokasi belanja Pemda yang pendanaanya berasal dari dana otsus. 
Beberapa sektor pembangunan yang disebutkan; diantaranya adalah sektor 
pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, infrastruktur, dan lain sebagainya; 
memiliki besaran persentase pendanaan yang secara khusus diatur agar mampu 
menunjang tujuan dari kebijakan otonomi khusus yang telah dicanangkan.  
Selain itu, jika dilihat secara umum dari hasil estimasi persamaan tahap 
pertama yang didapatkan, determinan dari tingkat pembangunan diantaranya 
adalah karakteristik demografi, struktur ekonomi masyarakat, serta dana transfer 
lain yang berupa dana bagi hasil pajak provinsi. Sebagaimana dana otonomi 
khusus yang didapatkan oleh daerah, dana bagi hasil pajak provinsi juga mampu 
menjadi insentif daerah dalam beberapa kebijakannya sehingga mampu 
meningkatkan outcome yang berupa peningkatan pendapatan per kapita. 
Kemudian, karakteristik demografi daerah yang menunjukkan bahwa semakin 
padatnya penduduk dalam satu wilayah mampu semakin meningkatkan 
pertumbuhan daerah tersebut, yang artinya kontribusi masyarakat dalam suatu 
wilayah tersebut semakin besar dalam menopang perkekonomian daerahnya.  
Sementara, struktur perekonomian yang ditunjukkan oleh rasio pendapatan 
sektor pertanian dalam PDB menunjukkan adanya disinsentif dalam mencapai 
outcomes belanja Pemda. Meskipun menjadi salah satu sektor dominan di 
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samping sektor lain seperti industri pengolahan dan pertambangan dengan rata-
rata rasio 23,69% dari PDRB, namun sektor pertanian justru memiliki tanda negatif 
dalam koefisiennya. Hal ini tentu mengindikasikan bahwa sektor ini kurang 
berkontribusi dalam pendapatan masyarakat bahkan cenderung untuk 
mendemotivasi peningkatan pendapatannya. Fenomena ini pun sering terjadi di 
banyak negara akibat eksistensi dari praktek-praktek informal yang berkembang 
(Alm dkk., 2004) dan menjadi imbas dari lemahnya sistem administrasi yang 
memfasilitasinya (Alabede, 2018). 
Kemudian, jika dilihat dari teori desentralisasi baik generasi pertama maupun 
kedua, temuan mengenai dana transfer antar pemerintah, yakni dana otonomi 
khusus dan bagi hasil pajak provinsi, sejalan dengan tujuan dari dibentuknya 
sistem desentralisasi fiskal. Jika merujuk pada Oates (2006) yang menyebutkan 
bahwa desentralisasi secara umum mampu meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat, maka temuan ini juga menegaskan bahwa peningkatan dana transfer 
antar pemerintah, yang menjadi salah satu proksi dari desentralisasi fiskal, mampu 
menjadi insentif kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan per 
kapita masyarakatnya. Di sisi lain, jika dilihat dari distribusi sumber pendapatan 
daerah dalam sepuluh tahun terakhir, intergovernmental transfer relatif cukup 
mendominasi daripada distribusi pendapatan asli daerah. 
Di samping itu, penelitian ini juga mengkritisi bahwa keberadaan dana 
otonomi khusus di Papua masih belum bisa menjadi motor penggerak 
pembangunan secara massive. Tidak hanya dari segi pendapatan per kapita, 
indikator pembangunan dapat terlihat pada beberapa aspek mulai dari segi 
pendidikan, kesehatan, sarana prasarana pendukung, hingga indeks kompositnya. 
Melihat peringkatnya, rata-rata capaian Provinsi Papua masih menempati 
peringkat sekitar 3 terbawah. Begitu juga dengan Provinsi Papua Barat, meskipun 
untuk aspek pendidikan relatif lebih maju dibandingkan dengan Provinsi Papua. 
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Tabel 23. Peringkat Indikator Capaian Pembangunan 
Provinsi Papua dan Papua Barat 
Indikator Provinsi 1996* 1999* 2006 2009 2016 2019 
IPM 
Papua 
25 dari 26 25 dari 26 
33 dari 33 33 dari 33 34 dari 34 34 dari 34 
Papua Barat 30 dari 33 30 dari 33 33 dari 34 33 dari 34 
PDRB per kapita 
Papua 
5 dari 26 4 dari 26 
8 dari 33 8 dari 33 7 dari 34 11 dari 34 
Papua Barat 7 dari 33 5 dari 33 6 dari 34 6 dari 34 
Akses Listrik 
Papua 
25 dari 26 25 dari 26 
32 dari 33 33 dari 33 33 dari 33 -** 
Papua Barat 31 dari 33 31 dari 33 31 dari 33 -** 
Akses Sanitasi 
Papua 
24 dari 26 22 dari 26 
27 dari 33 31 dari 33 31 dari 33 -** 
Papua Barat 29 dari 33 23 dari 33 25 dari 33 -** 
Akses Air Bersih 
Papua 
19 dari 26 21 dari 26 
31 dari 33 32 dari 33 32 dari 33 -** 




23 dari 26 21 dari 26 
31 dari 33 30 dari 33 34 dari 34 34 dari 34 
Papua Barat 27 dari 33 19 dari 33 16 dari 34 15 dari 34 
% Kelahiran oleh 
Tenaga Medis 
Papua 
21 dari 26 19 dari 26 
25 dari 33 29 dari 33 34 dari 34 -** 
Papua Barat 27 dari 33 26 dari 33 26 dari 34 -** 
*) Sebelum penerapan otonomi khusus Papua 
**) Data belum rilis 
(Sumber: Bank Dunia & BPS, 2020, diolah kembali) 
Dilihat dari peringkat tersebut beberapa capaian justru lebih rendah 
dibandingkan sebelum era otonomi khusus. Oleh karena itu temuan bahwa dana 
otonomi khusus justru menjadi insentif bagi tingkat pembangunan Provinsi Papua 
dan Papua Barat relatif belum dapat menggambarkan secara sempurna 
hubungannya dengan kondisi indikator-indikator pembangunan pada umumnya. 
Dengan kata lain kebijakan otonomi khusus di tanah Papua yang awalnya memiliki 
tujuan untuk mengakselerasi pembangunan untuk mengurangi kesenjangan 
dengan daerah lain belum dapat dikatakan berhasil. 
Dilihat dari indeks kompositnya, baik Provinsi Papua maupun Provinsi Papua 
Barat masih menempati peringkat yang relatif paling bawah dibandingkan dengan 
provinsi lain di Indonesia. Kondisi ini mengindikasikan masih kurang efektifnya 
otonomi khusus dalam mengejar pembangunan daerah-daerah lain. Termasuk jika 
dilihat dari nilainya, baik selama periode sebelum maupun saat berlangsungnya 
otonomi khusus, indeks pembangunan manusia Provinsi Papua dan Papua Barat 
masih berada di bawah rata-rata nasional. Secara statistik, kesenjangan yang 
ditunjukkan gambar 18 semakin menguatkan bahwa tujuan daripada otonomi 
khusus ini belum dapat dikatakan berhasil. 
83 
Namun, jika dilihat dari pendapatan per kapitanya, dua provinsi ini memiliki 
pendapatan yang dapat dinilai cukup tinggi di bandingkan keseluruhan provinsi 
yang ada di Indonesia. Sebelum era otonomi khusus pendapatan per kapita 
Provinsi Papua dan Papua Barat dapat dikatakan relatif cukup tinggi dibandingkan 
rata-rata nasional (gambar 19). Namun, semenjak penerapan otsus capaian 
pendapatan per kapita mulai bervariasi, bahkan di tahun 2006 pendapatan per 
kapita di kedua provinsi lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional. 
Selain itu, ada kecenderungan bahwa Provinsi Papua Barat memiliki tingkat 
pendapatan per kapita yang lebih tinggi di bandingkan dengan Provinsi Papua 
hingga pada tahun 2019 dengan selisih pendapatan sebesar 24,86 juta per kepala. 
1996 1999 2006 2009 2016* 2019*
Papua 60,2 58,8 62,75 64,53 58,05 60,84
Papua Barat 66,08 68,58 62,21 64,7







Gambar 18. Indeks Pembangunan Manusia 
Provinsi Papua dan Papua Barat 
Periode Sebelum dan Saat Otonomi Khusus 
(Sumber: BPS, 2021 diolah kembali) 
* perhitungan IPM metode baru 
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Jika dikomparasikan, kedua provinsi ini memiliki disparitas yang cukup 
terlihat pada hampir semua sektor dan hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Papua 
Barat memiliki pembangunan yang lebih baik dibandingkan Provinsi Papua. 
Misalkan pada sektor pendidikan yang diindikasikan oleh angka partisipasi murni 
di jenjang SMA/SMK sederajat yang pada tahun 2019, Papua Barat mampu 
menempati peringkat menengah sementara Provinsi Papua berada di peringkat 
paling bawah dari seluruh provinsi di Indonesia.  
Gambar 19. Pendapatan Per Kapita dalam Juta Rupiah 
Provinsi Papua dan Papua Barat 
Periode Sebelum dan Saat Otonomi Khusus 
(Sumber: Bank Dunia & BPS, 2021 diolah kembali) 
1996 1999 2006 2009 2016* 2019*
Papua 10,68 11,76 7,80 8,57 44,34 39,82
Papua Barat 7,89 9,18 61,24 64,68









* sumber BPS, PDRB per kapita atas dasar harga konstan dengan basis tahun 2010 
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Capaian-capaian indikator pembangunan di masa otsus ini tentu berkaitan 
erat dengan kualitas belanja pemerintah daerah, dimana secara umum, belanja 
pemerintah daerah dibagi ke dalam empat kategori, belanja pegawai, barang dan 
jasa, modal, dan lainnya. Belanja pegawai merupakan salah satu indikator kualitas 
belanja Pemda. Semakin kecil proporsi belanja pegawai maka semakin berkualitas 
belanjanya untuk dialokasikan pada penyediaan barang dan pelayanan barang 
publik. Penyediaan barang publik ini direpresentasikan oleh belanja barang dan 
jasa yang periode waktu manfaatnya setahun atau kurang serta belanja modal 
yang memiliki masa manfaat lebih dari dua belas bulan. Dampaknya, semakin 
besar alokasi pengeluaran pemerintah maka semakin tinggi pula kualitas maupun 
kuantitas pelayanan terhadap masyarakatnya. Dalam rentang waktu 10 tahun 
terakhir, rata-rata kualitas belanja pemerintah daerah kota/kabupaten belum dapat 
dinilai sangat baik (gambar 20). Fluktuatifnya rasio belanja pegawai dan belanja 
barang dan jasa serta ada indikasi semakin menurunnya persentase belanja 
modal menjadi penyebab turunnya kualitas belanja pemerintah. 
27,56% 29,39% 30,96% 29,48% 28,92%

















2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
% Belanja Pegawai % Belanja Barang Jasa % Belanja Modal
Gambar 20. Distribusi Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, serta Modal dalam Belanja Daerah 
Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat 
(Sumber: DJPK, 2020 diolah kembali) 
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Dilihat dari kualitas pengeluarannya, fenomena ini nampaknya bisa menjadi 
satu evaluasi pemerintah daerah untuk mencapai outcomes yang optimum. 
Peningkatan kualitas belanja bisa menjadi salah satu alternatif untuk 
mengakselerasi pembangunan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah 
dalam rangka mencapai tujuan otonomi khusus Papua. Selain itu, kualitas belanja 
ini tentu sangat dipengaruhi oleh kualitas administrasi atau pelayanan terhadap 
masyarakat hingga kelembagaannya (Lembang & Ririhena, 2019; Widodo, 2019), 
misalkan seperti efisiensi alokasi belanja pada sektor-sektor krusial hingga 
ketepatan jadwal dalam pencairan dana otsus. Sehingga, dalam penerapannya 
evaluasi juga perlu menitikberatkan pada sistem administrasi dan kelembagaan 
mulai tahap perencanaan hingga pertanggungjawabannya. 
5.3.2. Tingkat Pembangunan terhadap Kapasitas Pajak Daerah 
Pembahasan krusial selanjutnya adalah mengenai bagaimana pengaruh 
tingkat pembangunan daerah terhadap kapasitas pajak masing-masing daerah. 
Melihat sebaran hubungannya dengan rasio pajak daerah (gambar 21), mayoritas 
daerah yang memiliki tingkat pembangunan yang lebih rendah dibandingkan rata-
rata dalam rentang lima tahun terakhir juga memiliki rasio pajak daerah yang lebih 
rendah daripada rata-rata daerah. Meski demikian terdapat indikasi bahwa 
peningkatan pendapatan per kapita mampu meningkatkan rasio penerimaan pajak 
daerah. Sebagaimana paparan tabel 24 dimana daerah dengan kondisi pada 
kuadran satu setiap tahunnya mengalami peningkatan, serta daerah-daerah yang 
terkondisi pada kuadran tiga relatif mengalami penurunan setiap tahunnya. 
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Tabel 24. Matrix Posisi 42 Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat dalam Hubungan 
Pendapatan per Kapita terhadap Rasio Pajak Periode 2015 - 2019 
Kuadran Status 2015 2016 2017 2018 2019 
1 
iPEMB PEMB & iRP RP  3 3 6 7 8 
2 
iPEMB PEMB & iRP RP  4 5 2 2 1 
3 
iPEMB PEMB & iRP RP  31 26 27 26 26 
4 
iPEMB PEMB & iRP RP  4 8 7 7 7 
Jumlah Kabupaten/Kota 42 42 42 42 42 
(Sumber: Data Penelitian diolah, 2021) 
Dalam rentang lima tahun terakhir, jika dilihat dalam scatterplot terdapat dua 
daerah yang memiliki rasio pajak di atas 7% yang salah satunya adalah Kota 
Jayapura. Dalam rentang waktu itu, Kota Jayapura berhasil membukukan rasio 
penerimaan pajak daerah sebesar 11,35% dari pendapatan daerah atau sebesar 
143,3 miliar dari 1,2 triliun (tabel 24). Hal ini cukup kontras dengan Kabupaten 
Gambar 21. Pendapatan Per Kapita dan Rasio Pajak 
Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat 
2015-2019 
































Deiyai yang memiliki rata-rata rasio pajak daerah sebesar 0,0042% atau 35,3 juta 
dari 814,6 miliar pendapatan daerahnya. Jika dilihat dari jenis pajak daerahnya, 
Kabupaten Deiyai hanya berhasil menerima pendapatan pajak dari pajak reklame 
dan penerangan jalan. Sementara, jenis pajak kota Jayapura tersusun atas pajak 
restoran, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak bumi dan 
bangunan pedesaan dan perkotaan, dan lain sebagainya. Selain itu, jika dilihat 
dalam tabel 25, masih terdapat lima kabupaten yang memiliki peringkat di bawah 
Kabupaten Deiyai, dimana kabupaten-kabupaten tersebut tidak mendapatakan 
penerimaan pajak daerah atau dengan kata lain rasio pajak daerah terhadap 
pendapatan daerah bernilai nol. 
Tabel 25. Karakteristik Daerah dengan Rasio Pendapatan Pajak Daerah Tertinggi dan Terendah 
di Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun 2015 - 2019 
Karakteristik Tertinggi Terendah 
Peringkat 1 dari 42 37 dari 42 
Daerah Kota Jayapura Deiyai 
Rata-rata Rasio Pajak Daerah 11,35% 0,0042% 
Rata-rata Pajak Daerah Rp 143.301.194.016 Rp 35.349.834 
Rata-rata Penerimaan Daerah Rp 1.259.496.605.663 Rp 814.668.779.276 
Rasio Jenis-jenis Pajak 2019 
Pajak Restoran 26,79% Pajak Reklame 57,21% 
Bea Perolehan Hak atas 
Tanah dan Bangunan 
15,60% Pajak Penerangan Jalan 42,79% 
Pajak Bumi dan Bangunan 15,50% -  
Pajak Hotel 12,67% -  
Pajak Penerangan Jalan 11,05% -  
(Sumber: data DJPK diolah, 2021) 
Namun, fenomena ini cukup kontras dengan hasil estimasi, dimana tingkat 
pembangunan daerah tidak memiliki pengaruh terhadap kapasitas pajak daerah. 
Hal ini tentu berkaitan dengan tidak terbuktinya endogenitas pada variabel ini serta 
rendahnya R-square baik dari within, between, maupun overall (Lampiran 4); 
sehingga variabel tingkat pembangunan hasil estimasi tahap pertama tidak 
mampu untuk merepresentasikan tingkat pembangunan sesuai dengan nilai 
aktualnya (Gujarati, 2004). Hasil ini tentu berbeda dari banyak penelitian yang 
menyatakan bahwa tingkat pembangunan daerah mencerminkan ability to pay dari 
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masing-masing penduduk yang tentu menjadi salah satu kapasitas terpenting 
dalam pengumpulan pajak daerah (Pessino & Fenochietto, 2010; Brun & Diakite, 
2016; van Oordt, 2018; Amoh, 2019; Piancastelli & Thirlwall, 2019; Zárate-Marco 
& Vallés-Giménez, 2019). 
Temuan ini kemudian mengindikasikan bahwa explanatory variables pada 
persamaan tahap pertama masih belum dapat mendefinisikan secara lugas 
mengenai tingkat pembangunan daerah. Serta, secara tidak langsung dana 
otonomi khusus tidak memiliki pengaruh terhadap peningkatan kapasitas pajak 
daerah. Hal ini tentu menjadi salah satu penegasan dimana konsekuensi daripada 
penerapan desentralisasi juga terjadi dalam studi daerah tingkat satu di Pulau 
Papua. Konsekuensi yang dimaksud adalah eksistensi dari ketergantungan 
daerah terhadap dana transfer dari pusat akibat kurang optimalnya usaha daerah 
dalam mengakomodir peningkatan kantong-kantong pendapatan daerahnya, 
termasuk pajak daerah. Fenomena semacam inilah yang kemudian oleh Oates 
(1999) disebutkan bahwa intergovernmental transfer justru menjadi disinsentif 
terhadap peningkatan kapasitas fiskal daerah serta munculnya trade-off antara 
penguatan potensi daerah dengan perimbangan dalam sistem desentralisasi. 
Selain itu, variabel lain yang diharapkan masuk dalam kategori local taxable 
capacity pada tingkat kabupaten dan kota di tanah Papua selain tingkat 
pembangunan adalah struktur ekonomi dan karakteristik demografi masyarakat. 
Secara statistik, hanya karakteristik demografi masyarakat saja yang memiliki 
pengaruh yang positif untuk menjadi determinan dari kapasitas pajak daerah. 
Karakteristik demografi yang direpresentasikan oleh kepadatan penduduk juga 
memiliki pengaruh terhadap besarnya kapasitas pajak daerah. Temuan ini sejalan 
dengan pendapat dari (Cyan dkk., 2014) yang mengatakan bahwa kepadatan 
penduduk memiliki pengaruh terhadap besarnya penerimaan pajak daerah. 
Variabel ini juga berhasil menangkap gambaran pertumbuhan penduduk yang 
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menjadi salah satu variabel konvensional dari taxable capacity. Pertumbuhan 
penduduk juga menjadi salah satu komponen peningkatan potensi daerah dalam 
membayar pajak, dimana hal ini telah dibuktikan melalui beberapa penelitian 
seperti (Amoh, 2019; Zárate-Marco & Vallés-Giménez, 2019). 
 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian yang membahas mengenai hubungan antara dana otonomi 
khusus dan kapasitas pajak daerah pada studi kasus di Papua masih memiliki 
beberapa keterbatasan sekaligus potensi penelitian bagi akademisi lainnya. Selain 
secara statistik hubungan tidak langsung antara dana otonomi khusus dengan 
pajak daerah tidak dapat terbukti dalam penelitian ini, namun masih 
memungkinkan untuk diteliti pada daerah lain yang menerapkan sistem 
desentralisasi fiskal asimetris sebagai salah satu alternatif untuk 
mengkomparasikan dan menyimpulkan hubungan ini.  
Dilihat dari segi data dan individu yang digunakan, penelitian ini tidak secara 
keseluruhan mengevaluasi otonomi khusus Papua semenjak diresmikannya pada 
tahun 2001. Kurangnya ketersediaan data baik data realisasi APBD sebelum tahun 
2007 hingga data proyeksi pertumbuhan penduduk hasil sensus tahun 2000 dan 
2010 yang timpang, menjadi salah satu keterbatasan yang dialami. Termasuk, 
asumsi balanced panel yang dikejar oleh penulis sehingga menegasikan adanya 
dampak pemekaran daerah. Sebagai contoh, pada tahun 2014 terdapat dua 
kabupaten baru di Provinsi Papua Barat yang kemudian terpaksa diabaikan. 
Sehingga objek penelitian yang digunakan sebanyak 40 dari 42 kabupaten dan 
kota di Provinsi Papua dan Papua Barat selama rentang waktu sepuluh tahun 
terakhir. Serta, analisis untuk setiap daerah yang dilingkupi oleh kedua provinsi di 
Pulau Papua masih belum dapat terakomodir dalam penelitian ini, dimana fungsi 
dari analisis ini untuk memperhitungkan pertumbuhan dalam kurun waktu yang 
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ditentukan serta mendapatkan informasi mengenai potensi, kinerja, dan hambatan 
dari masing-masingnya. 
Keterbatasan penelitian selanjutnya adalah pendekatan yang digunakan 
dalam mendefinisikan desentralisasi. Desentralisasi fiskal sejatinya tidak hanya 
dapat dilihat dari segi pendapatannya sebagaimana penelitian yang dilakukan ini. 
Beberapa peneliti telah melakukan studi desentralisasi fiskal yang berkaitan 
dengan capaian pembangunan maupun perpajakan daerah dengan 
menggambarkannya melalui sisi pengeluaran (Kuncoro, 2007; Postali, 2015; 
Utomo, 2017), administrasi (Brun & Diakite, 2016; Gong dkk., 2020), dan 
kelembagaan (Bird dkk., 2008; Ding dkk., 2019; Jia dkk., 2020) sehingga mampu 
menggambarkan kondisi desentralisasi fiskal dengan pandangan yang lebih luas. 
Daerah sebagai pemegang otoritas untuk mengatur daerahnya tentu memiliki hak 
dalam mengatur dan memperhatikan sudut pandang yang ada seperti dari belanja 
daerah yang bisa ditunjukkan oleh belanja barang dan jasa maupun modal, 
kualitas pelayanan masyarakat yang ditunjukkan oleh banyaknya fasilitas 
pelayanan, serta aspek kelembagaan yang menilai dari banyaknya kasus dugaan 
korupsi di daerah-daerah. Sebagai salah satu keterbatasan penelitian, fenomena 
ini dapat memunculkan potensi untuk dibuatnya studi yang lebih komprehensif 
dalam menggambarkan desentralisasi fiskal khususnya kebijakan otonomi 
khusus. 
Selain itu, jika merujuk pada hasil estimasi, rendahnya nilai R-square pada 
persamaan tahap pertama masih menujukkan bahwa explanatory variables masih 
belum dapat mendefinisikan secara baik variabel tingkat pembangunan. Hal ini 
berakibat pada kurang baiknya variabel tingkat pembangunan daerah hasil 
estimasi (fitted) dalam merepresentasikan kondisi aktualnya. Sehingga, dalam 
proses analisisnya tentu akan berbeda apabila proses regresi menggunakan 
variabel tingkat pembangunan secara aktual. (lampiran 5). 
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Sebagaimana beberapa peneltian yang telah dilakukan, tax effort dapat 
menjadi topik potensial untuk mengembangkan penelitian ini. Tujuannya adalah 
untuk menentukan posisi daerah dalam lingkup tertentu berdasarkan besar usaha 
masing-masing daerah dalam memungut pajaknya. Ada beberapa metode yang 
dapat digunakan, namun beberapa peneliti merekomendasikan untuk 
menggunakan pendekatan stochastic frontier analysis yang mampu melihat 
efisiensi daerah dalam memungut pajak dan dibatasi oleh komponen-komponen 
taxable capacity-nya. 
Kemudian, evaluasi dana otonomi khusus yang dilakukan dalam penelitian 
ini kurang mampu mengestimasi hubungan jangka panjang terhadap capaian 
pembangunan bahkan kapasitas pajak daerahnya. Sehingga, hasil evaluasi 
kurang dapat berfungsi sebagai sarana rekomendasi untuk mempertimbangkan 
keberlanjutan dana otonomi khusus Papua. Ada beberapa potensi peneltian yang 
dapat dilakukan untuk mengakomodir hal ini yakni dengan menggunakan panel 
vector autocorrelation-error correction model (PVAR-ECM) yang difungsikan untuk 
mengestimasi hubungan jangka panjang maupun pendek, bahkan dengan 
menggunakan metode-metode forecasting untuk memprediksi hubungan tersebut 




KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
 Kesimpulan 
Penelitian ini membahas mengenai evaluasi hubungan dana otonomi khusus 
terhadap kapasitas pajak malalui tingkat pembangunan daerah pada 40 dari 42 
kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Papua dan Papua Barat dengan rentang 
periode 2010-2019. Secara empiris, peningkatan rasio dana otsus mampu 
memberikan insentif daerah untuk mencapai pendapatan per kapita yang lebih 
tinggi. Di samping itu, tidak terdapat indikasi peningkatan kapasitas pajak daerah 
akibat peningkatan pendapatan daerah yang merupakan cerminan dari semakin 
majunya masyarakat di suatu daerah. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini 
tidak mampu membuktikan adanya hubungan tidak langsung antara dana otonomi 
khusus dengan kapasitas pajak daerah, yang mengindikasikan hubungan diantara 
keduanya belum dapat disimpulkan. 
Kemudian, determinan dari tingkat pembangunan daerah selain dana 
otonomi khusus adalah dana hasil bagi pajak provinsi, struktur perekonomian, dan 
karakteristik demografi. Sementara, local taxable capacity berdasarkan studi 
empiris yang dilakukan hanyalah karakteristik demografi. Adapun mengenai 
struktur perekonomian yang direpresentasikan oleh sektor pertanian, dapat 
disebut sebagai variabel yang memiliki disinsentif terhadap pendapatan per kapita. 
 Rekomendasi 
Bagian akhir dari penulisan tesis ini ditutup dengan rekomendasi untuk 
beberapa pihak yang berkecimpung dalam pembangunan di Provinsi Papua 
maupun Papua Barat, serta akademisi. Rekomendasi ini dibuat berlandaskan 
implikasi temuan-temuan dalam penelitian dan berfungsi sebagai alternatif 
referensi dalam perumusan kebijakan dan penelitian selanjutnya. Berikut 
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rekomendasi-rekomendasi yang dapat diberikan kepada beberapa pihak seperti 
pemangku kepentingan (stakeholders) dan akademisi berdasarkan implikasi 
temuan-temuan dalam penelitian. 
Pertama, rekomendasi untuk para pemangku kepentingan seperti 
pemerintah pusat maupun daerah. Hasil penelitian menujukkan bahwa hubungan 
tidak langsung antara dana otonomi khusus dengan kapasitas pajak daerah belum 
terbukti akibat tidak terbuktinya masalah simultanitas secara statistik. Meski 
demikian, pemerintah daerah perlu tetap berfokus pada optimalisasi belanja 
pemerintah yang bersumber dari dana otonomi khusus yang nantinya akan 
berimbas pada peningkatan capaian pembangunan. Proses optimalisasi ini dapat 
dimulai dengan merealisasikan alokasi pengeluaran sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku, mulai dari Undang-Undang Otsus Papua hingga Perdasus maupun 
Pergub. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu merumuskan kebijakan 
optimalisasi sektor-sektor produktif yang mendominasi di masyarakat agar mampu 
meningkatkan pendapatan per kapita masyarat. 
Kemudian, pemerintah daerah perlu merumuskan kebijakan yang berfungsi 
untuk mengoptimalisasi sektor pertanian. Dimana, sektor pertanian justru me-
demotivasi capaian pembangunan akibat eksistensi praktek-praktek informal yang 
berkembang di dalamnya. Oleh karena itu, Pemda juga perlu memperhatikan 
masalah administrasi pada sektor pertanian untuk mengurangi kegiatan-kegiatan 
“ilegal” yang tidak dapat dipungkiri akan selalu hadir di dalam sektor pertanian. 
Selain itu, sebagai indikator capaian pembangunan dalam tesis ini, 
pendapatan per kapita bukanlah satu-satunya outcomes pembangunan yang perlu 
menjadi fokus perhatian Pemda. Mengingat peringkat capaian beberapa 
komponen pembangunan lain yang relatif paling bawah se-Indonesia, disamping 
relatif kurang tercapainya tujuan otsus yang tertulis dalam undang-undang. Oleh 
karena itu, perlu adanya evaluasi dari setiap tahap pelaksanaan pembangunannya 
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baik dari segi kualitas pengeluaran (seperti rasio belanja barang, jasa, dan modal), 
administrasi (kualitas pelayanan), maupun kelembagaannya (seperti kasus 
dugaan korupsi). Dimana hasil daripada evaluasi ini kemudian dapat dijadikan 
sebagai acuan dalam melanjutkan maupun pengaplikasian kebjiakan otonomi 
khusus di Papua maupun wilayah Indonesia lainnya. 
Kedua, rekomendasi diberikan juga kepada akademisi yang secara khusus 
mendalami baik dana otsus maupun perpajakan daerah di Papua ataupun wilayah 
lain di Indonesia. Rekomendasi kepada akademisi ini dibuat dengan mengingat 
adanya beberapa keterbatasan masalah yang dihadapi pada penelitian ini. 
Keterbatasan pertama dari segi data, dimana peneliti selanjutnya diharapkan 
mampu mengakomodir proses analisis dengan pendekatan data panel tidak 
seimbang akibat pemekaran kota dan kabupaten yang menyebabkan perbedaan 
jumlah individu dalam rentang waktu tertentu. Di samping itu, peneliti juga 
menyarankan terhadap penelitian sejenis untuk menggunakan data proyeksi 
pertumbuhan penduduk dengan basis yang sama selama periode otonomi khusus 
serta data keuangan yang lebih aktual dengan meilihat data realisasi APBD setiap 
kota dan kabupatennya. Serta, peneliti selanjutnya diharapkan juga mampu 
memfasilitasi analisis yang dilakukan per daerah untuk dapat mengetahui 
performa dan tantangan yang dihadapi oleh setiap daerah tersebut. 
Sebagaimana keterbatasan penelitian ini dalam mendefinisikan 
desentralisasi fiskal, pendakatan pendapatan bukanlah satu-satunya indikator 
yang dapat digunakan. Pendekatan pengeluaran, administrasi, bahkan 
kelembagaanya pun dapat menggambarkan kebijakan desentralisasi dengan lebih 
aktual. Sehingga, penelitian ini merekomendasikan pada penelitian selanjutnya 
untuk juga menggunakan indikator-indikator yang disebutkan dalam membangun 
model yang lebih komprehensif. Misal dalam penggambarannya, kebijakan 
otonomi khusus dapat diinterpretasikan juga melalui sisi pengeluaran dengan 
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memperhitungkan kualitas belanja barang dan jasa serta modal. Selain itu 
desentralisasi dapat diinterpretasikan melalui pendekatan administrasi seperti 
kualitas pelayanan serta pendekatan kelembagaan dan iklim politiknya. Hal ini 
tentu difungsikan sebagai salah satu alternatif untuk melihat desentralisasi dengan 
lebih akurat dan actual. Rekomendasi ini sejalan dengan tidak terbuktinya masalah 
simultanitas dalam model yang dibangun dan pada akhirnya tidak dapat 
membuktikan hubungan antara kebijakan otonomi khusus terhadap kapasitas 
pajak daerah. Dimana, pengembangan model dengan variabel yang lebih lengkap, 
disinyalir dapat menjadi solusi atas hubungan yang masih inconclusive ini. 
Kemudian penambahan variabel struktur ekonomi masyarakat selain sektor 
pertanian agar lebih mampu menggambarkan kondisi perekonomian yang 
berfungsi sebagai determinan dari pendapatan per kapita daerah maupun taxable 
capacity-nya. Adapun beberapa sektor yang dimaksud seperti seperti 
pertambangan, industri, pariwisata, maupun perdagangan. Selain itu, evaluasi 
otsus yang diterima daerah dapat dikaji dengan menggunakan sample yang 
berbeda, mengingat kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia tidak hanya 
berlaku pada Provinsi Papua dan Papua Barat. Hal ini bertujuan untuk 
mengevaluasi sekaligus membandingkan fenomena-fenomena desentralisasi 
asimetris yang ada di Indonesia dalam rangka peningkatan keberagaman 
khasanah studi desentralisasi di Indonesia. 
Terakhir, perlu adanya pengembangan penelitian mengenai kapasitas pajak 
daerah misalkan dengan menghitung tax effort masing-masing daerah. Selain 
diketahui taxable capacity yang sangat berperan dalam peningkatan pajak 
mencapai level optimalnya, penelitian tersebut dapat mengukur capaian pajak 
masing-masing daerah sebagai salah satu referensi fenomena horizontal fiscal 
imbalance sekaligus acuan pembuatan kebijakan dalam memotivasi daerah lain 
untuk bersaing secara sehat dalam usaha pengumpulan pajak daerah. Serta, 
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metode untuk mengestimasi hubungan jangka pendek dan panjang bahkan 
forecasting untuk beberapa periode ke depan dengan tujuan mengevaluasi 
keberhasilan peran dan kontribusi otonomi khusus dalam pembangunan dan 
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Lampiran 1. Objek Penelitian 
Objek penelitian terdiri dari 40 dari 42 kabupaten dan kota di Provinsi Papua 
dan Papua Barat. Dua kabupaten yang tidak masuk ke dalam objek penelitian 
adalah Kabupaten Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak. 
Kota/Kabupaten id Provinsi Kota/Kabupaten id Provinsi 
Fakfak 1 Papua Barat Mappi 22 Papua 
Kaimana 2 Papua Barat Asmat 23 Papua 
Teluk Wondama 3 Papua Barat Yahukimo 24 Papua 
Teluk Bintuni 4 Papua Barat Pegunungan Bintang 25 Papua 
Manokwari 5 Papua Barat Tolikara 26 Papua 
Sorong Selatan 6 Papua Barat Sarmi 27 Papua 
Sorong 7 Papua Barat Keerom 28 Papua 
Raja Ampat 8 Papua Barat Waropen 29 Papua 
Tambrauw 9 Papua Barat Supiori 30 Papua 
Maybrat 10 Papua Barat Mamberamo Raya 31 Papua 
Kota Sorong 11 Papua Barat Nduga 32 Papua 
Merauke 12 Papua Lanny Jaya 33 Papua 
Jayawijaya 13 Papua Mamberamo Tengah 34 Papua 
Jayapura 14 Papua Yalimo 35 Papua 
Nabire 15 Papua Puncak 36 Papua 
Kepulauan Yapen 16 Papua Dogiyai 37 Papua 
Biak Numfor 17 Papua Intan Jaya 38 Papua 
Paniai 18 Papua Deiyai 39 Papua 
Puncak Jaya 19 Papua Kota Jayapura 40 Papua 
Mimika 20 Papua Manokwari Selatan 41 Papua Barat 





Lampiran 2. Proses Eliminasi TFPUST dengan Metode VIF dan Data Mining 
Salah satu tahapan analisis yang perlu untuk dilakukan di awal adalah 
menentukan model persamaan yang akan digunakan pada tahap estimasi. Pasca 
penentuan persamaan 3 yang merupakan hasil dari uji lag optimal, uji selanjutnya 
adalah uji multikolinearitas yang akhirnya dapat disimpulkan bahwa persamaan 4 
adalah model persamaan terbaik. 
1 2 3
4 5 6 ( 1)
it it it it it
it it i t it
LPEMB OTSUS TFPUST TFPROV
LDEMO STRUK TFPROV e
   
   −
= + + +
+ + + +
 (3.1) 
Namun sebelumnya, tahapan yang tidak dicantumkan dalam penulisan tesis 
adalah proses eliminasi variabel lag selain variabel lag dari TFPROV akibat 
massive-nya multikolinearitas (persamaan 3.1) dan dropping variabel TFPUST 
akibat masih mengandung multikolinearitas yang ditunjukkan oleh nilai VIF 
sehingga menghasilkan persamaan 4. 
xviii 
Variable VIF 1/VIF 
TFPUST 19.06 0.052465 
STRUK 9.38 0.106571 
OTSUS 6.40 0.156146 
LDEMO 4.94 0.202353 
TFPROV 1.61 0.620940 
TFPROVLAG1 1.57 0.638250 
Mean VIF 7.16  
 
Proses eliminasi ini kemudian dipertegas dengan metode data mining 
sebagaimana yang disebutkan oleh (Gujarati, 2004) sebagai salah satu metode 
penentuan model yang baik dengan pendekatan bottom-up. Terlihat keberadaan 
TFPUST mampu membuat hasil estimasi menjadi tidak konsisten, sebagaimana 
yang ditunjukkan oleh hasil estimasi ke 5 dan 6 dibandingkan dengan hasil 
estimasi lainnya pada tabel berikut.  
 
VARIABLES 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
LPEMB LPEMB LPEMB LPEMB LPEMB LPEMB LPEMB 
LDEMO 
0.190*** 0.0915** 0.0886** 0.0849** 0.0393 0.0540 0.104** 
(0.0546) (0.0406) (0.0387) (0.0363) (0.0304) (0.0428) (0.0462) 
STRUK 
 -4.482*** -4.300*** -4.123*** -3.685*** -3.287*** -3.949*** 
 (1.143) (1.163) (1.129) (1.033) (0.953) (1.141) 
OTSUS 
  0.543* 0.744*** -0.237 -0.396 0.623** 
  (0.288) (0.278) (0.265) (0.302) (0.295) 
TFPROV 
   1.016*** -0.0613 0.0759 1.490*** 
   (0.392) (0.394) (0.386) (0.404) 
TFPUST 
    -1.671*** -1.874***  
    (0.345) (0.360)  
L.TFPROV 
     0.528* 0.423 
     (0.316) (0.346) 
Constant 
2.841*** 4.141*** 4.026*** 3.937*** 5.399*** 5.456*** 3.868*** 
(0.234) (0.388) (0.418) (0.409) (0.353) (0.367) (0.414) 
Observations 400 400 400 400 400 360 360 
Number of 
id 
40 40 40 40 40 40 40 
Robust standard errors in parentheses 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
 
 
Lampiran 3. Tahapan pengujian identifikasi rank 
 
Gujarati (2004) mengatakan bahwa matriks yang terbentuk disusun oleh variabel 
variable yang tidak termasuk dalam satu persamaan namun berada di persamaan 
lain dalam satu model. Merujuk pada tabel 16, dimana pada persamaan 6 variabel 
yang tidak termasuk dalam persamaannya adalah variabel RP. Sementara, untuk 
persamaan 7 excluded-variable yang dimaksud diantaranya adalah variabel 
OTSUS, TFPROV, dan TFPROVt-1. Adapun matriks-matriks yang terbentuk dan 
diberi nama sesuai dengan nomor persamaannya adalah sebagai berikut. 
 6 1EQ =   1 2 57EQ   = − − −  
Masing-masing matriks yang disebutkan memiliki satu baris, dimana determinan 
dari matriks pertama bernilai sesuai nilainya karena berordo 1x1 dan matriks 
berikutnya memiliki determinan yang bernilai tidak sama dengan nol akibat tidak 
dapat diidentifikasi. Yang artinya, persamaan 6 dan 7 dapat dikatakan identified. 
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Lampiran 4. Hasil estimasi dua persamaan 
 
Berikut merupakan hasil estimasi dari model simultan dengan menggunakan 
pendekatan OLS, akibat tidak terbuktinya variabel tingkat pembangunan sebagai 
variabel endogen. 
Hasil estimasi persamaan tahap pertama: 
 




                                                                              
         rho    .94280071   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .17083401
     sigma_u    .69356786
                                                                              
       _cons     3.868422   .4142088     9.34   0.000     3.056588    4.680256
       STRUK    -3.949416   1.140931    -3.46   0.001      -6.1856   -1.713232
       LDEMO     .1037581   .0462296     2.24   0.025     .0131497    .1943665
              
         L1.     .4225838   .3457034     1.22   0.222    -.2549824     1.10015
         --.     1.490296    .403639     3.69   0.000     .6991786    2.281414
      TFPROV  
              
       OTSUS     .6226136     .29487     2.11   0.035      .044679    1.200548
                                                                              
       LPEMB        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                                    (Std. Err. adjusted for 40 clusters in id)
corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2       =     0.0000
                                                Wald chi2(5)      =     110.63
     overall = 0.2113                                         max =          9
     between = 0.1856                                         avg =        9.0
     within  = 0.5799                                         min =          9
R-sq:                                           Obs per group:
Group variable: id                              Number of groups  =         40
Random-effects GLS regression                   Number of obs     =        360
. xtreg LPEMB OTSUS TFPROV L.TFPROV LDEMO STRUK, vce(robust)
                                                                              
         rho    .77564182   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .00779043
     sigma_u    .01448509
                                                                              
       _cons    -.0088805   .0222558    -0.40   0.690    -.0525011    .0347401
       STRUK    -.0142528   .0261482    -0.55   0.586    -.0655023    .0369967
       LDEMO     .0075828    .002505     3.03   0.002     .0026731    .0124926
    lpembhat     .0007671   .0046369     0.17   0.869     -.008321    .0098552
                                                                              
          RP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                                    (Std. Err. adjusted for 40 clusters in id)
corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2       =     0.0139
                                                Wald chi2(3)      =      10.62
     overall = 0.3178                                         max =          9
     between = 0.3580                                         avg =        9.0
     within  = 0.0536                                         min =          9
R-sq:                                           Obs per group:
Group variable: id                              Number of groups  =         40
Random-effects GLS regression                   Number of obs     =        360
. xtreg RP lpembhat LDEMO STRUK, vce(robust)
xx 
Sebagai perbandingan, penulis juga akan melampirkan hasil estimasi dengan 
pendekatan 2SLS, yang disebut Gujarati consistent but inefficient. 
                                                                               
Instruments:    LDEMO STRUK OTSUS TFPROV L.TFPROV
Instrumented:   LPEMB
                                                                              
         rho    .82125209   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .00757762
     sigma_u    .01624241
                                                                              
       _cons    -.0151728   .0230427    -0.66   0.510    -.0603356      .02999
       STRUK    -.0060868   .0241325    -0.25   0.801    -.0533857     .041212
       LDEMO     .0076967   .0025142     3.06   0.002      .002769    .0126245
       LPEMB      .001998   .0045982     0.43   0.664    -.0070143    .0110102
                                                                              
          RP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                                    (Std. Err. adjusted for 40 clusters in id)
corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2       =     0.0063
                                                Wald chi2(3)      =      12.35
     overall = 0.3879                                         max =          9
     between = 0.4342                                         avg =        9.0
     within  = 0.0818                                         min =          9
R-sq:                                           Obs per group:
Group variable: id                              Number of groups  =         40
G2SLS random-effects IV regression              Number of obs     =        360
                                                                              
       _cons     4.177175   .2105566    19.84   0.000     3.764491    4.589858
              
         L1.     .4038154   .4060008     0.99   0.320    -.3919315    1.199562
         --.     1.445016   .3935666     3.67   0.000       .67364    2.216393
      TFPROV  
              
       OTSUS     .5304032   .2645592     2.00   0.045     .0118768     1.04893
       STRUK    -4.221524   .5811654    -7.26   0.000    -5.360588   -3.082461
       LDEMO     .0097235    .036606     0.27   0.791    -.0620228    .0814699
                                                                              
       LPEMB        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                                                 Prob > chi2      =     0.0000
                                                 Wald chi(5)      =        140
                                                 Number of obs    =        360
First-stage G2SLS regression
. xtivreg RP (LPEMB=OTSUS TFPROV L.TFPROV) LDEMO STRUK, first vce(robust)
xxi 
Lampiran 5. Hasil estimasi persamaan struktural dengan variabel aktual 
 
Bagian ini menjelaskan bagaimana hasil estimasi jika dalam prosesnya dua model 
persamaan simultan ini dilakukan secara parsial, terlebih untuk persamaan regresi 
struktural. Jika pada lampiran 4 disebutkan bahwa estimasi pada pendekatan OLS 
menggunakan variabel LPEMB yang fitted atau sudah menjadi hasil estimasi 
persamaan tahap pertama, namun pada bagian ini persamaan struktural akan 
menggunakan variabel aktualnya LPEMB. 
 
Jika membandingkan dengan lampiran 4, hasil estimasi pada lampiran 5 ini tentu 
sangat berbeda. Jika sebelumnya hanya variabel LDEMO saja yang memiliki 
pengaruh terhadap peningkatan rasio pajak daerah, namun jika tidak 
menggunakan fitted variable seluruh variabel penjelas dari rasio pajak daerah 
memiliki pengaruh yang signifikan sekurang-kurangnya pada level 5%. 
                                                                              
         rho    .70695739   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .00764867
     sigma_u    .01188001
                                                                              
       _cons    -.0589666   .0200281    -2.94   0.003    -.0982209   -.0197122
       LDEMO     .0068738   .0022637     3.04   0.002     .0024371    .0113105
       STRUK     .0430045   .0184108     2.34   0.020     .0069199     .079089
       LPEMB     .0122835    .003992     3.08   0.002     .0044594    .0201077
                                                                              
          RP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                                    (Std. Err. adjusted for 40 clusters in id)
corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2       =     0.0052
                                                Wald chi2(3)      =      12.77
     overall = 0.4859                                         max =         10
     between = 0.5479                                         avg =       10.0
     within  = 0.1712                                         min =         10
R-sq:                                           Obs per group:
Group variable: id                              Number of groups  =         40
Random-effects GLS regression                   Number of obs     =        400






Lampiran 6. Data Penelitian 
Data yang dikompilasi tersebar pada website BPS pusat maupun daerah masing-masing serta DJPK Kemenkeu 
Kabupaten/Kota Tahun Provinsi Luas Daerah Penduduk 
Pendapatan Daerah 




(dalam juta rupiah) 
Dana Bagi Hasil Provinsi 
(dalam juta rupiah) 
Dana Otonomi Khusus 
(dalam juta rupiah) 
PDRB (dalam juta 
rupiah) 
Pertanian (dalam juta 
rupiah) 
Fakfak 2010 Papua Barat 11036,48 66393 628557,7922 1001702930 481006,338 617,079195 109654,8213 1972120 466847,9 
Fakfak 2011 Papua Barat 11036,48 68194 675014,9497 1135599790 556692,6399 4257,368093 99225,90754 2199300 465040,7 
Fakfak 2012 Papua Barat 8772,46 69516 748256,225 1965511198 603918,6782 28400,11474 96666,6155 2493820 484739,93 
Fakfak 2013 Papua Barat 11036,48 70902 852948,2882 4769736783 680926,1757 41190,94666 107540,1842 2851140 518029,52 
Fakfak 2014 Papua Barat 11036,48 72189 992905,227 5495083806 764683,3779 35273,02114 144210,931 3241779,63 579723,7 
Fakfak 2015 Papua Barat 11036,48 73468 1150700,709 5772243655 883039,9022 23330,60555 176088,656 3711530,83 649604,92 
Fakfak 2016 Papua Barat 11036,48 74772 1202756,092 6837407450 913356,5332 9191,727703 218817,965 4078847,29 713089,09 
Fakfak 2017 Papua Barat 14320 76102 1309272,986 12112972730 960832,3437 10799,94873 249685,4118 4495038,3 765675,4 
Fakfak 2018 Papua Barat 14320 77381 1220020,884 6287017640 875285,276 8990,474335 279791,39 4903045,8 813557,5 
Fakfak 2019 Papua Barat 14320 78686 1305790,182 7421940319 936790,6125 15034,91248 303495,7 5316210,01 861995,5 
Kaimana 2010 Papua Barat 16241,84 47107 591344,3068 832245890 465513,5223 503,638421 110594,8072 1126870 452047,9 
Kaimana 2011 Papua Barat 16241,84 47794 631299,8485 818230723 501331,7761 27330,44629 90002,43034 1229540 442866,8 
Kaimana 2012 Papua Barat 16241,84 49198 676064,0984 1147403097 545269,3594 1969,418841 110542,6095 1411620 470049,8 
Kaimana 2013 Papua Barat 16241,84 51100 799090,2997 1587138529 644074,2266 5572,261626 130219,5472 1586770 516128,4 
Kaimana 2014 Papua Barat 16241,84 52473 933950,629 2743254316 697397,817 8993,836897 198956,4951 1775159,03 546880,81 
Kaimana 2015 Papua Barat 16241,84 54165 921864,8513 4149009715 708111,3846 7652,009467 181422,6793 1984770 574690,31 
Kaimana 2016 Papua Barat 16241,84 55503 1011180,794 5456833738 765626,2465 7563,242248 197996,4259 2153068,36 601477,86 
Kaimana 2017 Papua Barat 16241,84 56882 1009646,939 4493281617 717735,2037 8929,219998 246345,4605 2365841,04 641613,63 
Kaimana 2018 Papua Barat 16241,84 58404 1002143,372 7762065562 709499,3827 7881,899423 244172,9003 2586738,09 681131,52 
Kaimana 2019 Papua Barat 16241,84 60216 1141744,265 6250899397 762805,8763 12543,31599 325227,5575 2788167,75 721863,5 
Teluk Wondama 2010 Papua Barat 3959,53 26425 413733,8703 744532859 326202,0674 387,799558 56401,57594 646650 266108,2 
Teluk Wondama 2011 Papua Barat 3959,53 27104 358903,2274 1113412972 266124,1236 5352,601922 82682,91086 704250 282333,93 
Teluk Wondama 2012 Papua Barat 3959,53 27820 516166,0967 2333108868 437806,7152 2621,172185 66363,9774 792940 295724,02 
Teluk Wondama 2013 Papua Barat 3959,53 28534 607027,1758 2036411353 522288,4998 5432,098579 70830,25043 903010 308262,34 
Teluk Wondama 2014 Papua Barat 3959,53 29098 643960,4095 1725401003 528655,6577 6349,177126 94609,985 1012730 368384 
Teluk Wondama 2015 Papua Barat 3959,53 29791 684439,3929 2751438731 514095,1895 41963,72777 83455,9022 1098150 383777,71 
Teluk Wondama 2016 Papua Barat 3959,53 30490 777305,5989 4529790497 603176,966 16259,64117 90532,999 1211720 413952,51 
Teluk Wondama 2017 Papua Barat 3959,53 31072 761810,5194 3433985874 537923,7167 6293,142495 130475,669 1339440 441590,72 
Teluk Wondama 2018 Papua Barat 3959,53 31769 852864,1671 4006947400 638363,7638 12199,51122 122925,06 1450840 473494,52 
Teluk Wondama 2019 Papua Barat 3950,53 32521 967052,4038 5250737710 671606,5315 70186,94055 198698,0332 1562744,97 509790,48 
Teluk Bintuni 2010 Papua Barat 20840,83 52619 757273,3775 692005873 641040,7389 0 95314,58092 18344450 579458,2 
Teluk Bintuni 2011 Papua Barat 20840,83 53967 880171,9646 2577646788 732137,687 2771,691638 117004,9036 19674640 586305,5 
Teluk Bintuni 2012 Papua Barat 20840,83 55295 844817,712 9557622418 682713,9985 3113,222777 136783,7263 20645880 611166,2 
Teluk Bintuni 2013 Papua Barat 20840,83 56597 1451018,581 12006577398 1157454,382 38847,49034 219566,1923 22631300 658904,86 
Teluk Bintuni 2014 Papua Barat 20840,83 57922 1501071,831 12360168603 1081628,755 7663,386912 369151,7177 23027383,23 721574,7 
Teluk Bintuni 2015 Papua Barat 20840,83 59196 1755790,186 9532117859 1350640,564 6963,827834 310380,5994 23984308,2 775268,28 
Teluk Bintuni 2016 Papua Barat 20840,83 60400 1846327,648 13337121865 1435614,541 7790,212886 213584,54 24644843,79 796778,42 
Teluk Bintuni 2017 Papua Barat 20840,83 61794 1989802,112 18799673308 1420598,278 381244,9475 144416,1828 25877170,93 848251,72 
Teluk Bintuni 2018 Papua Barat 20840,83 63091 1827939,268 24253417773 1394889,164 9762,994171 230149,8731 28998662,89 909857,51 
Teluk Bintuni 2019 Papua Barat 20840,83 64406 2960768,73 37469399017 1898778,197 19207,78978 847419,9146 31392444,58 970371,47 
Manokwari 2010 Papua Barat 14250,94 138184 758846,7556 5529079488 568964,8376 20809,20413 140308,7407 4131910 813451,41 






Kabupaten/Kota Tahun Provinsi Luas Daerah Penduduk 
Pendapatan Daerah 




(dalam juta rupiah) 
Dana Bagi Hasil Provinsi 
(dalam juta rupiah) 
Dana Otonomi Khusus 
(dalam juta rupiah) 
PDRB (dalam juta 
rupiah) 
Pertanian (dalam juta 
rupiah) 
Manokwari 2012 Papua Barat 8772,46 146075 938289,8605 10021214863 743410,3816 9259,703881 132406,743 4712360 699639,01 
Manokwari 2013 Papua Barat 8664,76 150179 1025686,739 6687073065 825564,8019 13875,39947 166340,5785 5460980 763802,46 
Manokwari 2014 Papua Barat 3186,28 154296 842863,4572 20839656684 545433,8022 21100,88574 206025,5887 6315939 852597 
Manokwari 2015 Papua Barat 3186,28 158326 1007027,795 16819408088 669563,1441 19689,48127 179587,59 6962653 931568 
Manokwari 2016 Papua Barat 3186,28 162578 1053410,439 20474054756 680384,631 29010,76636 177978,733 7618978 996078,34 
Manokwari 2017 Papua Barat 3186,28 166780 1008747,574 42152483349 726254,1441 24494,63103 149187,332 8380671,2 1134012,81 
Manokwari 2018 Papua Barat 3186,28 170897 1191161,18 43521842104 741699,9156 22987,19214 171334,691 9217626,19 1223701,04 
Manokwari 2019 Papua Barat 3186,28 175178 1368906,301 50978235100 858054,4992 48007,69953 319840,1322 10078329,99 1309511,8 
Sorong Selatan 2010 Papua Barat 3946,94 38121 469337,5754 23510000 285928,4472 387,799558 102151,8005 727640 249238,3 
Sorong Selatan 2011 Papua Barat 3946,94 39071 504364,3666 58737166 410233,7479 2668,287714 63077,44282 817410 267310,6 
Sorong Selatan 2012 Papua Barat 6594,31 40110 564743,0469 128489597 448443,048 24416,85506 76445,25992 917980 274590,1 
Sorong Selatan 2013 Papua Barat 3946,94 41085 626315,0854 663174863 491990,8105 32903,88353 81947,86964 1029800 297303,5256 
Sorong Selatan 2014 Papua Barat 6594,31 42028 693429,44 7295118163 527199,8792 28037,71775 111387,6526 1178264,78 332653,22 
Sorong Selatan 2015 Papua Barat 6594,31 43036 804318,8064 586311937 608051,5568 44785,85728 98642,304 1337798,77 360403,9 
Sorong Selatan 2016 Papua Barat 6594,31 43896 892175,0221 2231810053 659555,2188 18449,24028 105428,235 1482857,55 383976,78 
Sorong Selatan 2017 Papua Barat 6594,31 45019 868080,6819 845319303 593602,4907 70114,59714 90535,32525 1629527,3 411022,5 
Sorong Selatan 2018 Papua Barat 6594,31 46021 887995,5134 1137055283 609208,603 16623,78795 232778,942 1762760,3 438492,7 
Sorong Selatan 2019 Papua Barat 6594,31 46922 1053787,584 1177380609 677957,4793 74331,46597 258349,401 1914744,08 470829,9 
Sorong 2010 Papua Barat 7415,29 70866 653383,578 359836889 447386,8226 806,450083 63236,77293 7176900 648186,15 
Sorong 2011 Papua Barat 7415,29 72816 833222,8644 2109771466 617996,2014 4847,802916 66051,06174 7700200 648099,36 
Sorong 2012 Papua Barat 6544,23 74780 939318,8767 2188825251 705750,0847 5125,319291 186379,6749 7774510 684387,41 
Sorong 2013 Papua Barat 7415,29 76669 1299507,343 10882440882 904370,6235 4238,814724 325583,9029 8107140 730140 
Sorong 2014 Papua Barat 6544,23 78698 1249488,875 6338711187 851772,4346 10843,02555 305058,9755 8738611,41 815737,99 
Sorong 2015 Papua Barat 6544,23 80695 1431608,358 9200813371 923578,2347 40871,32542 394029,4714 9074373,78 881337,9 
Sorong 2016 Papua Barat 6544,23 82784 1429486,253 13104574829 1015180,22 10034,91278 190046,4952 8941760,32 912959,61 
Sorong 2017 Papua Barat 6544,23 84906 1616710,354 9300442393 863440,6061 11925,85583 475773,4751 9433606,18 972142,94 
Sorong 2018 Papua Barat 6544,23 86994 1416734,51 12148554780 962867,1948 183239,9643 196048,7107 10489538,54 1014693,65 
Sorong 2019 Papua Barat 6544,23 88927 1761059,377 14302794211 1074919,593 193412,1289 401082,458 11081852,29 1120203,2 
Raja Ampat 2010 Papua Barat 8034,44 42076 653949,0563 1181910692 469276,4034 50352,34351 114753,4642 1860430 462366,9 
Raja Ampat 2011 Papua Barat 8034,44 43320 669117,4825 921137976 529108,5619 769,822233 62942,06961 1821500 461217,3 
Raja Ampat 2012 Papua Barat 8034,44 43902 727400,8281 1075549988 592897,0596 0 74924,3789 1954960 495570,2 
Raja Ampat 2013 Papua Barat 8034,44 44568 840353,3439 2157611801 727165,865 2372,14972 87089,64562 2115070 538181,9 
Raja Ampat 2014 Papua Barat 8034,44 45310 939205,9589 2581820424 767654,5771 35555,3595 111852,222 2297352 609729,4 
Raja Ampat 2015 Papua Barat 8034,44 45923 1145654,334 1755351238 910079,2889 46728,46048 116517,478 2336435,2 666759 
Raja Ampat 2016 Papua Barat 8034,44 46613 1203550,369 3034924723 942033,0765 18311,60928 188229,219 2416183,1 727989,9 
Raja Ampat 2017 Papua Barat 8034,44 47301 1163452,153 3409649758 807691,0106 162288,6939 128303,7686 2472277,6 787090,2 
Raja Ampat 2018 Papua Barat 8034,44 47885 1204953,469 5755276557 882326,0199 29737,78907 258140,4964 2703433,4 815918,3 
Raja Ampat 2019 Papua Barat 8034,44 48493 1425399,564 8301675246 1005539,021 98601,34044 279936,666 2948891,29 862615,7 
Tambrauw 2010 Papua Barat 5179,65 12961 236596,2403 0 146084,4085 0 61454,475 90170 40493,17 
Tambrauw 2011 Papua Barat 5179,65 13163 463551,1214 0 326834,1859 2394,772084 130964,9867 99760 42251,35 
Tambrauw 2012 Papua Barat 11529,18 13199 499707,8618 2300000 416803,8967 684,106411 75506,59014 111810 44383,31 
Tambrauw 2013 Papua Barat 5179,65 13376 629297,4173 49600000 504526,4955 20378,64979 65055,30554 125400 47918,43 
Tambrauw 2014 Papua Barat 11529,18 13497 665913,5153 0 501207,4182 27489,76183 126304,246 142263,15 53345,42 
Tambrauw 2015 Papua Barat 11529,18 13615 745358,6952 6037998250 508113,1008 44955,92362 105176,5256 160918,55 58036,8 
Tambrauw 2016 Papua Barat 11529,18 13699 934477,6367 74643030 642634,0007 17540,22899 112235,482 174984,6 61196,9 
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Pendapatan Daerah 
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(dalam juta rupiah) 
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Tambrauw 2018 Papua Barat 11529,18 13804 1056301,869 321645531 743989,2514 6707,330602 296343,6895 212314,68 68874,27 
Tambrauw 2019 Papua Barat 11529,18 13879 1187896,931 1245745081 786120,6335 62125,284 137286,69 236188,78 73851,86 
Maybrat 2010 Papua Barat 5461,69 33332 259675,4892 0 190268,4507 0 35000 288030 115299,4 
Maybrat 2011 Papua Barat 5461,69 34216 496254,2368 0 399448,3624 5199,246337 89222,49757 314870 120491,2 
Maybrat 2012 Papua Barat 5461,69 35004 432165,0102 0 346855,5248 20812,4711 60036,81106 346210 125814,3 
Maybrat 2013 Papua Barat 5461,69 35798 646731,7258 500000 499306,1486 52934,29135 81764,35268 382530 132554,7 
Maybrat 2014 Papua Barat 5461,69 36601 753863,1636 70400000 637794,8434 3584,310282 94369,2165 431929,08 147375,6 
Maybrat 2015 Papua Barat 5461,69 37529 934452,2544 929681597 712282,6441 4890,171356 199705,3482 488140,63 157373,7 
Maybrat 2016 Papua Barat 5461,69 38377 1043517,115 25700000 783205,7988 9346,607212 113050,96 544947,43 171166,4 
Maybrat 2017 Papua Barat 5461,69 39191 994649,5997 50000000 631416,9639 3522,522684 120261,1298 608825,5 185305,1 
Maybrat 2018 Papua Barat 5461,69 40102 932224,828 426537116 584989,2002 15777,48343 148459,001 677028 202530,6 
Maybrat 2019 Papua Barat 5461,69 40899 1097123,845 45368604 666109,2514 76790,79334 346889,0229 737357,32 217200,2 
Kota Sorong 2010 Papua Barat 656,64 193168 541382,7024 4513840772 342710,8179 0 72676,93429 4996510 436156,3 
Kota Sorong 2011 Papua Barat 656,64 198990 570926,1803 9259567134 401315,5785 12289,84968 132178,5199 5573010 524793,5 
Kota Sorong 2012 Papua Barat 656,64 205684 626378,4127 11493050866 466775,1718 14693,85287 121070,7856 6438530 568289,9 
Kota Sorong 2013 Papua Barat 656,64 211840 762887,5861 14244736024 555319,2646 19775,06571 131517,3871 7656830 645220,9 
Kota Sorong 2014 Papua Barat 656,64 218799 871468,1189 26082507855 559912,5601 33493,40201 174086,202 9279096,93 769541,24 
Kota Sorong 2015 Papua Barat 656,64 225588 864040,1496 28315957418 578302,9146 30685,85113 168828,002 10878421,38 863515,43 
Kota Sorong 2016 Papua Barat 656,64 232833 948125,278 31545550721 695651,3601 19210,6461 135981,208 12363348,45 940001,93 
Kota Sorong 2017 Papua Barat 656,64 239815 996924,4545 39143234013 650740,8394 32782,41043 142216,3668 13821686,53 1028300,95 
Kota Sorong 2018 Papua Barat 656,64 247084 949882,3394 47587204781 627110,991 30568,02357 158622,035 15097466,21 1074625,42 
Kota Sorong 2019 Papua Barat 656,64 254294 1173312,527 52430424742 748967,2588 56501,24983 164852,857 15865130,74 1444662,67 
Merauke 2010 Papua 46791,63 197301 1072943,274 7232901663 867134,9677 98505,28338 12221,96485 5393470 1913019,7 
Merauke 2011 Papua 47406,9 201786 1151437,801 10285606498 931377,5259 9317,822726 104222,628 5954130 1995699,3 
Merauke 2012 Papua 47406,9 205881 1269177,835 12270479327 1031266,648 35310,56546 112725,97 6765450 2135830,9 
Merauke 2013 Papua 47406,9 209980 1535518,116 15210306837 1291832,55 29516,50964 121537,256 7802710 2335086,06 
Merauke 2014 Papua 47406,9 213484 1822261,31 15197937677 1444880,27 80872,8405 157247,585 8898608,354 2527674,372 
Merauke 2015 Papua 47406,9 216585 1999919,12 22089483232 1577351,007 28442,86321 217643,502 10355150,54 2852684,415 
Merauke 2016 Papua 47406,9 220006 1967057,544 25041511626 1501282,416 24789,07212 241246,6404 11677522,24 3054829,242 
Merauke 2017 Papua 47406,9 223389 1894986,652 27014299699 1487105,677 26239,32019 198753,842 12880597,72 3129219,61 
Merauke 2018 Papua 47406,9 225714 2142464,499 31394531382 1617965,852 59379,25644 303480,855 14528517,92 3434992,942 
Merauke 2019 Papua 46074,63 227411 2130019,808 49661319446 1558588,531 51336,60935 300900,2341 16009245,66 3650067,6 
Jayawijaya 2010 Papua 8496 197719 653964,2082 1837844291 508221,4269 3142,515756 118240,8657 2758220 474661,1018 
Jayawijaya 2011 Papua 2331,19 198978 720823,5927 2644844681 551851,8882 2003,359342 139203,9074 3083590 535714,1913 
Jayawijaya 2012 Papua 2331,19 201098 686830,542 3584793761 567591,0322 3436,475704 90086,0997 3546250 602565,3 
Jayawijaya 2013 Papua 2331,19 203085 970964,2709 6487545764 757350,2994 5401,829611 99978,395 4124300 684491,2 
Jayawijaya 2014 Papua 2331,19 204112 1067154,646 11136140360 770727,2158 12639,40656 181170,364 4755594,22 754092,7 
Jayawijaya 2015 Papua 2331,19 206320 1335006,06 15329193220 884456,4349 10414,04927 119009,304 5416220,09 821723,25 
Jayawijaya 2016 Papua 2331,19 210229 1467240,987 15700496821 1028322,141 14722,86087 313411,311 6130625,98 873515,38 
Jayawijaya 2017 Papua 2331,19 212811 1496028,527 19450291422 913686,129 129829,6848 124540,104 6802801,85 942254,56 
Jayawijaya 2018 Papua 2331,19 214994 1561012,274 16061260734 1039539,626 62072,06909 366223,045 7604070,79 1003825,48 
Jayawijaya 2019 Papua 2742,58 217887 1501399,916 15974959609 1059359,379 32875,54907 332033,0475 8339716,99 1042572,3 
Jayapura 2010 Papua 14350,95 112877 667033,4571 4701707092 485900,0081 21724,26284 127864,2543 4457370 611232,08 
Jayapura 2011 Papua 14390,16 114509 709538,1301 5493359441 517659,8505 23475,81908 143692,7344 5218040 696316,49 
Jayapura 2012 Papua 14390,16 116491 751825,6106 8593187623 598279,6677 24665,74162 96335,8664 6067670 1514992,6 
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Jayapura 2014 Papua 14390,16 119383 1003664,253 28247804695 708726,2434 63020,58232 151783,936 8450280 1166816,62 
Jayapura 2015 Papua 14390,16 121410 1186438,268 20437426649 832967,4676 16801,87526 180192,35 9976820 2399302,15 
Jayapura 2016 Papua 14390,16 123780 1409107,491 27171795078 1020402,973 16041,81076 228539,531 11510820 2559527,94 
Jayapura 2017 Papua 14390,16 125975 1226783,965 35672561883 853090,1925 16567,37918 240988,5692 12844450 2701061,69 
Jayapura 2018 Papua 14390,16 128587 1284760,057 38851922230 899015,9663 39947,86774 256808,3538 14522300 2908640 
Jayapura 2019 Papua 14048,15 131802 1296300,298 38880544593 915331,933 37209,70483 195468,9869 16429067,51 3051360 
Nabire 2010 Papua 11544,68 130900 630821,0749 2870135731 487362,0371 4066,894595 125320,7945 4098480 823758,6 
Nabire 2011 Papua 4549,75 132283 706198,7696 4589666336 552604,0297 6052,869491 130262,2001 4528050 913593,5 
Nabire 2012 Papua 4549,75 134610 743833,4895 6664577897 611935,9321 7927,096039 85357,7723 5114610 999408,6 
Nabire 2013 Papua 4549,75 137283 816661,699 5676501572 663160,5862 14198,3763 100815,551 5892310 1113329,1 
Nabire 2014 Papua 4549,75 137776 1054229,417 19859537217 773528,4801 93874,1141 139456,762 6708979,636 1216230 
Nabire 2015 Papua 4549,75 140178 1188833,025 8836209241 823539,3754 18758,3229 173068,065 7707044,847 1381610 
Nabire 2016 Papua 4549,75 142795 1269110,037 9104063450 1000191,238 18711,0976 186523,181 8617129,056 1518980 
Nabire 2017 Papua 4549,75 145101 1231469,575 15008237472 991021,363 18820,57054 172004,68 9483997,586 1611290 
Nabire 2018 Papua 4549,75 147921 1316572,373 14124439021 1039199,981 137785,8079 76528,37903 10349894,99 1725250 
Nabire 2019 Papua 12010,65 150308 1343320,377 19004630811 1076882,536 87887,17062 110979,996 11099376,18 1830689 
Kepulauan Yapen 2010 Papua 2424,558 83606 486894,3087 594690200 370060,5488 92965,29119 3821,231424 1749770 421000,56 
Kepulauan Yapen 2011 Papua 4936,37 85010 540943,5286 659708230 416327,8915 2827,513875 110296,4922 1932320 478146,57 
Kepulauan Yapen 2012 Papua 4936,37 86618 558197,6518 2259869999 456669,769 4056,807884 84634,7125 2127490 532991 
Kepulauan Yapen 2013 Papua 4936,37 88187 620039,2911 3084026203 486979,8955 3969,79029 96752,665 2371964,37 596357,42 
Kepulauan Yapen 2014 Papua 4936,37 89994 802455,0781 5055055930 592731,3992 7850,013206 122610,882 2667422,48 675749,91 
Kepulauan Yapen 2015 Papua 4936,37 91404 1034831,63 6426905674 715602,3538 8718,530651 129681,166 3012889,44 770478,3 
Kepulauan Yapen 2016 Papua 4936,37 93114 1084069,955 7280322879 790756,5611 9215,217248 94656,505 3347134,84 845489,15 
Kepulauan Yapen 2017 Papua 4936,37 95007 1091604,399 4737568003 704920,0975 8377,503069 147005,842 3610759,64 902127,54 
Kepulauan Yapen 2018 Papua 4936,37 97412 1054783,781 5909643072 765097,0616 26073,12057 94656,505 3907656,82 958848,46 
Kepulauan Yapen 2019 Papua 2406,73 101204 985092,2121 9102353107 726587,1458 17137,79532 45992,77523 4239549,48 1021114,87 
Biak Numfor 2010 Papua 1965,053 127779 551649,4924 2078738067 414861,4138 81960,773 5678,645991 2489810 665096,2 
Biak Numfor 2011 Papua 13017,45 130089 580519,4049 2193379954 469216,4524 29718,22432 66608,14834 2699170 737977,6 
Biak Numfor 2012 Papua 13017,45 132382 648143,4756 3817348210 542073,7239 23717,90121 67562,7484 3046780 798767,1 
Biak Numfor 2013 Papua 13017,45 135080 709243,8257 5444271015 581098,4574 8927,675387 76167,939 3441610,16 837003,09 
Biak Numfor 2014 Papua 13017,45 135831 839614,4062 8026298472 630678,0235 59610,00062 100104,193 3936316,95 937517,99 
Biak Numfor 2015 Papua 13017,45 139171 1101440,281 7822009120 785799,951 45275,2607 135891,498 4526120,18 957675,56 
Biak Numfor 2016 Papua 13017,45 141801 1130264,813 9207883199 815660,2594 191219,1779 100104,193 5052004,12 979704,53 
Biak Numfor 2017 Papua 13017,45 144697 1198940,143 8170210210 838686,8059 48718,23098 291001,188 4991922,71 989617,6 
Biak Numfor 2018 Papua 13017,45 148404 1250646,807 7858114423 814528,2134 120925,3662 298889,823 5183882,22 995928,71 
Biak Numfor 2019 Papua 2229,24 152401 1307652,086 12156435054 901601,683 33205,70815 234974,7676 5475997,12 1021340,07 
Paniai 2010 Papua 11479,21 154716 428829,1102 442677000 289271,9729 2159,160656 114649,4194 1728670 230237,6 
Paniai 2011 Papua 20686,54 155481 661310,793 512402909 514422,6567 1634,747473 113593,3439 1824280 248791 
Paniai 2012 Papua 20686,54 158120 664093,5661 256467000 551877,7795 1617,695124 84423,2641 1968200 257585,1 
Paniai 2013 Papua 20686,54 161324 705732,7186 130310000 576104,0785 2477,333083 84271,824 2211130 287659,8 
Paniai 2014 Papua 20686,54 162489 822202,0058 151060000 658518,5138 6996,02142 118288,775 2532722,8 314332,8 
Paniai 2015 Papua 20686,54 164280 958842,1537 284075000 714901,6239 7161,713025 146411,387 2917584 347142,5 
Paniai 2016 Papua 20686,54 167325 1158328,502 436477505 848283,104 9569,997401 266901,111 3279409 362821,6 
Paniai 2017 Papua 20686,54 170193 1247819,81 79042424 878194,2624 11242,21885 306456,434 3529979,29 374218,6 
Paniai 2018 Papua 20686 173392 1240048,974 96129127,6 831998,9486 85819,48209 288964,326 3894878,91 395037,77 
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Puncak Jaya 2010 Papua 5329,296 102002 613953,9228 83420000 474117,3591 125848,3433 2092,202686 684340 206937,7 
Puncak Jaya 2011 Papua 2446,5 104896 697017,1096 161480000 553725,9426 1612,273263 126898,631 725490 225443,6 
Puncak Jaya 2012 Papua 2446,5 107785 692136,3613 298396000 594956,0606 1552,171199 90172,5507 773780 232306,7 
Puncak Jaya 2013 Papua 2446,5 112010 833221,9755 232202500 684464,6386 2402,15019 85276,304 832808,3532 247188,9 
Puncak Jaya 2014 Papua 2446,5 113280 1003020,128 837038816 813362,3292 5772,144753 133692,22 903182,9954 256770,3 
Puncak Jaya 2015 Papua 2446,5 115310 1265331,725 960548383 906932,1877 5109,273842 128607,663 1027185,632 282234,4 
Puncak Jaya 2016 Papua 2446,5 119779 1423942,875 698053433 1035305,739 7785,414988 128559,753 1124021,233 304527,98 
Puncak Jaya 2017 Papua 2446,5 123591 1259626,254 368138060 836541,5773 283734,6121 128559,753 1207060,976 317166,12 
Puncak Jaya 2018 Papua 2446,5 126113 1438022,663 580717994 945851,0047 348191,1391 128559,753 1300994,67 327218,53 
Puncak Jaya 2019 Papua 5019,67 129300 1310826,41 370384491 942157,4762 13495,98905 345112,1181 1406740,9 336500 
Mimika 2010 Papua 22903,78 183491 1225224,708 55665685102 1032029,298 15639,75277 77844,75307 62645720 804034,47 
Mimika 2011 Papua 2300,37 187779 1301645,608 92689705462 1054252,585 8526,768808 111877,7284 53230350 906077,34 
Mimika 2012 Papua 2300,37 191606 1350576,695 1,47207E+11 887642,0921 32387,36482 84608,3237 49824280 987966,64 
Mimika 2013 Papua 2300,37 196401 1433043,626 97314636138 1133290,604 59163,25882 97159,709 52253889,21 1031708,98 
Mimika 2014 Papua 2300,37 199311 1755076,792 1,32968E+11 1364192,532 51462,98899 124659,132 50328017,51 1073555,73 
Mimika 2015 Papua 2300,37 201677 2169923,976 2,31409E+11 1612182,003 34786,17692 161543,522 54248327,96 1239283,72 
Mimika 2016 Papua 2300,37 205591 2611660,907 1,84267E+11 2055996,612 57927,50819 192364,114 64963006 1370746,22 
Mimika 2017 Papua 2300,37 210413 1879364,578 2,69178E+11 1269519,985 35093,55324 208279,4574 74227269,06 1426846,37 
Mimika 2018 Papua 2300,37 215493 3027516,432 1,79031E+11 2363860,856 76586,14642 244943,6243 85333875,01 1476217 
Mimika 2019 Papua 18675,95 219689 3035206,043 2,01735E+11 2121237,593 428101,7555 175158,032 54831757,54 1502392,38 
Boven Digoel 2010 Papua 27880,73 56300 741991,7993 934491143 633180,1938 588,037 45133,89705 2222230 598923,91 
Boven Digoel 2011 Papua 24665,98 57997 736558,523 1363147137 669018,8522 0 57980,2954 2423130 640896,59 
Boven Digoel 2012 Papua 24665,98 59288 820036,0654 5298799836 713069,3449 2689,334984 79348,8314 2613080 692980,49 
Boven Digoel 2013 Papua 24665,98 60403 912717,4665 1816697812 810932,6576 5229,173599 82653,218 2862253,952 747087,13 
Boven Digoel 2014 Papua 24665,98 61283 1070791,443 2323868207 881473,8471 70335,51782 105998,955 3186378,272 850086,09 
Boven Digoel 2015 Papua 24665,98 63020 1110324,913 2561681508 922107,4595 5854,561452 141455,214 3546398,563 954916,25 
Boven Digoel 2016 Papua 24665,98 64674 1269334,151 3248785781 1029364,138 7133,897752 176411,968 3918084,445 1036283,07 
Boven Digoel 2017 Papua 24665,98 66209 1258305,009 4009711022 999659,277 27189,0244 197328,129 4264634,005 1110161,951 
Boven Digoel 2018 Papua 24665,98 67717 1321709,588 11431458683 1043213,884 28988,63474 208382,24 4572634,52 1147936,387 
Boven Digoel 2019 Papua 23621,52 69211 1343962,694 6030253291 1080661,548 18812,39534 196188,8423 4891628,16 1225171,84 
Mappi 2010 Papua 25944,01 82302 639483,9715 2389469619 541018,0668 4234,986529 82451,234 1081640 351718 
Mappi 2011 Papua 23178,45 84413 774202,3127 2644747372 642779,127 1819,962091 113158,633 1201750 378926,04 
Mappi 2012 Papua 23178,45 86413 800938,5427 2595482260 705407,8922 2000,097329 79727,5267 1340380 402036,99 
Mappi 2013 Papua 23178,45 88006 884593,2608 2990035230 772861,4484 3446,060514 86883,25 1473213,17 413920,7 
Mappi 2014 Papua 23178,45 89790 1011064,278 2791815743 853330,9333 6531,442998 116257,07 1686577,66 445189,99 
Mappi 2015 Papua 23178,45 91876 1163956,047 2997389143 962759,4448 27888,03709 110148,914 1936393,54 512985,78 
Mappi 2016 Papua 23178,45 93592 1251453,442 2233813748 1065869,585 7979,582719 111382,71 2171824,81 551321,74 
Mappi 2017 Papua 23178,45 94671 1213496,915 1892585228 909973,1498 12740,80898 130053,2157 2428701,71 576348,82 
Mappi 2018 Papua 23178,45 99599 1344443,432 2832737376 990570,6087 8804,948167 279260,5159 2674530,24 595877,1 
Mappi 2019 Papua 22979,35 103292 1391883,311 3123302269 1039815,101 15363,13633 242608,3384 2953669,91 610684,81 
Asmat 2010 Papua 18427,31 77278 743107,8468 159293400 658311,2054 63945,15899 2883,026119 893970 262544,17 
Asmat 2011 Papua 24687,57 81398 858195,0895 240944766 714735,3795 1738,138045 125395,3065 1009920 272157,43 
Asmat 2012 Papua 24687,57 83316 880034,1833 186750974 769557,1713 1512,210566 86343,0494 1161770 285796,52 
Asmat 2013 Papua 24687,57 85000 1007802,534 246507690 884052,1205 0 94590,23637 1305826,869 310987,5555 
Asmat 2014 Papua 24687,57 86614 1149005,675 405127312 959895,9889 5362,021648 120484,6108 1483584,713 327541,4097 
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Asmat 2016 Papua 24687,57 90316 1501875,953 736255669 1312027,747 7455,295129 110686,147 1842545,278 391271,1825 
Asmat 2017 Papua 24687,57 92909 1486613,797 1696266749 1058787,298 82305,67159 113186,147 2038249,151 399698,9058 
Asmat 2018 Papua 24687,57 95606 1488259,823 2313419149 1064644,298 178654,563 200603,058 2258836,803 401234,4065 
Asmat 2019 Papua 26118,09 97490 1482310,094 3549886487 1058910,53 125794,7565 246961,264 2469649,88 405492,14 
Yahukimo 2010 Papua 12955,75 165912 635175,5887 1221015618 523649,0546 2112,590283 96804,32892 354870 256948,9 
Yahukimo 2011 Papua 15057,9 168706 652224,611 794320395 554554,4997 1606,170203 88053,05 413210 292369,5 
Yahukimo 2012 Papua 15057,9 171620 722665,3062 1233492148 625332,963 1513,251088 83022,49925 499750 326840,9 
Yahukimo 2013 Papua 15057,9 175086 829909,7652 599976368 706206,5096 2430,194166 86640,428 1076035,55 263627,3 
Yahukimo 2014 Papua 15057,9 178193 915520,0869 454559331 762514,4746 7206,792172 116073,147 1181289,92 286383,13 
Yahukimo 2015 Papua 15057,9 181326 1166478,443 3032274349 866336,9585 6645,897911 248130,36 1310493,23 311515,03 
Yahukimo 2016 Papua 15057,9 184217 1449863,677 2703013314 978819,7117 10246,33178 411195,366 1470157,03 332052,32 
Yahukimo 2017 Papua 15057,9 187021 1575763,136 1522099276 932274,0166 125289,2102 494749,739 1620159,59 349460,59 
Yahukimo 2018 Papua 15057,9 189092 1647187,632 2024889769 1087120,863 63163,23458 468647,526 1764265,61 365374,61 
Yahukimo 2019 Papua 15978,8 190887 1624166,785 5094007774 1073398,678 13032,33248 471532,9721 2420241,3 473495 
Pegunungan Bintang 2010 Papua 16043,91 65982 696540,5504 0 587834,8286 2061,787114 95266,01113 839280 215931,8 
Pegunungan Bintang 2011 Papua 14655,36 66900 742699,5396 0 633780,542 1309,580885 94071,10487 918280 229976,12 
Pegunungan Bintang 2012 Papua 14655,36 67920 666450,2107 0 598883,4933 769,595844 62118,52965 995290 245213,52 
Pegunungan Bintang 2013 Papua 14655,36 69304 1033664,092 0 927679,6324 2146,050691 86868,834 1076035,55 263627,3 
Pegunungan Bintang 2014 Papua 14655,36 70697 1136356,168 780347874 988932,6037 4651,372283 114477,328 1181289,92 286383,13 
Pegunungan Bintang 2015 Papua 14655,36 71710 1277661,373 1249134763 1011663,634 13345,15353 115044,2565 1310493,23 311515,03 
Pegunungan Bintang 2016 Papua 14655,36 72511 1497396,486 602215118 1158348,807 30651,94371 115527,328 1470157,03 332052,32 
Pegunungan Bintang 2017 Papua 14655,36 73473 1519479,175 553410985 1045435,99 119384,0618 122403,528 1620159,59 349460,59 
Pegunungan Bintang 2018 Papua 14655,36 74396 1560639,229 350272954 1170192,599 43836,58512 114477,328 1764265,61 365374,61 
Pegunungan Bintang 2019 Papua 15043,96 75788 1551460,114 259444536 1203160,923 11780,82261 315872,2612 1915536,25 379161,22 
Tolikara 2010 Papua 5176,415 115381 530288,7526 0 427394,3157 88955,92459 1820,133673 688780 232101,27 
Tolikara 2011 Papua 6149,67 119386 627652,5097 0 520207,5029 1594,96516 99538,7767 779900 250034,49 
Tolikara 2012 Papua 6149,67 122891 644617,9851 0 559915,2031 1426,518681 78172,1558 814790 259740,37 
Tolikara 2013 Papua 6149,67 125326 802772,2843 0 673508,9405 2217,537823 81649,166 902120 276017,83 
Tolikara 2014 Papua 6149,67 127526 1025819,107 0 858083,3221 4194,498253 148859,432 1018300 292695,27 
Tolikara 2015 Papua 6149,67 131323 1372317 0 905395,629 6917,900385 238869,213 1128470 312577,97 
Tolikara 2016 Papua 6149,67 133786 1600762,735 0 1051474,353 7917,758104 188498,655 1234180 328360,56 
Tolikara 2017 Papua 6149,67 136576 1552044,324 0 894650,491 8550,966504 176496,7808 1346740 345049,68 
Tolikara 2018 Papua 6149,67 137695 1597085,641 0 1022186,049 70627,16891 486579,657 1464377,57 361049,08 
Tolikara 2019 Papua 3673,83 139111 1501479,339 0 996091,8423 11685,60404 484271,8897 1594298,32 379528,25 
Sarmi 2010 Papua 10704,98 33305 641688,1091 289988527 488326,3324 0 125918,6887 1035860 398302,04 
Sarmi 2011 Papua 13965,58 34104 640071,3046 423826309 536528,4681 10535,75352 87801,53892 1147610 434745,79 
Sarmi 2012 Papua 13965,58 34807 657401,297 237302549 576738,256 5141,420482 66950,32955 1273070 478431,6 
Sarmi 2013 Papua 13965,58 35508 835953,4878 367820814 684060,519 3024,061981 85230,181 1416870 526721,18 
Sarmi 2014 Papua 13965,58 35787 903315,5973 471571656 776354,3038 8352,322 108171,964 1601480 582609,95 
Sarmi 2015 Papua 13965,58 36797 1072432,196 488000576 893780,9428 39392,2586 104511,2894 1840180 671798,9 
Sarmi 2016 Papua 13965,58 37511 1180833,837 722747678 1009870,076 3268,250964 98956,173 2059920 731272,3 
Sarmi 2017 Papua 13965,58 38210 1105429,027 1082535119 883039,2071 19239,33173 174678,1342 2296840 792548,4 
Sarmi 2018 Papua 13965,58 39406 1109433,804 2314097169 881714,8962 121079,4208 83866,011 2534430,42 840327,9 
Sarmi 2019 Papua 12961,31 40515 1079149,951 3199813246 895604,6043 58248,66337 99025,592 2815548,86 898035,2 
Keerom 2010 Papua 8767,581 49020 466121,2435 765827368 392780,7319 2913,100883 60550,906 1094600 404345,24 
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Keerom 2012 Papua 9015,03 50685 594434,7315 1937474323 492425,3648 2803,269324 85991,0705 1427810 516296,096 
Keerom 2013 Papua 9015,03 51772 691550,4713 1462415764 579851,1631 3538,816712 97039,051 1627715 561093 
Keerom 2014 Papua 9015,03 53002 796678,7843 2117568640 632780,7672 6833,955248 112130,239 1879998 643148 
Keerom 2015 Papua 9015,03 53694 888495,3414 2681316851 684909,6487 5200,367176 117410,595 2120052 727001 
Keerom 2016 Papua 9015,03 54130 1009504,118 47860445095 754716,9386 17515,17697 113655,293 2334182 792086 
Keerom 2017 Papua 9015,3 55018 919989,4146 4244811637 714273,7749 22845,86353 94899,955 2540848,76 852768,09 
Keerom 2018 Papua 9015,03 55799 1048373,937 8112670182 782093,6654 123760,9411 0 2701905,41 870797,77 
Keerom 2019 Papua 8476,34 57100 1057914,124 8589480945 886333,9707 16723,64921 128473,7215 2855057,42 907375 
Waropen 2010 Papua 15255,78 24919 497718,2464 160980000 392007,7705 13287,96418 87766,8756 676760 266565 
Waropen 2011 Papua 5381,47 25828 553865,4546 80790218,91 428196,9347 1563,005079 119549,4655 777500 286486 
Waropen 2012 Papua 5381,47 26420 556589,1612 121658958 475774,7741 1502,323484 75132,5993 911350 310872,1 
Waropen 2013 Papua 5381,47 26905 634100,0506 85897333 528109,1235 2702,272673 81097,079 1056066,3 354956 
Waropen 2014 Papua 5381,47 27723 716211,2099 224814472 575882,3166 4460,200487 108532,731 1238678,2 386282,6 
Waropen 2015 Papua 5381,47 28395 831329,3864 1237800867 676670,1579 4016,153321 105640,003 1417935,4 430740,8 
Waropen 2016 Papua 5381,47 28803 1044895,109 558763971 838657,6308 4970,634374 120808,611 1601465,4 463834,1 
Waropen 2017 Papua 5381,47 29480 976101,6214 514523726 760659,6747 100481,0504 100808,611 1762695,9 492073,8 
Waropen 2018 Papua 5381,47 30612 941634,9774 874267095 729561,0161 97595,38487 100808,611 1916368,6 522547,9 
Waropen 2019 Papua 10592,39 31514 918190,3781 370994848 754271,3052 13658,19409 146799,8026 2047600,29 547338,5 
Supiori 2010 Papua 969,2633 15990 440713,2046 1930000 345723,7476 2042,334165 49027,869 467520 152067,8 
Supiori 2011 Papua 634,24 16318 442863,4191 0 356480,9762 1338,297575 76522,911 517700 158365,5 
Supiori 2012 Papua 634,24 16678 459881,9927 36320000 384170,3951 1422,524286 66689,7088 587720 176497,3 
Supiori 2013 Papua 634,24 16976 575971,8411 42630640 478841,93 2339,381709 71882,037 630378,252 181869 
Supiori 2014 Papua 634,24 17288 712147,019 360364258 534888,5407 4089,694189 136324,405 700694,2065 194539,8 
Supiori 2015 Papua 634,24 18186 683256,6295 332243346 548162,2745 5984,529003 114119,953 763911,5985 206979,8 
Supiori 2016 Papua 634,24 18486 732076,4229 2078725612 592641,9143 4216,348595 86513,444 830384,6826 229167,3 
Supiori 2017 Papua 634,24 19104 728841,4108 2901017157 585342,0139 13392,64304 86513,444 893200,6 247070,6 
Supiori 2018 Papua 634,24 20018 735197,1226 2034320120 579753,047 19152,6982 120619,605 946823,5 262468,2 
Supiori 2019 Papua 690,16 20710 722527,0288 1716259829 609251,3512 12243,72586 85664,36953 1005762,35 262468,2 
Mamberamo Raya 2010 Papua 16852,18 18490 592485,1884 0 512225,0193 1697,60274 61316,24572 473790 136284,17 
Mamberamo Raya 2011 Papua 28034,87 18971 667644,4727 0 598288,3779 0 68164,10426 551340 150424,23 
Mamberamo Raya 2012 Papua 28034,87 19504 717683,4695 138590000 641583,4366 5885,034923 66598,9276 644490 170533,98 
Mamberamo Raya 2013 Papua 28034,87 19776 869080,9082 179047951 787540,6579 2432,861638 71524,124 735890 189291,46 
Mamberamo Raya 2014 Papua 28034,87 20514 938722,1195 691174875 808897,944 3665,044095 120823,236 871070 214711,98 
Mamberamo Raya 2015 Papua 28034,87 21523 1069892,729 852866826 928972,8521 25908,71272 102968,895 1034800 250134,9 
Mamberamo Raya 2016 Papua 28034,87 21821 1163841,136 1942838425 990234,2534 45499,68577 109619,432 1189030 275535,7 
Mamberamo Raya 2017 Papua 28034,87 22313 1063523,514 732466165 832825,0351 116660,4255 100603,895 1333810 301753,9 
Mamberamo Raya 2018 Papua 28034,87 23307 1068117,879 1560109080 862487,8563 82270,89048 100603,895 1484862,81 319758,3 
Mamberamo Raya 2019 Papua 29124,07 24086 1130628,764 2573793540 929733,1328 105498,0875 59066,22176 1665454,29 341715,7 
Nduga 2010 Papua 4748,97 79702 439525,2055 0 381715,0954 2017,254699 12739,253 358300 121080,62 
Nduga 2011 Papua 5825,22 82099 582228,4401 0 478850,096 1541,422782 91955,903 426320 135394,41 
Nduga 2012 Papua 5825,22 84293 565545,3241 0 480996,904 1372,405525 76918,3215 521550 154855,85 
Nduga 2013 Papua 5825,22 85894 654043,3095 0 559907,7509 2239,562226 84218,25 605468,57 176674,82 
Nduga 2014 Papua 5825,22 92530 785476,0881 0 641194,5465 5017,422612 111704,919 702778,79 196402,97 
Nduga 2015 Papua 5825,22 94173 953949,8798 25500000 714342,6671 4687,463445 108391,129 808012,39 212927,22 
Nduga 2016 Papua 5825,22 95885 1152774,845 13250000 831767,3901 6572,336993 257708,63 908485,53 226044,03 
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Nduga 2018 Papua 5825,22 97517 1291058,857 64513000 928158,1811 64642,85455 283929,343 1118455,39 250449,55 
Nduga 2019 Papua 5329,43 98595 1149802,268 1008167446 843650,9416 14598,63268 276502,0823 1216313,46 259764,71 
Lanny Jaya 2010 Papua 2961,089 149688 491188,2538 93558522 410358,276 2017,254699 76576,71213 498880 167574,27 
Lanny Jaya 2011 Papua 3439,79 153921 589371,1913 131730000 467510,7401 1633,477577 107110,622 681430 189344,04 
Lanny Jaya 2012 Papua 3439,79 157922 576138,456 150473132 487856,9804 1781,372249 77274,6955 843450 209377,54 
Lanny Jaya 2013 Papua 3439,79 161077 847233,7449 142231081 684754,408 2194,567449 83416,04 955510,89 236882,14 
Lanny Jaya 2014 Papua 3439,79 170589 1035431,97 180072713 780952,1889 6333,314151 145722,448 1086950,49 261256,77 
Lanny Jaya 2015 Papua 3439,79 172625 1259943,56 1185906246 922246,2759 5510,958756 126978,954 1235035,5 288956,78 
Lanny Jaya 2016 Papua 3439,79 174782 1412390,77 483138000 932690,9273 9493,785448 340379,211 1382987,55 304927,35 
Lanny Jaya 2017 Papua 3439,79 176687 1358324,566 508804860 790310,036 112422,8412 126725,154 1530443,55 324725,59 
Lanny Jaya 2018 Papua 3439,79 177682 1393332,904 746361390 913792,0264 72622,1809 373118,681 1676460,88 338000,65 
Lanny Jaya 2019 Papua 2852,15 178995 1348115,21 2186035825 876273,805 16877,75782 415682,0692 1827561,13 352828,33 
Mamberamo Tengah 2010 Papua 9100,005 39908 400097,6286 0 375006,6682 0 23491,45132 366680 81193,59 
Mamberamo Tengah 2011 Papua 3384,14 40813 488961,3474 0 409834,7866 29797,20649 42947,3171 428280 90413,31 
Mamberamo Tengah 2012 Papua 3384,14 41893 495814,0258 0 412218,9859 1376,759804 77538,8255 527930 100354,64 
Mamberamo Tengah 2013 Papua 3384,14 42687 718459,6509 0 609172,2594 6180,362614 83509,63583 605470 112513,18 
Mamberamo Tengah 2014 Papua 3384,14 45398 917881,6386 0 716727,2502 3814,12047 118261,64 702780 125285,56 
Mamberamo Tengah 2015 Papua 3384,14 46321 956980,2674 0 798356,5139 3621,969844 110078,9502 808010 136083,88 
Mamberamo Tengah 2016 Papua 3384,14 46696 1159619,93 0 992765,8362 4893,397069 135205,7926 908490 144807,67 
Mamberamo Tengah 2017 Papua 3384,14 47487 1045651,746 0 792790,6241 54881,19206 107773,285 1019100 156580,08 
Mamberamo Tengah 2018 Papua 3384,14 48090 1083138,034 0 825628,4464 69244,70157 107773,285 1080533,34 164941,13 
Mamberamo Tengah 2019 Papua 4069,32 48201 997303,5225 0 806589,7987 11362,17615 150094,3388 1163591,3 173417 
Yalimo 2010 Papua 36739,3 51218 445506,2655 0 387712,8001 2017,254699 51671,54372 354870 123664,13 
Yalimo 2011 Papua 3658,76 52623 564154,4663 0 457852,737 1541,422782 99047,3325 413210 140033,68 
Yalimo 2012 Papua 3658,76 53785 530026,9703 0 446017,1958 1925,946892 76743,597 499750 160327,6 
Yalimo 2013 Papua 3658,76 54911 724777,2939 0 630692,397 6823,65731 82656,579 589900,76 182641,47 
Yalimo 2014 Papua 3658,76 57585 905657,8396 2392225505 733991,4979 33783,77912 113069,317 694590,73 206917,41 
Yalimo 2015 Papua 3658,76 58891 1046477,567 5706785002 767306,4947 3785,472205 189383,4755 807430,48 226860 
Yalimo 2016 Papua 3658,76 59778 1199531,877 7122813655 884039,5967 5342,354676 288157,6529 915638,97 242822,07 
Yalimo 2017 Papua 3658,76 60822 1207326,549 5510316537 791454,5007 4712,492276 341950,48 1007186,18 263415,6 
Yalimo 2018 Papua 3658,76 61115 1203223,945 8921011391 817687,3982 147565,1906 209824,398 1115609,9 279267,53 
Yalimo 2019 Papua 3660,26 62605 1246781,065 11608163418 896099,3276 11577,48512 304806,2099 1221273,3 292236,2 
Puncak 2010 Papua 10421,83 93999 553447,0632 0 534109,0194 2117,354699 14251,178 434000 135647,9 
Puncak 2011 Papua 5618,84 96180 702615,6662 0 609348,2688 0 73133,646 486320 147078,4 
Puncak 2012 Papua 5618,84 98009 715429,5803 0 620765,7348 1439,505417 78091,3035 559390 155829,4 
Puncak 2013 Papua 5618,84 99926 900796,4399 0 791647,7235 2193,006706 83891,38 652190 161835,8 
Puncak 2014 Papua 5618,84 101515 1114838,293 0 905227,9227 5341,913058 149126,74 766330 171535,9 
Puncak 2015 Papua 5618,84 103624 1310928,242 0 1021900,487 4200,574549 147658,049 901980 181030,2 
Puncak 2016 Papua 5618,84 105521 1350174,699 0 1069227,255 17250,48945 252723,053 1029630 188535,3 
Puncak 2017 Papua 5618,84 107822 1519354,766 0 1084781,949 27364,93268 288911,14 1148250 195138,6 
Puncak 2018 Papua 5618,84 111182 1357424,952 0 1038241,049 147264,2841 166578,832 1286280,9 201687,3 
Puncak 2019 Papua 7547,72 113204 1306375,378 0 984774,6006 11487,12406 299456,2404 1400615,35 210092,3025 
Dogiyai 2010 Papua 5258,671 84903 189971,8105 20934000 168033,6755 0 18509,2215 456530 172447,8 
Dogiyai 2011 Papua 4522,15 86082 473090,3146 243979604 382694,0233 1542,144219 82441,94452 529680 187398,4 
Dogiyai 2012 Papua 4522,15 87701 488315,7176 226973345 412761,8634 900,275184 71072,3625 600320 203589,9 
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Dogiyai 2014 Papua 4522,15 90822 755194,7247 409711849 584987,9915 45032,36201 115766,631 786790 240442,1 
Dogiyai 2015 Papua 4522,15 92190 803216,8461 1256944975 641270,0053 4424,989007 136712,072 895260 263095,3 
Dogiyai 2016 Papua 4522,15 93809 882579,6294 1947825549 693928,3938 7132,14765 137982,516 1001940 278906,6 
Dogiyai 2017 Papua 4522,15 94997 846207,3875 1290988878 630844,5469 30096,63104 176206,041 1098780 294815,7 
Dogiyai 2018 Papua 4522,15 96590 893581,1683 2845442099 688515,3413 20217,7668 174698,9824 1207512,887 308177,3 
Dogiyai 2019 Papua 4680,65 97902 898076,3956 2661672152 698808,4398 13565,79619 175110,2115 1310477,65 325637,8 
Intan Jaya 2010 Papua 9336,6 40812 249854,19 0 204214,0713 6942,016087 36235,61406 326840 106661 
Intan Jaya 2011 Papua 9336,6 41820 654137,2311 8568000 582598,7643 1541,422782 65029,254 418080 126982 
Intan Jaya 2012 Papua 9336,6 42595 607820,901 0 564243,6888 8216,878966 29828,62125 529890 149177 
Intan Jaya 2013 Papua 9336,6 43405 810786,4335 0 695715,8125 2139,535799 84961,502 624130 172508 
Intan Jaya 2014 Papua 9336,6 44812 949946,261 0 796641,8767 28690,2181 113267,629 747920 201501 
Intan Jaya 2015 Papua 9336,6 45917 1011602,303 0 827017,0058 3636,472601 129748,7621 892080 235143 
Intan Jaya 2016 Papua 9336,6 47300 1121935,721 0 905773,0664 4837,348255 179572,053 1021010 251990 
Intan Jaya 2017 Papua 9336,6 48318 1133054,899 0 903558,7708 13629,15226 206169,1448 1086880 265250,07 
Intan Jaya 2018 Papua 9336,6 48812 1142293,903 0 914910,1552 13814,03622 202678,271 1183785,69 283521,38 
Intan Jaya 2019 Papua 5712,59 49293 1113358,358 0 887378,0485 11120,61549 198090,2564 1248803,03 300445,98 
Deiyai 2010 Papua 2325,88 62588 169600,7184 37150000 142489,6906 1558,414207 12739,253 383610 138209 
Deiyai 2011 Papua 2325,88 64212 495916,0691 226450000 447359,7994 1541,422782 34253,332 471630 151706,9 
Deiyai 2012 Papua 2325,88 65222 500529,9729 367575163 461265,9014 1378,195697 23165,2795 529450 159991,6 
Deiyai 2013 Papua 2325,88 66516 540903,0094 0 450518,7497 2213,965459 77483,19 629950 180880,1 
Deiyai 2014 Papua 2325,88 68025 672649,9498 0 515370,8903 44319,93182 109233,935 757720,6 204335,7 
Deiyai 2015 Papua 2325,88 69381 712211,9586 0 579625,0603 4023,379671 116388,225 920963,5 230676,6 
Deiyai 2016 Papua 2325,88 70620 827730,6639 0 660538,8492 4852,317385 150025,114 1063060,9 246131,6 
Deiyai 2017 Papua 2325,88 72206 791863,3883 43400000 573669,3489 36855,25786 162369,6728 1086636,9 265250,07 
Deiyai 2018 Papua 2325,88 72486 898546,4737 47700000 678348,3368 52651,4328 166280,6138 1183785,69 283521,38 
Deiyai 2019 Papua 3064,33 73199 842991,4119 85649170 675723,0993 11422,04517 153254,3484 1388495,77 300445,98 
Kota Jayapura 2010 Papua 786,1782 258889 672372,372 26159776977 459865,9701 117875,5561 15996,52652 11330890 735779,96 
Kota Jayapura 2011 Papua 950,38 262797 717837,3673 33308822602 502032,627 15553,10448 53631,647 13023270 796778,39 
Kota Jayapura 2012 Papua 950,38 268285 846989,0545 48189155113 606046,4715 25937,99099 68387,9716 15136460 902615,16 
Kota Jayapura 2013 Papua 950,38 272544 1005472,266 62319829545 699475,4498 32024,85365 72582,713 17574541,86 1012290,71 
Kota Jayapura 2014 Papua 950,38 275694 1141134,283 97857745510 737570,4619 53673,77264 110618,082 20559462,95 1166816,62 
Kota Jayapura 2015 Papua 950,38 283490 1220320,339 1,09957E+11 768457,8139 45704,01873 95555,051 23125613,62 1324543,67 
Kota Jayapura 2016 Papua 950,38 288786 1278729,34 1,26003E+11 924091,8642 94235,77376 95555,051 26029777,03 1515861,83 
Kota Jayapura 2017 Papua 950,38 293690 1239051,683 1,38802E+11 820462,4167 47371,39979 178293,6167 28117031,35 1606799,45 
Kota Jayapura 2018 Papua 950,38 297775 1264260,331 1,62563E+11 836292,757 57560,85359 126359,076 30414052,05 1769762,34 
Kota Jayapura 2019 Papua 817,84 300192 1295121,335 1,79181E+11 859654,0612 83480,09727 91875,7471 32606542,52 1891694,35 
 
 
 
